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ABSTRAK

Namaz : Nophy T. Suoth

Program Studi  : Magister [Imu Hukum (Konsentrasi Hukum dan Sistem
Peradiian Pidana)

Judul : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak
Pidana Korupsi

Dewasa ini peranan dan aktivitas korporasi sangat strategis. Tidak jarang dalam
praktiknya korporasi daspat menjadi sarana untuk melakukan kejahatan dan
memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan. Tesis ini membahas mengenai latar
belakang penctapan korporasi sebagal subyek tindak pidana dalam UU No. 31
Tahun 1999 yang divbah dengan UU No. 20 Tahun 2001, proses penuntutan
pidana terhadap korporasi, kendala-kendala dalam penegakan hukum pidana
terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi dan upaya mengatasi
kendala-kendala tersebut serta cvaluasi terhadap jenis pidana denda terhadap
korporast dalam UU tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif
yang didukung penelitian empiris. Sedangkan analisis hasil penelitian dilakukan
dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai
data penduiung. Hasil penelitian menunjukkan babwa tuntutan dan penjatuhan
pidana hanya terhadap pengurus korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi
dianggap tidak adil sementara terhadap korporasinya tidak dilakukan penuntutan
pidana, Secara wmum, proses peénuntutan pidana bagi subyek tindak pidans
korporasi berlaka sama seperti halnya pada proses penanganan perkara terhadap
subyek tindak pidana perorangan. Namun terdapat hal-hal vang berbeds
khususoya dalam hal mengenai pérwakilan korporasi, pencantuman identitas
tersangka/terdalown, penvosunan konstrukst surat dakwaan dan  mengenai
pelaksanaan putusan pidana denda terhadap korporasi. Dalam praktiknya, terdapat
kendala-kendala dalam upaya penegakan hukum pidana techedap korporasi dalam
perkara tindak pidana korupsi yaitu meliputi fakeor hukum dan faktor penegak
hukum. Penelitian ini menyarankan perlu adanya perubahan pola pikir dan pola
tindak dari aparat penegak hukum untuk melakukan penuntutan pidana terhadap
korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi dap pentingnya upaya
pembaharuan undang-undang tindak pidans korupsi yang meliputi materi
termasuk jenis pidana terthadap korporasi maupun hukum formilnya.

Kata kunci :
Korporasi, tindak pidana korupsi, penuntutaa pidana
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ABSTRACT

Name : Nophy T. Suoth

Study Program : Master Degree in Law (Legal and Criminal Justice System
Concentration)

Title : Criminal law enforcement against the corporation in the

criminat act of corruption

Today, the role and the activity of the corporation are very strategic, not rare in
practice the corporation could become means of carrying out the crime and
obtaining the profit from results of the erime. This thesis throughly overview it
backgrounds of appointment of corporation as a subject of criminal law in UU No.
31/1999 and revised with UU No. 20/2001, criminal prosecution of corporation,
obstacles and obvious hindrances in prosecnting corporation in infringement of
corruption coimes with any effort to overcome such prosecute obstacles as well as
evaluation of corporate criminal fine applied within the acts. This research
represents normative jundical research using secondary data as primary data and
primary data as supporiing data. Research conclosion has indicated that
prosecutions and criminal penalties to corporate managements considered as
unfair without placing related corporation as a mutual subject of prosecution. In
general, prosecute process for corporate oerime subiject is identical with prosecute
process of personal crime. However, there are some dissimilarity, particularly
with regards to corporation representation, identty exposure of defendant,
configuration of allegation letter and conceming implementation of fine against
corporation. In practical matters, there are apparent obstacles within the law
enforcement process in cormiption criminal cases by corporation namely the legal
factor and the law enforcer factor. This research recommended need the existence
of the change in the pattern thought and the pattem of the act from the upholder’s
apparafus of the law to carry out the criminal demanding against the corporation
in the case of the criminal act of corruption and the importance of criminal efforts
of corruption that cover material including the criminal kind against the
corporation and his formal law of reform of act regulations.

Key words @
Corporation, corruption crime, prosecution
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam niasyarakat
Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baitk dari jumlah kasus
yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas tindak pidana
yang dilakukan semakin sistematis serta Iingkupnya yang memasuki seluruh
aspek kehidupan masyarakat.’

Transparency International Indonesia (T}, pada tanggal 23 September
2008 iain, mengun;amkan Corrvuption Perception Indeks {CPI} atau Indeks
Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2008, Menurut Todung Mulya Lubis, Ketuz Dewan
Pengurus TII, tahun ini IPK Indonesia berada diurutan ke-126 dengan skor 2.6
atau naik sekitar 0,3 dibandingkan IPK 2007 lalu.® Tahun sebelumnya, nilai IPK
Indonesia adalah 2,3 setelah sebelumnya sempat menurun dibandingkan penilaian
pada tahun 2006 yang mempercleh nilai 2,4

Meskipun peringkat Indonesia tersebut dalam rangking regara paling
korup di dunia turen secara signifikan,” namun penilaian di atas menggambarkan
bahwa kondisi korupsi di negara kita masih terpolong parah. Sesunggubnya
Indonesia telah berusaha melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi sgjak
tahun 1950-an, namun ternyata dalam perkembangannya terus menunjukkan
peningkatan, Hal imt tampak dengan dilakukanoya korupsi dengan modus
operandi yang semakin canggih dan rumit yang mengakibatkan kerugian negara
yang sangat Iuar biasa, Tak hanya ity sajs, korupsi pun telah melanda hampir di
semua bidang dan kalangan, baik kalangan eksekotif, legislatif maupun yudikatif.

! Indosesia {a), Undeng-uwndang Komisi Pemberantasan Tirdak Pidana Korupsi, UU No.
30 Tnhus 2002, LN No, 137 Tehua 2002, TLN Ne. 4259, ?enjeiasan Umﬁm
1,010 =0 tahun/ 20087t

2 “Indeks Indonesia Naik Signifikan”, <btip:ffwwn
{angzali23/id/3422 b, 23 September 2008,
IPK merupakan instromen watuk mengulmr tinglat persepsi kalangan bisnis atau ekspatriat ates
kinerys pelayanan publik, yang akhirnye digunakan sebagai indikator tingkat koropsi suam negera,
Skor nol berarti tingkat korupsi dianggap tinge! den sepulud besarti tngkat korupsi dianggap
puling rendah.

 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Laporan Tahunen Komisi
Pemberatasan Tindak Pidana Korepst {KPK) tahux 2608, hal, 15-16.
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Disamping perkembangan motdus operandi korupsi di Indonesia sangat
pesat dan signifikan dibandingkan dengan oufpus penegakan hukummya yang
relatif sangat rendah®, korupsi juga telsh mempengaruhi kehidupan ketata-
negaraan dan merusak sistem perekonomian dan masyarakat dalam skala besar’.
Perkembangan korupsi yang sangat fuas dan mengekibatkan kesengsaraan
sebagian rakyat Indonesizs moerupakan alasan rasional vang memadai untuk
menecgaskan bahwa korupsi dewasa im merupakan pelanggaran atas hak-hak
ekonomi dan sosial rakyat Indonesia® Hal ini menyebabkan korupsi tidak dapat
lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan
yang luar biasa {extra ordinary crimes).

Meskipun pemberantasan tindak pidana korupsi di indonesia sudah
diupayakan secara maksimal, pamun kenystaan menunjukkan bshwa jumlah
tindak pidana korupsi terus sajs meningkat. Keadaan ini dischabkan karena
adanys hambatan-hambatan vang ditemui dalam uvpays pencegahan maupun
pemberantasan korupst.

Harknistuti  Harkrisnowe menycbut beberapa variabel  yang
memberikan kontribusi terhadap terjadinya kompsx ymm
1. *I‘;dak: adanya kebijakan yaag ielas {fack of political wzﬁ}

2. Tidak adanya contoh kepemimpinan {lack of exemplary)

3. Tidak adanya profesionalisme terhadap sistim hukum (lack of profesionaiism
within the legal system)

4. Tidak adanya partisipasi publik (Jack of public participation)

Pendapat yang hampir scrupa dikemukakan oleh Moh, Yamin dengan
mengidentifikasi hambatan-hambatan sebagai berikut:

Peytama, mengenal peraluran porandang-undangan yang menvangkut upaya
pemberantasan koropsi balk yang distor dalém undangandang mavpun
peraturan 61 bawshnys mempunyai kelemahan batk dari aspek substansi
maopun dari aspek teknis pelaksanaan sehinggs memungkinkan tegadi
kemacetan dalam pem-betaniasan korupsi bahkan bukan tidak mungkin

* Rombi Atmasasmita (a), "Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia”, Media Hulum,
VolzNo # (22 November 2003) : 10.

S Indriyanio Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, (Jakarta: Kantor Pengacara dan
Kensulm Hukam “Prof. Oemar Senn Adi dan Rekan™, 2001}, Bagian @ Pembukaan (sampul
buku).

% Romii Atasasasmita (a), foc. oir, hal, 11
? Harkristoti Harkmisnowo (a), “Combatting Corruption in Indonesis : An Imposible
Mandate?”, Newsletrer KHN, B Mei-Juni 2004, bal 32,
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seringkali dimanipulasi serta  dimanfaatkan  oleh  koruplor  unluk
membebaskan diri dari hukuman. Selain itu tidak adanys undang-undang
perlindungan saksi dan pelapor {pada saat itu belum ada UU Perlindungan
Saksi dan Korban-penulis) serta terlahu ringannya bukuman bagi keruptor
menyebabkan lermnahnya penanganan korupsi. Kedos, selatn karena iemehnya
sumber daya penegek hukum yang ada, penyebab lainnya adalah karema
aparat penegak hukum itu sendiri merupakan fakfor yang ikat menyuburkan
korupsi, Ketiga, sudah membudayanys prakiek korupsi. Dalam praktekiys
korupst sudah dipandang sebagsi suatu perilaku yang lazim ditakukan oleh
masyarakat. Sikap skeplis terhadap pemberantasan korupsi dan budaya
sunghar ewuh pokewuh turat serta menyvebarkan korupsi ke fengah
masyarakat. Kesmpat, tidak adanya political will dari pam elit politik
menjadi fakior penghambat dolam pemberanlasan korupsi, bahkas sering
terjadi para elit politik ikut melindungt dan stan menjadi bagian konspirasi
lindak pidena korupsi. Kelima, karena z‘endahnza akuntabilitas publik
penyelenggara negara don tidak adanya transparansi.

Pengalaman gelama int, menurut Marwan Effendy, tidakiah mudah
membuktikan seseorang memenuhi rumusan delik Undang-undang Tindak Pidana
Korupsi, dengan hanya menggunakan metoda konvensional’ Pada sisi lain,
mantan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengakui, pemberantasan tindak
pidana korupsi ¢i Indonesia tidak wmudah. Menurotnya, kendalz paling berat
adalah budaya korupsi sedah merasuk di hampir seluruh sendi kehidupan
masyarakat, Bahkan karena sedemikian parshnya, maka zkan dibutuhkan waktu
yang lama bagi Indonesia untuk dapat berhasil memberantasnya.'

Dalam kenyataannya, korupsi merupakan persoalan yang sangat sulit
dilakukan pemberantasan, Korupsi di Indonesia berdangsung dard uvrusan yang
melibatkan aparat pemerintahan mulai dari tingkat yang paling bawah, Kenyataan
tersebut digambarkan Abdul Rahman Saleh sebagai berikut

Kelika warga mengurus identitas dirinve, termasuk meminta kartu tands
penduduk dan surat izin mengemudi pin sering bersentaban depgan korupsi.
Korupsi dalarn skala yang terkecil sekalipun, seperti memberikan “uang
lebik™ kepada sparat pemerintah supays urusannya dimudabkan, sudah
menjadi "budays” di negett ini. Aparat pepara juga cenderung meminta
dilayani daripada melayani kepentingan warga, H

* Moh. Yamin “Dengan Dukungan Rakyat Memberantas Korupsi”, (Makalah untuk
memenuld Persyaratas Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindek Pidana Korupsi,
Jakarta, 3 Nopewmber 2003), him. 3.

¥ Marwan Effendy, "Pencrapan Perlussan Ajarsn Melawan Hubum Dalam Undang-
Undsnp Tindak Pidana Korupsi (Kajfan Putasan No. 135/84/B/2004/ PN.Cn dan Putusan Sela
Wo. 3437914 B/2004/PN Bey),” Jurnal Kajian Putusan Pengadilan Dictwn (edisi 5, 2003}, bel, 1.

:‘: 10 Kabinet Lagi Belum Tantas”, Kompas, {27 Oktober 2008} : 3

Ihid.
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Di Indonesia,* kita menyebut korupsi dalam satu tarikan nafas sebagai
YKKN” (korupsi, kolusi dan nepotisme). Dalam perkembangannya, korupsi di
indonesia bukan lagi merupakan monopoli para birokrat skan tetapi juga sudah
melibatkan para pelaku di sekior swasta.” Romli Atmasasmits mengungkapkan
hasil peneliian Independent Commision of Anti Corruption (FCAC) di Hongkong
telah membuktikan bahwa korupsi dalam era perdagangan global dewasa ini
adaleh merupakan hasil kolaborasi antara sektor publik dan sekior swasta.
Menurut penelitian tersebut pemberantasan korupst jenis ini merupakan yang
tersulit dibandingkan dengan korupsi yang hanya terjadi i sektor publik.
Perkembangan korupsi di Isdonesia sedah merupakan kolaborasi antara para
pelaku di sekior publik dan sekfor swasta, Hal ini menyebabkan pemberantasan
konups: di tanah air ini favh lebih sulit dari Hongkong, Australia dan negara-
negars lain. ™

Berkaitan hal tersebut, di mata masyarakat Indonesia, sukses
“perusahaan bisnis merupakan hasil dari suatu kolusi yang dilakukan di antara para
.pengtxsaha perusahaan dengan aparat di birokeasi pemerintahan.'® Mardjono
Reksodiputeo menyatakan bahwa menghilangkan kolusi antara pengusaba dengan
anggola aparat birckrasi pm&ﬁnt&k;ﬁ tidakiah mungﬁin, Menghadapi kondisi
demikian, Reksodiputro memberikan alternafif yaitu:

Namun memperkect] kemungkinan terjadinya kolusi tersebut, melalui carz
pro-aktif, dapat dilakuien, Tentu saja ada beberapa persyaratan dasar yang
diperlukan. Untuk ity pertama-tama harus ada kesadaran dari magyarakat dan
pemerintah akan hesamya babaya yang mengancam dari perbuatan kolusi ini
untuk perbinbuban yang sehat dari perekonomian bangsa, Sclanjutoya harus
dilakukan usaha-usaba pro-aktif untuk mencegahnya, tidak bhanya dengan
usaha-usaha re-sktif, Usaha pro-aktif tidak akam dapat teriakszna tanpa
adanya kemauan poliik pemerintah yaop sungpub-sunggub. Dan yang
terakhir, diperlukan sualu bagian dalam aparatur penegal hulam {kepolisian
dan kejakssan) dan sparsiue kehakiman (pesgadilan) vang memang
memahami permasalghannys dan sendin juga tdak telah tercemar oleh
”p[}h}Si” kahlsi‘hf

? Azyumardi Azra, *Korupsi Dalam Perspektif Good Govemance®, Jurnal Kriminologi
Indonesia Val, 2 No. I (Janvari 2002) ; 31,

Y Romli Atmasasmita (3), foc. cit., hal. 5.

* 1bid., blm. 6.

¥ Mardjono Reksodiputto (8}, "Eolusi di Dalam Dunie Bisnis: Prakiek, Bentuk dan Usaha
Penanggulasgsnnya (Bebempa Calatan) dalewy "Kemafuarn Pembanpunan  Ehonomi  dan
Rejahotan, Eumpulon Karangan, Buku Kesatu, {Jskariz : Pusat Pelgyapsn Keadilsn dan
f{’m@%{gim Hukum (&/k Lembags Kriminologl) Universiias Indonesia, 2007), bad, 117,

b,
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Sejarah perjalanan pemberantasan korupsi di Indonesia sudah

dilakukan sejak dekade pertama setelah kemerdekaan, Keadaan tersebut ditandst

terbitnya sejumish peraturan maupun pembentukan lembaga-lembaga (komisi-

komisi khusus} yang borkaitan dengan upaya pencegahan dan pemberanfasan

tindak pidana korupsi. Peraturan-peraturan tersebut, diantaranya yaita '’

.

Peraturan Penguasa Militer Nomor: Prt/PM-06/1957 tanggal 9 April 1957
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Peraturan Penguasa Militer NMomor: Prt/PM-08/1937 tanggal 27 Mei 1957
tentang Penilikan Terhadap Harta Benda ; .
Peraturan Penguasa Militer Nomor: Pri/PM-11/1957 tanggal | Juli 1057
tentang Penyitaan dan Perampasan Barang-barang,

Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Anpkatan Darat No. Pr/
Peperpw/013/1938 tangpal 16 April 1958 jo Peraturan Penguasa Perang
Kepala Staf Angkatan Laut No. PriyZ. /7 tanggal 17 Apnl 1958 tentang
Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuafan Korupsi Pidana dan
Penilikan Harta Benda.

1960 tentang Pengusutan, Penustotan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana
Kormpst (kemudian dengan UU No. | Tahun 1981 ditetapkan menjadi 11U No.
24 Prp Tahun 1960}

UU No. 3 Tzhun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ul No. 11 Tshun 1980 tentang Tindak Fidana Suap

TAF MPR No. XUMPR/1998 tentang Pemerintah vang bersih dan bebas
KKN.

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
bersih dan bebas KKN. ‘

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (vang kemudian dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001)
Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi {(KPK).

'* Bandingkan desgan Lilik Mulyedi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif

Teoritis, Proktik dan Maselehnya, (Bandung: Alnmai, 2007}, hal. 2.35.
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I Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepstan Pemberantasan
Korupsi.

m. Undang-Undang No., 7 Tshun 2006 tentang Pengesahan Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003

Lombaga-lembaga  atau  komusi-kornisi  khusus  pemberantasan
perbuatan korupsi telah dibentuk sejak pericde awal kemerdekaan. Pada tahun
1956, Gerakan antikorupsi pertama kalinya dipimpin Wakil Kepala Staf Angkatan
Darat {Kolonel Zulkifli Lubis) bekerja sama dengan Jaksa Agung Suprapto dan
melibatkan pemuda-pemuda eks lentara pelajar membentuk "pasukan khusus™,'®
Selanjutnya pada masa pemerintahan kabinet Djuanda (1960}, dibentuk suams
badan pemberantasan korupsi vang disebut Panitia Retooling Aparatur Negara
(PARAN). Badan ini dipimpin olesh A.H. Nasution dan dibantu Profesor M.
Yamin dan Roesian Abdulgani.'”” Pada tshun 1963, pemerintah menunjuk Tagi
A.H. Nasution, yang saat itu meniabat sebagai Menteri Koordinator Pertahanan
dan Keamanan/Kasab, dibantu oleh Wiryono Prodjodikusumo dengan lembaga
baru yang dikenal dengen Operasi Budhi, kemudian dihenfikan dengan
pengumuman  pembubarannye  oleh Soebandrio kemudian diganti menjadi
Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (Kontrar) dengan Presiden
Soekamno menjadi ketuanya serta dibantu oleh Soebandrio dan Letjen Ahinad
Yani

Pembentukan lembaga khusus itu berlanjut pada masa orde baru 2!
Pada tanggal 2 Desember 1967 Soeharto schagai pejabat Presiden waktu itu,
membeatuk Tim Pemberantasan Komupsi (TPK) yang diketuai Jaksa Agung
Sugiharto. Karena kegagalan TPK torsebut, pada tanggal 31 Januari 1970 Presiden
Socharto membentuk Kormisi Empat yang beranggotakan Wilopo, SH (ketua), L J
Kasimo, Anwar Tjokroaminoto, Prof. Ir. Johannes dan Mayjen Sutopoe Juwono.
Kemudian pada tahun 1977, Pemerintah mencanangkan Operasi Tertib (Opstib)
yang dipimpin Sodomo. Tabun 1982, kembali dikidupkan Tim Pemberantas
Korupsi {TPK) wvang beranggotakan Sumarlin {(MeoPAN), Sudomo

¥ mpemberantasan Korupsi dari Mass ke Mase”, Koran Tempo (25 Oklaber 2004),

1 »Sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia”, <hitpi/fid. wikipedis ore>, diakses tangpal
12 Maret 2008

* thid,

# thid, bandingkan juga dengan Lilik Mulyadi, ap.cif., bal. 2

Uniivargitas Indonesia
Penegakan Hukum..., Nophy Tennophero Suoth, FH Ul, 2009



{Pangkopkamtib), Mudjono (Ketua MA), Ali 8aid {(Menteri Kehakiman), Jsrnail
Saleh (Jaksa Agung) dan Jenderal (Pol) Awaluddin Djamin MPA (Kapolri).”

Pada masa pemerintahannya, Presiden B. J. Habibie membeniuk
Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Tetapi dengan
disabkannya UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupst (KPK), lembaga int dilebur menjadi bagian Bidang Pencegahan
pada KPK. Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Tim  Gabungan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGTPK). Tim ini beranggotakan 25
orang dari unsur kepolisian, kejaksaan, dan masyarakat yang diketual mantan
Ketwa Muda Mahkamah Agung (MA) Adi Andojo. Selain itu, Presiden
Abdurrahman Wahid juga membentuk Komisi Ombudsman Nasional (KON}
Selanjutnya pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekamoputrd, terbentuk
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang
Momor 30 Tahun 2002, Lembaga terakhir dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang
Yudhoyona, pada tanggal 2 Mei 2005, vaitu Tine Koordinasi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Timtastipikor). Tim Ini di bawah kendali Jaksa Agung
Muda Tindak Pidana Khusus Hendarman Sﬁ?ﬁﬂdjl

Berkaitan dengan perkembangan dalam regulasi pemberantasan
korupsi, salah satu perkembangan baru yang diatur dalam UU No, 31 Tahun 1998
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang divbah dengan UU No. 20
Tahun 2801 (UU PTPK) sebagai pengganti UU No. 3 Tahun 1971 adalah
menyangkut perluasan subyek tindak pidana korupsi dengan menerima korporasi
sebagal subjek tindak pidana korupsi. Perkembangan ini  mengandung
konselensi vaitu terhadap Xorporasi juga dapat dilakukan penuntutan pidana dan
apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi dapat dikenakan sanksj. Hal ini
tidak diatur dalam UU korupsi sebelumnya. Mengepai hal imi, disamping
dirumuskan dalam pengertian “setiap orang™, penuntutan dan pertanggung-
Jawaban pidana korporasi sebagat subjek hukum pidana diatur dalam Pasal 20 U
PTPK.

2:‘i)'m.rm.-f ?‘}'zmwrans: onfing, Edist No. 26 {November 2000), diakses dari
B Setzap omgada}aiz QERg persectangen alau temmasuik korporast, Indonesia (b}, Undang-

undang Pemberantasan Tindek Pidana Korypsi, U No. 31 Tabun 1999, LN Mo, 140 Taln
1999, TLN No. 3874, Pasal | angka 3.
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Dewasa ini pengakuan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan
berkaitan dengan pertanggungjawabannya sudah diterima dalam hukum pidana di
Indonesia.”? Pengaturan masalah ini terlihat pada beberapa hukum positif kita,
termasuk dalam UU PTPK. Hal ini merupakan landasan bagi aparat penegak
hukum untuk semakin memantapkan upaya menuntut perfanggungjawaban pidana
dari korporasi yang melakukan tindak pidana. Kenyataon latnnya, tak dapat
disangkal bahwa konsepsi korporasi schagar subyek hukom pidana, {erutama
berkembang dengan adanya kejahatan yang menyangkut korporasi sebagai subyek
tindak pidana, vang dischabkan asdanya pengaruh perkembangan donia ussha
nasional vang begitu pesat.

D Indonesia diakomodasinya korporasi scbagait subyek hukum pidana
dalam perundang-undangannya bara muncul dan dikenal pada tabun 1951 yaitu
dalams UU Darurat No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-barang® dan
mulai dikenal secara luas dalam UU Darurat No. 7 Tahun 1955 teatang Tindak
Pidana Ekonomi. Selanjuinya dapat juga diteraukan antara lain dalam UU No. 11
PNPS Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi, UU No. 2 Tzhun 1976
tentang Penyimpanan Narkotika, UU o, 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan scbagaimana terakhir telah ;:iin'bah kedua kalinva
dengan UU No. 16 Tahun 2000, UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, UU
No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai,
Ul No. 5 Tatun 1997 tentang Psikotropika, UU No. 22 Tahun 1997 tentang
Narkotika, UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU

# Hal ini berbeda dengan dengan konsepsi hukum pidans uraven (KUHP) yang selama ini
berlalr yang mengalni bahwa yang dapat meniadi subyek hukumn pidena banyalah manusia
(natunrlifke persoon).

B UU ini merupakan undang-undang positif pertarua yang secars resmi menerima pendirian
bahwa suata korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana, libat Sutan Remy Sjahdeini,
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Yakarta : Grafiti Pers, 2006), hal. 130-131. Juga dapat
dilihat dalam Muladi, Dwidja Priyatno, Pertanggungiawaban Korporasi Dalam Fukum Pidana,
{Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1991, hal. 4,

Pasal 11 UL Darurat No. 17 Tahun 1251 tentang Pepimbunan Barang-barang berbunyl sebagal

berikut :

1. Bilamena suaty perbuatan vang holeh dibukum berdasarkan vndanpamdang ind, dilakuken
alels suate badan hukmm, make teatutan ite dilakukan dan bekuman difatubkes terhadep
badan-badan hukum ite atau terhadap orang-orang dimalcud dalam ayat 2) pasal ind, atan
terhadap kedua-dnanya.

2. susty perbustan vang dapat dibukom berdesarkan ondang-undang ini dilakukan oleh seatn
badan hudoum, jika dilakukan oleh seorang atan lebih yang dapst diangeap bertindak masing-
masing aiau bersama-sama melakukan akas nama badas hukeam fa,
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No. 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Schat,

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 31 Tahun 1999

lentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No,

20 Tahun 2001, UU No, 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

yang telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003.

Selatn telah dinvetakan secara tepas dalam sejumlah undang-undang
sehagaimana tersebut diatas, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana
{Rancangan KUHP Nasional) juga menganut pendirian korporasi sebagai subjek
tindak pidana’® Berkaitan dengan hal itu, menurst Mardjonic Reksodiputro,
bahwa dengan akan diterimanya korporasi sebapat subyek hukum pidana, maka
hal ini berarti telah terjadi perluasan dari pengertian pelaku tindak pidana.”’

Drengan diaturnya korporasi sebagai subyek hukum pidana Indonesia,
termasuk  dalam UU  PTPK, ternyata menimbulkan permasalahen dalam
pencgakan hukum pidana terhadap Kkorporasi. Permasalahan tersebut, selain
mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepadanya,
juga khususnya mengenai proses penuntutan pidana terhadap korupsi. Dengan
kata lain, menyangkut hukum pidana formil,

Menurut L. S. Susanto, secara konseptual, kejahatan );ang menyangkut
korporasi perlu dibedakan antara -2
a. Kejshatan korporasi, vaitu yang dilskukan oleh korporasi dalam usshanya

mencapal tujuan korporasi untuk memperoleh keuntungan,

b. Korporasi jahat, yaitu korporasi yang berfujuan semata-mata untuk melakukan
kejahatan (dalam hal ini korporasi dipakai sebapgai alat atau kedok untuk
melakukan kejahatan), dan

¢. Kejahatan terhadap korporasi, seperti pencurian ateu pemggelapan terhadap
milik korporasi, disini yang menjadi korban justru korporasi itu sendiri, ‘

% Rancangan KUHP (draf Februans 2008), pengaturan mengenai korporasi scbagai subjek
tindak gidana terdapat dalam Pasal 47 s/d Pasal 53.

Mardiono Reksodiputro (b), “Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya
Perubahan Wajah Pelaku Kelahatan di Indonesia, dalam Kemgivan Pembangunan Ekonomi dan
Kejahatan, Fumpolan Kerangsn Buku Kessto, {Jakeris @ Pusat Pelaysnan Keadilan dan
Peagahdian Huadous (h Lembaga Eriminologl) Universitas Indonesia, 20073, hal. 101

2 1. S. Susanto (8), Krimonologi, (Semurang 1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
1995), hiem 83,
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Oleh karena penclifian ini bermaksud untuk meninjau  korporasi
schagai pelaku tindak pidana, maka dalam penelitian inl penulis hanya akan
meninjau kejahatan yang menyangkut korporasi yang meliputi konsepsi a yakni
kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dalam usahanya mencapai tujuan
korporasi untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan menyangkut konsepsi b dan
& tidak akan dibahas dalam penulisan tesis ini.

Dalama hukum pidana pada dasarnya setiap tindak pidana akan
melabirkan pertanggungjawaban pidana {criminal fighility}, kecuali terdapat hal-
bal atan keadsan yang menghilangkan atau menghapuskan pertanggungiawaban
pidana tersebut. Sesuai dengan prinsip legalitas dalam hukum acara pidana, maka
setiap kali terjadinya pelanggaran terhadap norma hukum pidana (s Poenale)
akan melahirkan hak negara melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan
tindakan menuret hukum (lus puniendi). Terjadinya pelanggaran terhadap norma
hukum pidana skan mengakibatkan bekerjanya aparatur hukum pidana dalam
suaty proses hukum pidana sampai terdapatnya suatu putusan yang mempnyai
kekuatan hukum vang telap {in krachf) serta terlaksananya putusan tersebut”

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa korporasi schagai subyek
hukum pidana dalam perundang-undangan Indonesia telah diatur sMa tegas
sejak tahun 1951, namun ternyata dalam prakitek peradilan di Indonesia,
penuntutan terhadap korporasi sebagai terdakwa sangat minim. A. Pohan yang
melakukan penelitian yurisprudensi, hanya dapat menemukan satu perkara saja
yang menempatkan korporasi sebagai terdakwa (yaitu perkara NV. Kosmo dan
NV. Sahara dalam putusan Pengadilan Negerd Ekonomi Jakarta No. 3/E/1965).%
Perkembangan terbara upaya penuntutan terhadap korporasi yaitu didakwanya PT
Newmont Minahasa Raya dalam kasus lingkungan hidup vang disidangkan di
Pengadilan Negeri Manado,

Pada proses penuntutan terhadap beberapz kasus tindak pidana
koropsi, terdapat terdakwa yang diajukan ke persidangan dalam kapasitas sebagai

# Suharizal, "Kajian Terhadap Potusan Perkars No. 125/Pid B/2003/ PN EDG Tentang
Pidana Perbankan®, Jurnal Yidisial (Vol-UNo-01/Agustug/ 2007}, hal. §3-58

¥ Mardjono Reksodiputro (¢), “Pertanggungiawaban Pidans Korporasi dalam Tindak
Pidana Korporagi®, dalem Kemajuan Pembangunan Ekornomi dan Kejohatan, Kumpulian Karangan
Bular Kesatu, (fakasta : Pusat Peluyasan Keadilan dan Penpabdian Hukum (d/h Lembaga
Kriminolop) Universites Tadonesia, 2007), bal. 66-67.
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pengurus korporasi, diantaranya: Direktur PT Mahakam Disstra Internasional
{terdakwa VAP), rekanan terdakwa Bupati Kutai Kartanegara yang disidangkan di
Pengadilan Tindak Pidana Korupst terkait proyek Pembangunan Bandara Loa
Kulu, Kutai, Kalimantan Timur.” Selain ity, Pengadilan khusus Tindak Pidana
Korupsi juga telah mengadih rekanan Pemerintah Provinsi DK Jakarta terkait
Proyek Pengadasn Busway (terdakwa BS), Direktur Utama PT Armada Usaha
Bersama. ™
Meskipun para terdakwa tersebut didakwa dan dituntut dalam
kapasitasnya sebagai penpgurus korporasi, pamun ferhadap korporasinya tidak
dilakukan penuntutan {pertanggungjawaban pidana). Dalam salah satu putusan
perkara korupsi, yaitu perkara terkait Proyek Pengadaan Busway (terdakwa BS},
Direktur Utama PT Armada Usaha Bersama (FT AUB),” Majelis Hakim telah
mempertimbangkan kedudukan terdakwa selaku Direktur Utamz PT AUB
sehingga menurutnya dalam perkara tersebut terdakwa dapat bertindak selaku
perseorangan dan dapat pula bertindak untuk dan atas nama korporasi (FT AUB).
Lebih lanjut, dalam pertimbangan hukum mengenai unsur “melakukan perbuatan
memperkaya dir senditi atau orang lain atau suatu korporasi” pada putusannya
iy, Méjélis Hakim secara tegas telah m&hfatakan bahwa kmgian nég#ré i‘zams
ditanggung oleh korporasi (PT Armada Usaha Bersama).*
Selain itu, dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 20 ayat (7) UU
No. 31 tahun 1999%°, Majelis Hakim juga menyatakan bahwa pidana denda harus

t‘JS

dikenakan kepada korporasi tersebut.”” Namun dalam amar putusannya tersebut,

yang nantinya dijadikan dasar bagi Penuntut Umum untuk melakukan eksekusi

H «pekanan Bupatl Katat Mulai Diadili®, Keran Termpo {22 Febmari 2008)

3 »pekanan Busway Divonis Lima Tahen Penjara”, Koarpas {5 April 2007}

# 1ihwt Potusan Pengadilan Tindak Fidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jokarta Pasat
No. IS/PID.B/IPKA006/PNIKT PST tanggsl 04 April 2007, bal, 302,

¥ Kerugian keuangan pepars yaita sebesar Rp.7.237.061.972,32 (tujub milyar dus ratus tiga
puluh juta enam puiuh sata ribu sembilan rates tijuh pulsh doa rupiah tiga puluh doa sen) bars
ditzmg§ung oieh korporasi (PT Armada Usaha Bersama), fhid.

® Pidana pokok yang dapat dijatubkan terhedap korporasi hanya pidana denda, dengan
ketentuan maksinum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga), Indonesia (b), loc. it.

# Majelis Hakim menyatakan bahwa pidana denda yang harus dikenakan/diganti kepada
dan oleh kowporasi terschut adalah Rp.7.237.061972,32 ditambah 13 (sepertiga) dari
Rp.7.257.061.97232 yeitn sebesar Rp.2412.353.99077, schingga kesclurchannys wmeniadi
sebesar Rp9.649.415.883 09 (sembilan milysr cosm rafus copat pulnh sembilan fota cwpst rates
Hmz belaz ribe sembilan rates ensm pulnh tigs rupish sembilan ses). Liha! putusan No.
1S/PIDB/TPR/2COEPRIKT PST tangyal 04 April 2007, op.cit, hal. 302,

i itas Indonesi
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terhadap putusan itu, Majelis Hakim ternyata tidak secara tegas menjatuhkan
pemidanaan terhadap korporasi (PT. AUB) sebagaimana telah divraikannya dalam
pertimbangan hukum di atas. Hal ini menjadi problematik bagi Penontot Umum
untuk melakukan eksekusi putusan tersebut.

Gambaran int menunjukkan bahwa walaupun sudah diakui secara tegas
sejak sembilan tahun yang lalu yaitu sejak ditetapkan dalam UL PTPK, temyata
penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi belun
nampak secara jelas dalam praktek peradilan di Indonesia.

Belum jelasnya penegakan hukum pidana terbadap korporasi di
Indonesia, termasuk dalam perkara tindak pidana korupsi, akan menimbulkan efek
terhadap penegaken hukum, terutama berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan

oieh korporasi. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh 1 S. Susanto dengan

pemyataan 1
Tidak adanya tindakan hukum yang berupe penjatuban sanks: pidana
terhadap korpozasi bukan saja menghasilkan semakin melussnya kejahatan
korporasi, akan tetap! juga timbulnys pandangen bahwa kejshatan korporasi
tidak membshoyakan masyarskat, dan akibal sclanjulnya membentuk
persepsi dan pandangan masyarskat yang berat sebelab, waity bahwa
kejahatan yang membabayakan dan mengapcam kehdupan masyarakat
~adalsh kejabatan warungan dengan peiskunya vang tervlasmna berasal dan
masyarakat bawah (he powerless). ;

Pentingnya melakukan penegakan hukum pidana terhadap korporasi
juga dikemukakan cleh Sutan Remy Sjabdeini dengan mengemukakan alasan-
dlasan sebagai berikut :**

Pertama, sckatipun korporasi dalam rmuclaksanakan Kkegiatannya tidak
melakukannya sendiri tetapl melalui atzu oleh orang lain atau orang-orang
yang merupakan pengurusoya dan para pegawainya, bamun  apabila
perbuatan itw dilakukan dengan maksud memberikan manfaat, terutama
berupa memberikan keuntungan finansial ataw pun menghindarkan/
mengurangi kerugian finansial bagi korporasi yang bersangkutan, maka tidak
adil bagl masyarakat vang dirugikan baik berupa kerugian nyawa, badanish
{menimbuikan kecacatan jasmand), mwupun materiil apabila korporast tidak
harus tkut bertanggungiawab ates perbuatan pengurts alas pegawainya
Kedua, bahwa tidaklah cukop hanya membebankan pertanggungiawaban
pidana kepada penpurus korporasi atas tindak pidana yang dilakukannya
karena pengurus jarang memiliki harta kekayaan yang cokup untuk mampu
membayar pidana denda yang dijatubkan kepadanya untuk biaya sosial yang
harus dipikul scbagai akibat perbuatannya itn. Ketiga, membebankan
pertanggungjawsban pidana hanya kepada pengurus korporasi, tidsk cukup

¥ 1. 8. Susanto {2), ap. oit., blm. 86.
# Sutan Remy Sjahdeind, op. cit., hal. 57-58
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menjadi pendorong uatuk dilakukannya tindskandtindakan pencegshsn
{precautionary measwres) seldngge mengurangi  tjuan  pencegahan
{deterrence} dari pemidanaan. Keompat, pembebenan pertanggungiawaban
pidana kepada korporasi akan menempatkan aset perusahaan ke dalam resiko
berkenaan dengan perbuatan-perbuatan tidak terpuji dari para pengurus
korporasi (harus memikul beban pidana denda yang berat, kemungkinan
divampas oleh negara, dan lain-lain} sehingga akan mendorong para
pemegang saham dan para komisaris/pengawas korporasi untuk melakukan
pemamlauan/pengawasan vanglebih kotat terhadap kebijakan dan kegialan
yang dilakukan olel pengurus.

Dalam praktiknya, tak dapat disangkal bahwa upaya penegakan hukem
tethadap korporast merupskan kesulitan yang lvar biasa bagi aparat penegak
hukum {polisi dan kejaksaan). Selain merupakan bidang baru yang perbuatannya
sangat sukar diketahui dan kalaupun diketahui untuk dibuktikan di muka
pengadilan masih menghadapi banyak permasalahan hokum,* juga belum adanya
yurisprudensi  dalam  praktik peradilan  Indonesia mengenai  penuntutan
pertanggungiawaban  pidana  terhadap korporsst. Padahal kerugian yang
diakibatkan oleh tidak pidana yang dilakokan korporasi sangat besar.®

Kesulitan ini sesunggubnya ielah diimgatkan oleh kriminolog
Mardjone Reksodiputro sejak belasan tahun yang laln dengan menyatakan

Kesulitan dalam penegakan hukusm ataupun pengendalian terhadap kejahatan
korporasi sudab dapat dibayanpkan. Pada wwumnya dapat dikembalikan
kepada dua permasalahan, perfama, korporasi, sebagal pelaku kojahatan yang
potensial, mempunyal “lobby” vang efektif dalam usaha perumusas delik
(atau peramusan kembali) tindak pidens yang dapat diancamkan kepeda
mereka misalnya dslam bidang porsercan ataupun bidang keuangan dan
permodalan). Hal yang kedus adaleh babwa menentukan pertanggung.
Jjawaban pidana korpomasi maupun menentukan kesalahan korporasi {melalut
pembuktian) tidaklah mudab. Dibutohkan ehli-ahli yang khusus terdidik
untuk hal ini,?

Konsep pensidanaan korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi
sepertt diatur dalam U PTPK, hanya mengatur pidana denda scbagal pidans
pokok (Pasal 20 ayat 7). Secara konseptual, berkaitan dengan penjatuban pidana

* Suker diketahui, karena selalu dilakukan secara rahasia dan sering sekali korban
kejahatan tidak mengelshui kerugian yang telah dialaminya, Sukar dicarikan bukti-bukti
berdasarkan hukum, karenn memang delik yang khusus wntok kejahatan korporasi memang sukar
dibuat {(an almn tetap problematis) dan pels sukar menentukan siapa yang hams bertanpgung-
Jawab atas perhustan kejabaise korporasi it Libat Mardiono Reksodipures {T), op. cit, bal. 68,

¥ Kempgian tersebut dialami oleh individu, masyarakat dan negara fbid,

# Mardjose Reksodiputro (d), “Dampak Kejshatan Korporasi Untuk Pembangussn
{Kemajuan Pembangunan Ekonomi den KejahatanY®, 5id, bal. 133,
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14

terhadap korporasi perlu juga mempertimbangkan kerugian yang telah diakibatkan
oleh aktifitas tindak pidana ini.

Permasalahan lain yang terkail dengan pengaturan korporasi sebagai
subyek tindak pidana dalam tindsk pidana korupsi yakni imengenal proses
penunfutan terhadapnya. UU bo. 8 Tahun 198! tentang Hukum Acara Pidana
{KUHAP) sebagai hukum formil maupun UU PTPK, tidak mengatur mengenai
hal int secara ninci. Deagan demikian maka kemungkinannya hal ini akan menjadi
kendala, terutama bagi aparat pencgak hukum, untuk melakukan penegakan
hukum terhadap korporasi.

Sehubungan hal-hal tersebut di atas maka pepting untuk melakukan
penelitian pencgakan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak

pidana Korupsi.

1.2 Pokek Permasalahan

Dengan mendasarkan pada uraian di atas maka permasalahan wtamza
yvang akan ditelifi adalah mengenai penegakan hukum pidana ferhadap korporasi
dalam tindak pidana korupsi. Untuk membatasi ruang lingkup penelitian ini, maka
| penéﬁtiaa ini akan d{i&;aiasi f:;:ieh ‘pertan};m?ertanyaah schagai berikut:

1. Apa latar belakang pembuat Undang-undang merurmuskan korporast sebagai
subyek tindak pidana dalam UU PTPK?

Z. Bagaimamaksh proses pepuntutan pidana terhadap korporasi yang
melakukan tindsk pidana kornpsi?

3.  Kendala apa saja yang ditcmﬁ.i dalam penegakan hukum pidang ierhadap
korporasi dalam perkars tindak pidana korupsi? serta bagaimana upaya vang
dapat dilakukan mengatasi kendala tersebut?

4. Apskah konsep pemidanaan terhadap korporasi dalam UU PTPK sudah
memadal ditinjae dari perspektif penegakan hukom?

Universitas Indonesia
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1.3 Tujuan Penelitian

Berdagarkan pokok permasalzhan dari penclitian vang telah di atas,

maka tujusn penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.

1.4 Kegunaan Penelitian

Mengetahut dan tenganalisis latar belakang pembuat Undang-undang
menamnuskan korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam UU PTPK.
Mengetahui dan menganalisis proses penuntutan pidana terhadap korporasi
yang melakukan tindak pidana korupsi.

Mengetahui dan menganalisis kendala yang diternui dalam penegakan hukum
pidana terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi serta upaya
yang dapat dilakukan mengatasi kendala tersebut.

Mengetahui dan menganalisis konsep pemidanaen terhadap korporasi dalem
UU PTPK.

Hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh dua kepunaan, yaite

kegunaan praktis dan akademis:

i

Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran-pemikiran hukum
secara praktis mengenal latar belakang pembuat Undang-undang merumuskan
korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam UU FIPK, proses penustutan
pidana terhadap korporasi yang melakokan tindak pidana korupsi, kendala
vang diternui dalam penegakan hukwm pidana terhadap korporasi dalam
perkara tindak pidana korupsi dan upaya yang dapat dilakukan mengatasi
kendala tersebut serta konsepsi pemidansan terhadap korporasi dalam UU
PTPK,

Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini dikarapkan dapat benmanfaat bagi kalangan akadernisi,
schagai sarana menambah wawasan dan pengetahoan terkait sistem peradiian
pidana.

Penegakan Hukum..., Nophy Tennophero SuotHEH‘@E%ﬁ&? indonesla
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1.5 Kerangka Teori

Menurut Scerjono Soekanto, secara konsepsional, inti dan ard
penegakan hukum terletek pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang
terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yasg mantap dan mengejawantahkan dan
sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilsi tahap akhir, untuk menciptakan,
memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup,”

Berkaitan dengan hal terscbut, dalam penelitiannya Sockanto
berkesimpulan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada
faktor-fakior yang mungkin mempengarvhinya. Faktor-faktor tersebut sebagai
berikut :*

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi pada undang-undang saja ;

2. Faktor pepegak hukum, vakni pihak-pihak vang membentuk maupun
menerapikan hukum ;

3. Faktor sarana atau fasilitas vang mendokung penegakan hukum |

4, Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau
diterapkan ;

5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasatkan pada
karsa manugia di dalam pergavlan hidup.

Kelima fakior tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena
merupakan esensi dari penegakan-hukum, jsga merupakan tolok vkur daripada
efeklivitas penegakan hulurn,® Namun demikian, dalam penelitian ini dibatasi
pada faktor hukum dan faktor penegak hukum. Hal ini, karena kedua faktor ini
merupakan faktor yang utama dalam penegakan hukum. Dengan demikian, dalam
penelitian ini skan memfokoskan pada pengkajian mengenai faktor hukum
(Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dan peranan penegak
hukum dalam menecrapkan kelentuan penindang-undangan dimaksud.

Berkaitan dengan faktor hukum {undang-undang), Soekanto
mengemukakan penyebab gangguan penegekan hukum mungkin dischabkan

karena ¥

2 Soerjono Soekanto, Fakior-fakior yang Mempengaruhi Penegakan Hulum, (Jakarta:
Radja Grafindo Persada, 2007), hal. 5.

* Ivid , hal 8.

H Ibid., hal 9.

¥ IBid., hal 17-18.

Universitas Indonesia
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1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,

2. Belum adanya peraturan pelaksanzan yang sangat dibutuhkan untuk
menerapkan undang-undang,

3. Ketidekjelasan arli kata-kata di dalam undang-undang yang mengekibatkan
kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Sedangkan terkait dengan fakior penegsk hukum, utamanys penegak
hukum yang secara langsung berkecimpung dalam penegakan hukum yang
mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejeksaan,
kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan, menurut Soekanto, pembahasan
penting adalah mengenai masalah peranan penegak hukum, yaitu menyangkut
diskresi. ™

D dalam penegakan hukum, mengutip LaFavre, Soerjono Sockanto
menyebutkan diskres: sangat penting karena G
1. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat

mengatur semua perilaku manusia,

2. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaitkan perundang-undangan
dengan perkembangan-perkembangan di  dalam masyarakat sehinggs
menimbulkan ketidakpastian,

3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang
dikehendakt olch pembentuk undang-undang,

4. Adanya kasus-kasus individual vang memerlukan penanganan secara khwsus.

Pada akhir penehtiannys, Sockanto menjeisskan bahwa kelima fakior
vang disebutkan di atas, mempunval pengaruh terhadap penegakan hukum.
Mungkin pengaruhnya adalsh positif dan mungkin juga negatif. Akan tetapi, di
antara semua faktor tersebul, maka faktor penegak hukum menempati titik
sentral. ®

Berdasarkan konsep tersebut, dengan demikian, penegakan hukum
terhadap korporasi dalam findak pidana korupsi tidsk dapat dipisahkan dan
Sistern Peradilan Pidana. Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan
pidana {crintinal justice system) adalah sistemn dalam suatu masyarakat untuk

Y 1id,
® 1bid,, hal, 69
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menanggulangi masalah kejahatan.”” Sistem ini dianggap berhasil apabila
sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat vang menjadi korban
kejahatan dapat “diselesaikan®, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang
pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana.™

Oleh karena itu tujuan sistem peradilan pidana dapal dirumuskan
sebagai berikut :*!

a. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;

b. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa
keadilan telah ditegakkan dan vang bersalah dipidana;

¢. mengusahakan agar mereka vang pernah melakukan  kejabatan  tidak
mengulangl lagl kejahatannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, waka komponen-komponen yang
bekerjasama dalam sistem ini adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, den
{lembaga} pemasyarakatan. Empat komponen imt diharapkan bekerjasama
membentuk suatu “integrated crimingl justice system™ > Dengan demikian sistem
peradilan pidana juga berkaitan erat dengan pombshasan permasalaban yang
diangkat dalam penelitian ini.

1.6. Kerangks Konseptual

Membicarakan masalah korporssi tidak bisa melepaskan pengertian
tersebut dari bidang hukum perdata, Sebab korporast merupakan terminologl vang
erat kaitannya dengan badan hulcum (rechipersoorn) dan badan hulomn o sendin
merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.™

Rudy Prasetyo, sehubungan dengan korporasi menyatakan bahwa, kata
korporasi sebutan yang lazim diperpunakan di kealangan pakar hukom pidana
unfuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain kKhosusnya hukum
perdata, sebagai badan hukom, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai

“ Mardjono Reksodiputro (&), “Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Pensgak Huleum
Melawan Kejzhatan™, dalam Hak Asasi manusia Balam Sistem Peradilon Pidana, Kumpulan
Karangan Bulu Ketiga, (Jakaria : Pusat Pelaysnan Keadilan dan Pengabdian Hukum (h
I.@mba&a Krinvinologi) Universitas Indonesia, 2007, hal. 84,

Ihid.

5L Ibid.

2 mid, ‘

S Muladi, Dwidia Povateo, op.cit, hal 12, Hal ini juge dapat dilibat dalam Mardjono
Reksadiputra (b}, op. it bel. 106.

Penegakan Hukum..., Nophy Tennophero Suoth, FH wgmﬁ’e’s‘m Indonesia



19

rechipersoon, atau yang dalam bahasa Inggris disebwt legal emiiries atau
wry&r&:i&msé

Undang-undang No. 31 Tabhun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001
membertkan  pengertian sehagai berkut: korporasi adalah kumpulan orang
dan/atau kekaysan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun
bukan badan hukum,”

Berdasarkan bentak hukumnya, Sutan Remy Sjahdeini membedakan
korporasi dalam arti sempit dan dalam arti leas. Dalam ari sempit, korporast
adalah badan hukum. Dalam artinya ysag luas, korporasi dapat berbentuk badan
hukum maupon bukan badan hukum.*

Menurut Muladi dan Dwidja Privatno, korporasi dalam hukum pidana
lebih luas penpertiannya dibandingkan dengan pengertian korporasi dalam hukum
perdata. Schab korporasi bisa berbentuk badan hukum atau non badan hukum,
sedangkan menurut hukum perdata korporasi adalah badan hukum.”’

Dalam membahas mengenai  kejahatan  korporasi, Mardjono
Reksodiputro membedakan kejahatan korporasi dengan kejahatan lain pada
urnumnya. Menuretnya, perilaku kejahatan ini termasuk apa yang dikenal sebagas
White Coilar Crime (WCC).™

Schagaimana dikutip Reksodiputro, Sutherland (1949) seorang ahli
kriminologi Amernika Serikat telah meneliti dan menulis tentang “white collar
criminality”, mendefinisikannya schagatl © "2 crime commiited by a person of
respectability and hig social status in the course of his oecupation” > WCC
memang oleh Sutherland ditujukan kepada para pengarus (manajer) perusahaan.
Namun dalam perkembangan selanjninya dianggap juga melakukan perbuatan
tercela dan karena itu harus dimiotakan  pertanggungjawabannya adalah
perusahaan atan korporasi tex.npal para manajer tersebut bekerja,

 Rudy Prasetyo, “Perkembangan Korporasi dalam Proses Modemisasi dan Penyimpangan-
penyinpangannys”, makalah disampaiken pada Seminsr Nasional Kejehstan Korporasi, FH
UINDIP, 253-24 Novermsher 1989 hal 2,

5 tndonesin (bY, op. cit., Pasal 1 angks 1.

% Sutan Remy Sjshdeini, op. cit., hal. 43.

*7 Muladi, Dwidja Privatno, op. cit,, hal 20-21

* Konsepsi ini periama kali dipergunakan oleh Edwin H. Sutherland. Lihat : Mardjono
Rzksaéz”pm {<), op. ot hal 85,

Mardiono Reksodiputro {f), “Kejshstan Korporasi Suatu Fenomena Lama Dalam Bentuk

Bany”, hrdonesia Jowrnal of Internativnsd Law, Vilume § Nomor 4 {Juli 2004}, hal. 694,
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). E. Sahetapy meinbagi kejahatan korporasi sebagai berikut : *°

Ada korporasi yang didirikan secara fegal/ dengan tujuan fegal pula, namun
dalam kegistan aktivilesnya, mungkin steun terpaksa atau  ferdorong
menjalankan suatu kegiatan yang kemudian dikuatifikasikan sebagai kejehatan
korporasi,

Ada pula korporast vang tampak didirikan secara flegal, padahal dinding
luarnys saja yang fegel. Tujuannya adalah melakukan kejahatan, schinggs
sejak semula muatan dan kegiatannya pun bersifat iffegef yang ditutupt oleh
dinding korporasi vang Jfegal,

1.7 Metode Penclitian

Metode perelitian diperfukan gunas mendapatkan datza  vyang

dipergunakan  sebagal bahan pembahasan dan  analisis untuk menjawab

permasalaban  yang diromuskan  sehinpga  dapal  dipercaya serta  dapat

dipertanggungjawabkan. Untuk kepentingan itulah maka metodologi penelitian

yang digunakan terdini dari sistematika scbagai berikut ;

1.7.1 Bentuk dan Jenis Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian vuridis pormatif vang
dilengkapi dengan peneliian empiris. Pemiliban jenis penclitian ini
didasarkan pada pemikiran bahwa pada dasamys” penelitian ini hendak
menganalisis pandangan alat penegak halam (Polisi, Jaksa/Penuntut Umuom,
Hakim dan Advokat} mengenai penegakan hukwm pidana terthadap korporasi
dalam tindak pidana korupsi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis
den komparatif. Fendekatan historis diperlukan uvntuk mendapatkan
gambaran mengenai latar belakang pembuat undang-undang meramuoskan
korporasy sebagal subyek tindak pidana dalam UU PTPK. Sedangkan
pendekatan komparatif menjadi penting untuk mengetahui perumusan
subyek tindak pidana korporasi dalam perundang-undangan lain atan dalam
rancangan peraturan undang-undang.

% 1. ¥, Sahetapy, Kejahatan Korporasi, (Bandung : PT Eresco, 1994), hal. 29.
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1.7.2 Metode Pengumpulan Data
Berdasarkan bentuk dan jenisnya, data yang digunakan dalam penelitian ini

adalal data sekunder dan data primer.

a. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data utama dalam peselitian ini. Data
sekunder diperoleh melalot studi kepustakaan yang dikumpulkan dani
sumber primer dan sumber sekunder berupa peraturan perundang-
undangan, rancangan perundang-undangan, putusan pengadilan,
karangan ilmiah, literatur/bahan kepustakaan maupun bacaan dari media
massz seperti majalah hukum, artikel dari surat kabar, karya tulis ilmiah,
kamus hukum dan kamus bahasa Indonesta, hasil-hasil penelitian, hasil
seminar, naskah seminar, maupun buku-buku yang dapat digunakan

sebagai informasi tambahan dalam penelitian int.

b. Data Primer

Sebagai data pendukung maka data primer penelitian ini diperolch
melalyi  penelitian  lapangan dengen wawancara terstrukiur yang
menggunakan pedoman wawancara. Informan yang diwswancarai
berasal dari lembaga-lembaga yang terkait dalam peonepgskan hukum
dimana fokus utamenys, entera lain 1 {satu) orang penyidik tindek
pidana korupsi dari Mabes Poln, 2 (dus) orang penyidik findak pidana
korupsi dari Kejaksaan Agung, 2 (dua) orang Penuntut Umum Tindak
Pidana Khusus Kejaksaan Agung dan 1 (satu} orang penuntut waun daxd
KPK, 1 {satu) orang hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi serta
2 (dua) orang akademisi. Sedangkan untck mengetahni latar belakang
penetapan korporasi sebagai subyek tindak pidana dalamm UU PTPK
maka telah dilakukan wawancara kepada 1 {satv) orang Tim Penyusun
Rancangan UU PTPK. Dalam melakukan wawancara tersebut, peneliti
menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang
kemudian dikembangkan sesuai dengan jawaban daxi informan.

Puotusan kasus PT Newmont Minahasa Raya (FT NMR) merupakan satu-
satunya kasug yang menjadikan korporasi sebagai terdakwa (terpisab
dari pengurusnys). Oleh karepa pembahasan dalam penulisan ini
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berkaitan dengan putusan pidana terhadap korporasi, maka ietah
dilakukan wawancara dengan 1 (satu) orang Jaksa/Penuntut Umum dan
I (satu} orang advokat PT NMR tersebut sebagai bahan pendukung
maupun perbandingan,

Di samping itu terdapat patusan yang berkaitan dengan penjatuhan
pidana terhadap korporasi {a! Jamaah al Isfamiyah) dalam kasus
Terorisime yang disidangkan di PN Jakarta Selatan dalam perkara atas
nama terdakwa Zuhroni als Zainudin Fahmi als Oni als Mbah als Abu
Irsyad als Zarkasib als Nu'aim dan terdakwa Ainul Bahri als, Yusron
Mahmudi als. Abv Dujana als. Abu Musa als. Sorim als. Sobirin als. Pak
Guru als Dedy als Maghsun bin Tamli Tamami. Karena iy, telsh
dilakukan wawancara kepada Jaksa/Pepuntut Umum kasus tersebut
terkait dengan pelaksanaan putusan itu.

1.7.3 Penyajian dan Analisis Data

1.8

Data yang diperoleh dari kepustakaan dan data yang diperoleh dari lapangan
kemudian dianalisis secara kualitatif selanjutnya dipaparkan. Analisis
dilakokan secara kualitatif karena dats yang diperoleh dari penclitian
fapangan tidak dihitung secara statisttk, melainkan dikaitkan depgan teori-
teori dan pendapat para pakar yang diperoleh dari penelitian pustaka agar
dapat menjelaskan atau menjawab pennasalghan yang dikemukakan.

Sistematika Pemulisan

Hasil penelitian ini ditulis dalam bentuk dan susunan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, peraomusan
masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori,
kerangka konseptual dan metode penelitian serta sistematika

penulisan penelitian.
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KORPORASI SEBAGAI SUBYEK TINDAK PIDANA DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASL

Pada bab ind dibshas mengenat korporast sebagai subyek tindak
pidana, pertanggungjawaban pidana  korporasi,  konsep
pemidanaan bagl Kkorporasi dan pertanggungjawaban pidana

korporasi dalam praktik peradilan pidana.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
KORYORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis mengenai latar
belakang perumusan korporasi sebagai subyek tindak pidana
dalam UU PTPK, penuntutan pidsna techadap korporasi dalam
tindak pidana korupsi, kendala penegskan hukum pidana
terhadap korporasi dalam perkara Gindak pidana korupsi dan
upaya mengatasi kendala serta evaluasi konsep pemidanaan
korporast dalam UU PTPK.

PENUTUP
Bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran

yang terkait dengan hasil penelitian dan analisisnya.
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BAR I

KORPORASI SEBAGAI SUBYEK TINDAK PIDANA DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

Schagar suatu kenyatasn  sosiologis, pengaruh korporasi  dalam
kchidupan masyarakat dewasa ini merupakan fakia yang tidak dapat dipungkin
lngi. Korporasi telah memasuki berbagai wilayah bidang kehidupan. Pendeknya,
peranan korporasi dapat dirasakan dari pemenuhan kebuinhan sehari-harl sampai
kepada pembangunan ekonomi. Kenyataan ini menunjukkan bahwa korporasi
memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Selzin memberikan
kontribusi posifif, tetapi juga tidak jaranp dalam mencapai tujuannya, aktivitas
korporasi telah menimbulkan dampak negatif atau bahkan melakukan kejahaton.

Sejalan dengan dinamika ekonomi, sepak ferjang korporasi pada awal
tahun 1960-an mulai menjadi perhatian pura ahli sosial ekonomi. Fenomena dan
sepak terjang korporasi itu telah berlangsung sebelum Perang Dunia ke-2, namun
studi yang sistematis dan mendalam baru dirulai pada awal tahun ito.®!

Sementara itu di kalangan keiminolog, studi kritis terhadap peranan
korporast sudah dimuiai selidsknya pada tahun 1932, melelel suatu pidato
berssjarah BEdwin H. Sutherland berjudul The White Collar Criminal.  Sahetapy
mengemukakan bahwa pidato Sutherdand itu didasarkan atas suatu penelitian
mengenai perilakue melawan hukuor dad 70 perusahaan di antara 200 “fargest
non-financial corparations” %

Menurut Green, sebagaimana dikutip Sahetapy, terdapat tiga tujuan
Sutherland ketika menyampaikan pidatonya i, Pertama, Sutherland ingin
menegaskan bahwa “white-collar criminality is real criminality” sebagai
pelanggaran hukum oleh para pimpinan korporasi, meskipun dalam lapangan
huktsm administrasi. Berbeda dengan “lower class criminality” yang merupakan
pelanggaran terhadap hukum pidana yang diselesaikan melalui suam sistemn

peradilan pidana (criminal justice system). Kedua, Sutherland ingin membantah

® Yusuf Shofie, Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidena Korporasi {Yakana: Ghalia
Indonesia, 2062, kal, 20,

% Pidato ini dipresentasikan pada tanggal 27 Desember 1939 datam *.., af the thirthy-fourth
armual meeting of the American Sovicological Society in Philodelpiva. Libet ¢ 1. B, Sahetapy,
gpcit, hall

* bid., hel. 16
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anggapan bahwa kejahatan berkaitan dengan kemiskinan yang menyebabrkan
orang melakukan kejahatan. Penegasan yang ingin disampatkan oleh Suthecland
adalah bahwa mercka yang berkedudukan sosialnya terpandang dan yang
dipandang techormat, juga melokukan kejahatan. Ketiga, konsep “white callar
crime” Hu ingin membert dosar yang lebih kokoh bertalinn dengan teorinys
“differentiol association™® vang dikemukakannya kurang lebih saty dekade
schelumnya.®

Mardjone Reksodiputro mengemukakan bahwa konsep “white coflor
erime” {(WCC) yang didefinisikan oleh Sutherland sebagai : “a erinte commined
by a person of respectabililty and high secial status i the cowrse of s
accupation” memang ditujukan kepada para pengurus {manajer) perusshaan,
Namun dalam perkembangan selanjutnya, perusahaan atau korporasi tempat para
manajer tersebut bekerja dianggap harus dimintakan pertanggungjawabannya
juga

penambahan unsur “penyalahgunaan kepercayaan™ (violation of trush) @

Rumusan pengertian WOC di atas kemudian berkembang dengan

Bertalian dengan itu maka perlu dibedakan : pertama, kejahatan yang
dilakukan terhadap perusshaan {(korporasi} Pada jenis i, kejahatan dilakukan
oleh pegawai afsu anggotas stal perusabaan. Arfinya, pelaku méia‘imkan uniuk
keuntungan pribadi dengan merugikan perusahaan tempatnya bekera. Ini disebut
“occupational crime” Kedua, kejahatan yang dilalukan olch perusahamn
{korporasi) terhadap masyarakal, perusabaan lain ataupon terhadap pemerintah,
Pelakunya adalah cksekutif perusahgan untok manfaat perusahaan dimana dia
bekerja yang merugikan pihak ketiga. Tni disebut “corporate crime” (dan
korporasi harus furut bertanggungjawab).®

® Sutherland memperkenalkan “Differential Association Theory” dalam buku tcksnya
Princigles of Criminology pads tabun 1939, Sutherland menggunakan teori ind unink menjelaskan
proses belajar tingkah laka kriminal smelslui interaksi sosial. Setiap omng, menuminya, mungkin
saja melakukan kontak (hubnnpan) dengan “definition favorable to violotion of lnw” alsy dengan
“definition unfavorable to vislation of Imw™. Teor! in didasarkan pada sembilan preposisi {dalil}.
Libat : Topo Santoso, Eva Achiani Zulfa, Kriminologi {Jakaria: PT RajuGrafindo Persada, 20086),
hal. 74-75.

& Sahetapy., op. oit., bal. 19-20

 Mardiono Reksodiputro (0), ap. o, hal. 65,

¥ Mardjono Reksodiputre (1), ap. oft., bal. 694. Dapat juga dibaca : Edwin H. Suthertand,
#hite Colfar Crime {Mlew York: The Dryden Press, 1942), Chapler IX, p. 1583-158.

¢ Mardiono Reksodiputro {g), “Penyidikan Tindak Pidana Ekonomi”, dalam Bunga Rampoi
Permasalahan Dalum Sistem Peradilan Pidane, Kumpulan Karengan Buln Kelima, (Fakarta:

jversitas Ind i
Penegakan Hukum..., Nophy Tennophero Suoth, FH Ulg&;g s onesia



26

Kefahatan korporasi umumnya berhubungan dengan kegiatan ekonoms
ataupun kegiatan yang berkaitan dengan dunia bisnis {businass related aciivities).
Korbannya bisa perusahaan sendivi, perusabaan lain, pemerintab ataupun
masvarakat umum {publik).*” Oteh karena dalum kejabatan yang berkaitan dengan
tindak pidana korupsi, dati sisi hukue kerugian keuangan negara (pemerintah)
sclalu menjadi unsur penting, maka dalam hal inl negara (pemerintah) pun
merupakan salah saty korbannyn, Dari sist masyarakat, perbuatan korupsi

dianggap merugikan masyarakat, meskipun secara tidak {angsung,

2.1 Korporasi Sebagai Subyek Tindak Pidana

Kejahatan korporasi juga telah menjadi perhatian intemasional.
Kongres PBB V tentang Pencegahan Kejahatan dun Pembinaan Pelanggar Hukum
(The Prevention of Crime and Treatment of Offender) tahun 1975 di Jenewa
kemudian dipertegas kembali dalam kongres PBB VIl (1985), mengingatkan
bahwa texdapat kejahatan-kejabatan bentuk baru yang dilakukan oleh korporasi
yang digerakkan oleh pengugaha terhormat vang membawa dampak yang sangat
negatif pada verckonomian negara yany bersan gkutan.

Dalam kaitannya dengan pertiaku 'kerporas'i (melalui pengumsnya)
vang dapat mengganggy pembangunan ekonomi di Indonesia, kriminolog
Mardiono  Reksodiputro menychut korupsi  sebagal salah satun  kejahatan
konvensional vang “rawan™ dintervensi oleh kejahatan korporasi. Berkorelas:
dengan itu, pengertian korupsi tidak hanya terbatas dengan penggelapan keuvangan
negara, tetapi juga penyuapan {hribery) dan pemberian komnst (Kickbaecks) yang
dilakukan oleh korporasi untuk memperoleh proyek-proyek.”

Peringatan yang disampaikan oleh Reksodiputro pada limabelas tahun
vang laln dzlam Seminar Schan "Dampsk Kejahatan Korporasi Terhadap
Pembangunan” yang diselenggarakan Pusdiklat Kejaksaan Aguong RI di atas,
akhir-akhir ini telah menjadi kenyataan, Fakiz mengenat hal im diandaranya

Pusat Peloyenan Xeadien dan Penpabdisn Hukum (B Lembaga Kriminologt) Universitas
Indanesia, 2007), bad. 148149,

 thid.

¥ Dwidia Privatno, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungfowaban Pidana
Korporasi di Indonesia (Bandung: C¥. Utomo, 20043, hal, 2.

T Mardjono Reksodipuire (d), op. ¢it., hal. 132,

l;niversitas indonesia
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terlihat dalam perkara yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK.).”
Pada tahun 2008, KPK melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi
{TPK) terhadap 33 perkara. Dari jumiah perkara Hu, 12 perkara mehibatkan
pengurus korporasi schagal tersangka. Perkara TPK yang berkaitan dengan
penyuapmypenerimasn suap maupun pemberian/penerimaan komist sebanyak 12
perkara. Pada kegiatan penuntulan {41 perkara), 14 porkara yang ditangam
berkaitan dengan penvuapan/penerimann suap, pemberian/penerimaan kormisi
Sebanvak 7 perkara melibatkan pengurus korporasi sebagai terdakwa.

Meski demikian, faktanya hingga sekarang penuntutan pidana dalam
perkara iindak pidana kerupsi yang melibatkan korporasi masih terbatas terhadap
pengurus korporasi (Direkfur Utama, Direktur atan Komisaris). Sedangkan
terhadap korporasinya belum tersentuh. Nampaknya terdapat kesulitan (ataw
keraguan?) di kalangan aparat penegak hukum menuntut pertanggungjawaban
pidana terhadap korporasinya.

2.1.1 Penapgertian Korporasi

Secara harfial korporasi {verporatie, Belanda), corporation {Inggris),
corporation {Jerman} berasal dari kata “corporatio” dalam bahasa latin, Sepert
halnya dengan kata-kata lam yang berakhir denpan “#io”, kata “corporatio”
sebagal kata benda (subsiansivion) berasal dan kata kerja “corporere” vang
banyak dipakai orang pada zaman gbad pertengahan atau sesudsh i
“Corporare” sendiri berasal dari kata “corpus” (Indonesia = badan} yang berarti
meimberikan badan atau membadankan. I}mg;n demikian “corporatio” itu berasal
dari hasil pekerjaan membadankan. Badan yang dijadikan orang, badan yang
diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai Jawan terhadap badan manusia yang
terjadi menurut alam.”

Membicerakan masalah korporasi tidak bisa melepaskan pengertian
tersebut dari bidang hukum perdata.”™ Korporasi merupakan terminologi yang erat
kaitannya dengan badan hukum (rechtperseon) dan badan hukum itu sendirt
merupakan terminolog yang erat kaitannys dengan bidang hulum perdata.

% Komisi Pemberantasan Kortupsi, op.cir., hal. 28-39.

% Soetan K Malikoel Adil, Pembaharuan Hukum Perdata Kita (Jekarta: PT. Pemhbangunan,
1895}, bal. 33.

* Muladi, Dwidja Priyatno, op.cit., hal. 108,
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Rudy Prasetyo menyatakan bahwa kata korporasi merupakan sebutan
vang lazim dipergunakan i kalangan pakar hukum pidana onntuk menyebut apa
vang biasa dalam bidang hukum lain khususnya hukwn perdats, sebagai budan
hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagal rechipersoon, atau yang
dalam bashasa Inggris disebut fegal enrities atau corporation, Secara istilah
korporasi diartikan scbagai suatu gabungan orang vang dalam pergaulan hekum
bertindak bersama-sama sebagai subjek hukunm tersendiri atau suatu personifikasi,
Korporasi adalsh badan hukum yang beranggotz serla memibki hak dan
kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing,”

Pengertian korporasi dalam Black s Law Dictionary diartikan sebagai:

An Entity (usually a bussines) having authority under low to act as o single
person distinet from the shareholders who own it and having rights to iswes
stack and to exist indefinitely, @ group or succession of persons established
in accordance with legal riles into a legal or paristic person that has legal
personalily distinot from the natwral persoms who make §1 wp. Exist
indefinitely aport from them, and has the egal powers that is eonstitution

gives it "

Kamus Besar Bahasa Indongsia mengartikan korporasi : (1) badan
usaha yang sah; badan hukum; {2) perusahaan atau badan usaha yang sangat besar
atau beberapa perusahaan vang dikelola dan dijalankan sebagal suatu perusahaan

besar.”’

Satjipto Rahardjo mendefinisikan korporasi sebagai suatu badan hasil
ciptaan hukum, Badan hukum vang diciptakannya itu terdiri dari "corpus®, yaitu
stuktur fisiknya dan ke dalamnya bhokum memasukkan unsur “animus” yang
membuat baden itu mempunyal kepribadien Oleh karena badan hulum itu
merupakan ciptean hukum, kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga
ditentukan oleh hukum.?®
' Pengertian korporasi dapat juga ditemukan dalam perumusan undang-
undang. Diantaranya, pada UU No. 5 Tahun 1597 tentang Psikotropika (Pasal 1
batir 13} yvang memuat romusan serupa UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

™ Rudy Prasetyo, ap.cit., hlm 2.

™ Bryan A.Garner, (Editor in Chief), Black’s Law, Seventh Bdition, (St.Paul, Minira: West
Publishing Co., 1999), hal.341.

7 Kamus Besar Bahasa Indonesta (Jukaria: Penerbit Balai Pustaka, 2001}, bal.596.

™ Satjiptoe Rahardio {8), Fmu Hukum (Bondung: Alumoni, 1986), hal 110

Unjversitas Indonesia
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(Pasal 1 butir 19) berbunyi : Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang

dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan,

Rumusan istilah “korporasi™ dalam UU Ne. 31 Tabun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupst sebagaimana telgh divbah dengan UU No,
20 Tghun 2001 (Pasal 1 angka 1) mirip dengan rumusan pada UU Ne. 15 Tahun
2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang scbagaimana telah divbah dengan
Ui No. 25 Tahun 2003 (Pasal 1 angka 3) dan UU No. 1§ Tahun 2003 tentang
Penetapan PERPU Ne. | Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme Menjadi Undang-undang (Pasal 1 angka 3}, Demikian juga Rancangan
UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupst (Pasal | angka 1) membertkan definis
serupa, yakni: korporasi adalah kumpulan orang dan/alau kekaysan yang
terorganisast baitk merupakan badan hukum maupun bukan badan hukan.

Tim Perumus Rancanpan Kitab Undang-ondang Hukum Pidana
{Rancangan KUHP) wmencantomkan pengertian istilah korporasi sebagai
kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan
hukum maupun bukan badan hekum.”

Meskipun berheds dalam perstilahannys, UU No. 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen {Pasal 1 angka 3) menyebut sebagat berikut:

Pelaku usaba adalah setiap orang perseorangan atau badan usahe, baik yang
berbentuk- badan hukom maupun bulkan badan hukom vang didickan dao
bercedudukan atau melakukan kegiatean dalam wilayah hukum negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pemikian juga denpgan rumusan yang terdapat dalwmn UU No. Il
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekivorik {Pasal 1 angka 22) tidak
menyebut istilah “korporast” melainkan menggunakan istilah “badan usaha”

Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekautuan,
baik yang berbadan hukum maupun yvang tidak berbadan hukam.

Pada beberapa undang-undang ditemukan tidak terdapat adamya
perumusan mengenai batasan korporasi, melainkan hanya menyebut bentuk-

bentuk kKorporasi {seperti; badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau

i Ramngan KUHP Pasal 182 {Draft Talum 2008). Draft ind bersumber dard website ¢
galifns org yang diferbitkan dan dikelola olek Dilien. Persturmn Penundsogondangan
’i)epmm Hnimm dan HAM.
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organisasi laim). Padshal peraturan itu, disamping menyebut korporasi sebagai
termasuk subyek hukum (selain perorangan), juga berist ketentuan mengenal
pertanggupgiawaban  pidananya. Perumusan  demikian  akan  memmbulkan
penmaslaban dalam praktek penuntutan pidana terhadap korporasi. Selain
menimbulkan penafiiran yang berbeda {terulama pencgak hukum), hakim juga
dituntur untuk menetapkan pengertian afau batasan korporasi (lerbatas pada
undang-undang yvang bersangkutan) dalam putusannya.

Perumusan demikian, diantaranya ditemukan pada UU Tindak Pidana
Ekonomi No, 7 Drt Tahun 1955 dan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup. Pasal | angka 24 UU No. 23 Tahun 1987 menyebut: “Grang
adalah orang perseorangan, darvatau kelompok orang, danfatau badan hukum™
Sedangkan berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dirumuskan
dalam ketentuan Pasal 46, yaitu ;

Jika tindak pidana sebagaimena dimaksud dalam Bab ini difakukan oleh atsu
atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau
organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan
tata tertib dijatubkan baik terhadap badan hokum, perseroan, perserikatan,
vayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberd
perintah uatuk melakakan tindak pidana tersebut atan yang bertindak sebagai
pemimpin dalam perbuatan jtu atau terhadap kedua-duanya,

Perumusan mengenai istilah “korporasi” di berbagai undang-undang di
atas memperiihatkan terdapat adanya pengertian yang berbeda-beda. Gambaran
il menunjukkan  ketidakkonsistensinya pembuat  undapg-undang  dalam
perumusan perstilahan undang-undang. Pada masa mendatang, sudah semestinya
pengertian yang beragam fersebut disinkronisasikan sehingea dengan demikian
tidak bersifat multi-tafsir erutarna bagi penegak bukum) yang akhirnya akan
mempengaruhi proses penegakan hukum (pidana) dalam sistem persdilan pidana.

Merujuk pads urzian di ates, diperoleh kesimpulan bahwa pada
dasarnya korporasi merupakan gabungan atau kumpulan orang yang membentuk
suatu badan, baik berbadan hukum dan bukan badan hukum. Dengan demikian,
pengertian korporasi dalam hukum pidana dapat dipandang lehih loas
pengertiannya dibandingkan dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata,
Menurut hukum perdata, pengertian korporasi dibatasi berbentuk badan hukum

* Muladi, Dwidja Privatio, ep. oit., hal 20-21.
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Berkaitan dengan uraian tersebut, 1. 8. Susanto mengemukakan cir

penting korporasi, sebagai berikut: '

1. Merupakan subjek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus.

2. Memiliki jangka waktu hidup yang tak terbatas.

3. Mamperoleh kekuasaan (dari pegara) untuk melakukan kegiatan  bisnis
tertentu,

4. Dimiliks oleh pemegang sabam.

5. Tanggung lawab pemegang ssham terhadap kerugian korporast blasanya
sehatas saham yang dirailikimya.

Sefain dapat dibedakan sebagai badan publik don badan swasta,
herdasarkan bentuk hukumnya, korporasi dapat dibedakan dalam adti sempit
maupun dalam arti luas, Dalam arti sempit, korporasi adalah badan hukam. Dalam
artinya yang luas, korporasi dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan
hukum. Dengan demikian, menunut Siahdein:, bukan sajz badan-baden hukum
sepertl perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau perkumpulon yang telah
disahkan sebagai badan hukum vang digolongkan sebagal korporasi menunst
hukum pidana, tetapi juga finma, perseroan komanditer {CV) dan persekutuan
{maatschap), yaittt badan-badan usaha yang menurut hukmmn perdata bukan suatu
badan hukum. Juga termasuk dalam pengertian ite, sekumpulan orang vang
terorganisasi dan memiliki pimipinan dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum,
misalnya melakukan perjanjian dalam rangka kegiatan usaha atau kegiatan sosial
yang dilakukan oleh pengurusnya untuk dan atas nama kumpnlan orang tersebut.*?

Berkaitan dengan korporasi vang berstatus bukan berbentuk badan
hukum, timbul pertanysan bagaimana penerimsannya dalam prakick peradilan
{pidana)? Jawaban atas pertanyaan imi, menwrst penulis penting mengingat
kenyatsannya dalam masyarakat terdapat “kumpulan orang atau organisasi”, yang
statusnyn tidak berbadan hukum dan kemuogkinap dapst terlibat dalam
melakukan tindak pidana. Tentunya dapat dibayangkan kesulitan untuk
menentukan statug suam “kumpulan orang atau organisasi” ferscbut dalam

kaitannya dengan pengertian “korporasi”. Hal ini menvangkuot pertanyaan, apakah

811 8. Susanto (b), Kefohaton Korporasi (Semarang: Badan Penerbit Universitas
I)ipcz:twd%ma, 1995), hal.15.
Sutan Remy Sjahdeini, op. ofz., hal. 43-45.
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termasuk beniuk korporast atan bukan, Singkatnya, kriteria apakah yang
diperlukan untuk dapat dikatekan “kumpuelan orang atau organisasi” itu sebagsi
“korporast” dalam pengertian hukum?

Dalam perkembangannys, praktek peradilan pidena ternyata telah
menerima organisasi &f Jamaah of Islamiyah schagat termasuk dalam pengertian
“korporasi” ®* Mengenai hal ini, Majclis Hakim dalam pertimbangan hukumnya
menyatakan :

Menimbang, bahwa pembelaan tersebut menunt hemat Majelis hanyalah
sebagat pengaburan makna dari organisasi atau korporasi sebagaimana
dimaksud datam Undang-undang ientang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme, padahal kenvalaannya di dalam organisasi {(a/ Jamaah al

Istamiyah, pen) tersebul, sudah pasti tidak terdaflar pada lembaga resmi

pemerintah, namun mempunyai  struklur dan  pembagian tugas (fob

description) yang jelas.*

Berdasarkan pertimbangan  hukem  putusan tersebut, diperoleh
kesimpolan bahwa mepurut pengadilan kriteria suatu “kumpulan orang atau
organisasi” bukan berbentuk badan hukum untuk dapat disebut termasuk dalam
ruang lingkep pengertian “korporasi” adalah perfema, mempunyal strukitur dan
kedua, terdapat adanys pembegian tugas Gob description) yeng jelas. Dengan
demikian, pengadilan telah melakukan terobosan hukum dalam memesalikan
permasalahan di atas.

Berkaitan dengan putusan pengadilan pidana terscbut, Mardjono
Reksodiputro menyatakan sependapat bahwa pengertian korporasi harus diartikan
luas yaitu juga meliputi korporasi yang tidak berbentuk badan hukum. Di samping
itu, propinsi dan kabupaten juga termasuk dalam pengertian korporasi,”

Dalam penulisan ind, fokus penelitian adalah korporasi dalam arti
sempit (berbentuk badan hukum). Teratama kajian akan dibatasi pada korporasi
berbentuk Persercan Terbatas (perseroan). Pembatasan ruang lingkup pengkajian

dan pembshasan ini mengingal keterbatasan waktu penelitian dan berdasarkan

% Putusan PN Jakaria Selatan No. 215 1/7id B/2007/PN. Ikt Sel langgal 21 April 2008 dalam
perkara atas mama ferdakwa ZUHRONT als ZADNUDDY FAHMI als ONI als MBAH sk ABU
IRSYAD als ZARKASIH ALS NUAIM. Bandinghkan juga denpan Putisan PN Jaksrts Selatan
No. 2189/Pid B/2007/PN Ikt Sel tanggal 21 April 2008 dalea perkara atas nama terdakwa AINUL
BAHRI als. YUSRON MANMMUDI als. ABU DIJJANA als. SORBM als. SOBIRIM als. PAX
GURU als DEDY als MAHSUN BIN TAMLI TAMAMIL

 Putusan PN Jakarts Selatan No. 2 P RLBAGOTPN Tkt Sel, ibid., hal. 85,

¥ Pendapat Prof. Mardjone Reksodiputro, SH, MA tersebut disampaikan pede sidang wjian
tesks tangpat 14 Juli 2009,
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pengamatan penulis bahwa eksistensi perseroan dalam aktifitas perekonomian di
Indonesia sangat mendominasi, Alasan lainnya, berupa alasan praktis,
Mendasarkan pada jenis tinduk pidana (delik) dalam perkara tindak pidana
korupsi, maka hawmpir tidak mungkin dapat dilakukan ofeh korporasi yaog
statusnya bukan berbentuk badan hukum, Meski demikian tdsk moenutup
kemungkinan hal tersebut bisa terjadi. Karena itu, walaupun sifatnys terbatas,
selain berbentuk perseroan, Korporasi yang bukan berbentuk badan hukum juga
akan dibahas {etapi dalam skolo tertentu saja.

Keberadaan perseroan diatur dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas. Herkaitan dengan pengertian istilah “korporast”, UU i
menggunakan istilah “Perseroan Terbatas (perseroan)”. Dalam ketentuan Pasal 1
angka 1 istilah itu diartikan sebagai berikut :

Perseroan Terbatas, yang selaniutnya disebut Perseroan, adalah badan ko
yang mcrupakan persekutoan modal, didinkan berdasarkan perjunjian,
melakukan kegistan ussha dengan modal dasar vang selurubnys terbagi
dalam szhami dan miemenuhi persyaratan vang ditetapkan dslsm Undang-
Undang ini serfa peraturan pelaksanaannya.

2.1.2 Perkembangan Korporasi Sebagat Subyek Huokum Pidana

Timbulnya kejahatan yang melibatkan korporasi tidak dapat dilepaskan
dari pertumbuhan korporasi itu sendirl, Konsep korporasi sebagai subyek hukum
pidana merupakan perkembangan yang <iakibatkan adanya perubahan-perubahan
vang terjadi dalam magyarakat dalam ;anenjaiani-:an kegiatan usahanya. Pada
masyarakat yang sedechana, kegiatan useha hanya dijalankan secara perorangan,
Namun karena mengalami perkembangan yang menimbulkan kebutuhan untuk
mengadakan kerjasama dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hal-hal yang
merupakan faktor pertimbangan uwiatuk mengadakan kerjasama kegiatan-kegiatan
uszha itu, mungkin atas dasar “terbimpunnya modal yang lebih besar, atau
maksud tergabungnya ketrampilan sehingga akan lebih berhasil dibanding jika
dijalankan secara perorangan, dan mungkin puola atas pertimbangan dapat
membagi resiko kerugian”, ¥

Pemikiran pemberian status subyek hukum kbusus berupa badan
tersebut, dalam perkembangannya dapat terjadi karena berbagal macam alasan

dan motivasi. Diantaranys, unfuk memudahkan menentukan sigpa yang harus

%€ Rudi Prasetyo, op.cit., hal. 3
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bertanggungiawab diantara mereks yang terhimpun dalamn badan tersebut, yakn
secara yuridis dikonstruksikan dengan menunjuk badan hukum sebagai subyek
hukum yang haros bcrtanggungiawah.“

Berhubungan dengan i, J. E. Sahetapy wengemukakan bahwa pada
awalnya yang menjadi sorotan dalam kejahatan korporast jalah perbuatan --
apakah itu suatu perbuatan tidak bermoral atau tidak etis, suaty tindak pidana atau
hanya suaty perbuatan sosial ekonomi yang Kurang terpuii--kemudian daiam
perkembangannya, perhatian diarabkan pada manusia yang melakukan perbuatan
kejahatan korporasi tersebut.® Dengan demikian telah teriadi perubahan “wajah
pelaku kejahatan” darl wajah “manusia” menjadi wajah “korporasi, badan
hukum” ¥

Periumbuhan yang akhimya memberikan pengakvan dan pencdimaan
korporasi sebagal subyek findak pidana (tanggung jawab pidana korporast} pada
dasarnya dapat dibedakan atas tiga fahap:

TAHAP PERTAMA

Tahap int ditandal denpan usaha-usaha agar perbuatan pidana yang dilakekan
badan hukum, dibatasi pada perorangan (natuurfijk persoon). Scjak KUHP tahun
1889 dibentuk, pembentuk undang-undang telah memulal memasukkan dalam
beberapa peraturan dan undang-undang khusus tertentu, larangan-larangan dan
perintah-perintah  techadap para penporus yang berfanggungiawab, berupa
kewajiban-kewajiban, supaya mereka itu meniamin pelaksanaasn  peraturan-
peraturan tersebut dalam baden atau perusshsan yang dipimpinnya. Pada tahap
ini, konsep beban “tugas mengurus” (zorgplichy) suaty “kesatuag-orang” atau
korperasi berada pada peopgurusnya, Depgan begitu, maka apabila pengurus tidak
memenuhi kewajiban yang merupakan beban “kesatuan-orang” atau korporasi itu,
maka penguruslah yang bertanggungjawsb menpurut hukum pidana™ Dengan
demikian, apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka
suatu tindak pidana tergebut diangpap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut.

7 1. 8. Susanto (c), “Tinjmuan Kriminologi Terhadap Perilaku Menyimpaog Dalam
Kegiatan Ekonomi Masyasakat dan Penanggulangannye”, Makalah Seminar Masinnal “Peranan
Hulus Pidana Dalems Metunjang Kebijakan Ekonomi”, Semarang, 7 Desember 1599, hal. 4.

* 1. B, Sahetapy, op.cit., hal. 4

* Mardieno Reksodiputro (), op.cir., hal. 698,

* Mardiono Reksodiputro (b), op.cil., kal95.
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Tahap it ditanda dengan pengakuan yang timbul sesudah Perang Dunia 1 dalam
perumusan undang-undang, bahwa suatu perbuatan pidana dapat dilakukan olch
korporasi. Namun tanggungjawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan
hukum tersebut. Terutama dikaitkan kenyataan praktekoya, konsep d atas tersebut
mennnbulkais  permasalaban Lborkaitan dengan perfanysan! bagsimana kalau
ketentuan pidana vang borsangkutan memang telah memberikan kewajiban
kepada seorang pemilik perusahasn atau pengussha, sedangkan pemilik atau
penguszhanya adalah komorast, akan tetapi ketentuan pidana tersebut tidak
menyatakan bahwa penguruslah yang harus bertanggungjawab, Dalam hal ini,
siapakah yang harus dianggap sebagai pelaku tindak pidana iw? Untuk mengatasi
hal tersebut, menurut Mardjone Reksodiputro, timbul gjeren keduc yang
menyatakan bshwa “korporasi dapat diakui sebagai pelaku (dader), tetapi
pertanggunziawaban pidananya {(penuntutan dan pemidangan) berada pada
pengurus”.”! Berkaitan dengan hal tersebut, ditegaskannys ketentuan Pasal 59
KUHP harus ditafsirkan merrat ajaran kedua ini, yaitu bahwa korporasi dapat
melakukan lindak pidana, hanya saja pertanggungjawaban pidananya dibebankan
kepada pengurus. Sehingpa yang dapat dihapus pidananya hanyalah pengurus
yang dapat membuktikan dirinya tidak terlibat.” Secara perlahan-lahan tanggung
jawab pidana beralih dari anggots pengurus kepada mereka yang memerintahkan,
atau kepads mergka yang secara nyata memimpin melakukan perbuatan yang
dilarang tersebut. Tepasnya, pada tahap kedua inilah korporasi sudah diakui dapat
sebagal pelaku pamun pertanggungjawaban pidananya dibebankan kepada
pengurus korporasinya.

TAHAP KETIGA

Perkembangan selanjuinya ditunjuklan dengan adanya pengakuan tegas bahwa
korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana dan sekaligns bertanggungjawab
atas tindakan tersebut. Ajaran ketiga ini tampak pada peraturan-peraturan
yang berada diluar KUHP.® Dalam tahap ketiga ini dibuka kemungkinan

% thid.
% thid,
® bid, hal. 100
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untuk  menunfut korporasi dan meminta perlanggungiawabannya menurut
hukum pidana. Imi dapat dilinat dengen berlakunya Ul No. 7Dnt Tahun
1935 tentang Tindak Pidana Ekonomi yang mengambil alih Undang-Undang
Delik Ekonomi Belanda tahun 1950 (Wet op de Economische Delicten).
Alasan lain™ adalah karena misalnya dalam delik-delik ckonomi dan fiskal
keuntungan yang diperolel korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat
dapal demikian besarnye, schingga tidak akan mungkin seimbang bilamang
pidana hanys dijatohkan kepada pengurus korporasi saja. Juga diajukan alasan
bahwa dengan hanva memidana para pengarus tidak atau belum ada jaminan
bahwa korporasi tidak akan mengulangt delik tersebut. Dengan memidana
korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu,
diharapkan dapat dipaksa korporasi untuk mentaati peraturan yang bersangkutan.

Menurut Muladi, sebenamya sekalipun wmasth berupz konsep
Rancangan KUHP, terdapat perkembangasn TAHAP IV, wvaitu melembagakan
perkermbanzan vang ada di luar KUHP, dengan mengatur pertanggungjawaban
korporasi secara wmum dalam Buku I KUHP, schingga berlaku untuk semua
tindak pidana.”

Pérkembangan (ii Belanda bertalian dengan dapat dipidananya
korporasi dapat dilihat pada waktu sebeluom dan sesudah tahun 1976, Tahun 1976
dapat dikatakan sebapai fonggak sajézak, sebab melalni Undang-undang tanggal
23 Juni 1976 (Stb. 377, mulai berlaku 1 September 1976) sifat dapat dipidananya
korporast sebagaimana diatar dalam bagian wmem KUHP Belanda dianggap
berfaku untuk keseluruhan sistem hukum pidana. Pada saat vang sama, semua
peraturan lain yang secara langsung menctapkan korporasi sebagai pthak yang
dapat dipidana juga dihapusken, termasuk peraturan-peraturan yang menetapkan
pengurus sebagal pithak yang harus berlanggungjawab atas tindak pidana yang
dilakukan korporasi.”

¥ Dwidja Priyatno, op.cit., bal, 24-29.

% Muladi, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana (Corporate Criminal
Liability)", makalah disampaikan pada Seminsr Nasional “Aspek Pertanpgungjawebar Pidana
Dalarm: Kebiakan Publik dart Tindak Pidana Korpsi”, Semarang, -7 Mei 2604, hal. 16.

® Ian Remmelink, Hukwm Pidana (Komemar atas Pasal-Posal Terpenting dari Kitab
Undong-undang Hulam Pidane Belomda dan Padanarnnya dolem Kitab Undang-undang Hulkun
Pidana Indonesial, (Iakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 102,
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2.1.3  Korporast dalam Hukum Pidana Indonesia

Penempatan korporasi sebagai subyek dalam hukum pidana tidak jepas
dari modernisasi sosial.”’ Dalam kaitan dengan hal tersebut, Satjipte Rahardjo
mengemukakan bahwa modemisast sosial membawa dampak terhadap sistem
sosial, ckonomy dan politik. Hal inl berakibat terdapatnya kebutuhan akan sistem
pengendalian kehidupan yang formal dalam bentuk peraturan yvang jelas dan
terperincia%
Perubahan bentuk masyarakat Indonesia dan masyarakat agraris
menjadi masyarakat indostri, juga berpengarvh terhadsp perubahan  swajah
kejahatan, Masyarakat industii akan menuliki wajah kejohatan veng berbeda
dengan masyarakat agraris sehingga pada era industrialisasi wajah kejghatan akan
berbeda dengan kejahatan  sehelumnya. Berkaitan i, 1 8. Susanto
mengemukakan ciri-ciri masyarakat industri, antara lain: >

4. meningkatnya kebutshen modal dalam jumlah yang begar sehinpga
meningkatkan usaha untuk mengumpulkan dan meletzkan pemilikan
fuang} di tengan orang {ain;

b. meningkainya ketidakseimbangan dalam pembsgian pendapatan dan
menumpuknye kekavasn dalam jumlah yang besar di tangan ssbagian
kecil masyarakat;

¢. perubahan dalam pola pemilikan, yaitu dari milik yang dapat dilibat
seperti tanah, rumah ke dalam kekuagaan dan hak-hak vang tidak tampak
seperti saham dan surat-surat berharga lainnya;

d. terjadinya perpindahan pemilikan, yakni dari milik pribadi ke milik
korporasi; ’

e. Kkegiatan ekonori yang berorientasi ke pasar (internasional};

f. semakin meluasnya dan berkumsanya korporasi sebagal pelaku dalam
kehidupan skonomi dan sosial,

Petkemnbangan pengakuan dan penerimaan korporasi sebagai subyek
hukum pidans di Indonesia tidsk dapat dilepaskan dari KUHP Belanda {8r.).
Sebagaimana dijelaskan oleh Remmelink, pada awalnya, pembuat sodang-undang
berpandangan bahwa hanya manusia {orang per orangfindividu} yang dapat
menjadi subjek tindak pidana. Jadi korporasi tidak dapat menjadi subjek tindak
pidana. Hal ini dapat dilihat dari sejarah peramusan ketentwan Pasal 51 8r, (Pasal
59 KUHP) terutama dari cara delik dirurnuskan (yang selalu dimulai dengan frasa

7 Muladi, Dwidja Priyatno, op. cit., hal. 28

% Satjipto Rahardjo (), Hukum, Masyarakat dan Permbangunan (Bandung, Alumni, 19803,
baf. 34,

# 1. 5. Susanto {a), ep.cit., hal. 15.
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hij die, "barangsiapa’). Darl tinjauan sejarahnya terungkap kenyataan bahwa

gagasan menuntut pertanggungjawaban pidana korporasi ditolak dengan merujuk,

antara lain, pada ungkapan anfversitas delinguere non potest (korporasi tidak
muogkin  melakukan  tindak pidana). Menurut Remmelink, pada spat itu
pemerintah Belanda berpandangan, mengikuti pandangan pemikiran Von Savigny
yang menyatakan bahwa korporasi sebagai suatu fiksi hukum yang diterima dalam
lingkup hukum keperdataan, merupakan gagssan yang tidak cocok diambil alih
begitu saja untek kepentingan hukum pidana.'® Berdasarkan asas konkordansi,
maka hokum pidana Indonesia mengikuti pandangas fersebut. Dari penafsiran
umum yang berlaku berdasarkan sifat KUHP, maka yang dapat menjadi pelaku
kejghatan hanyalah manusia. Berdasarkan Passl 59 KUHP iw, pengurus
korporasifah yang harus bertanggungiawab '™

Ketentuan umum KUHP Indongsia masih disnut ases umum bahwa
suate findak pidana banya dapat dilakukan manusia {naruuriijke persoon),
schingga fikst badan hukum'® (rechispersoon) tidakiah berlaku dalam hukum
pidana. Namun demikian dalam perkembangannya {tahap ketiga), beberapa
peraturan  perundang-undangan Indonesia yang bersda di luar KUHP telah
mcnyimpﬁng dari asas umum tersebut. A, Pohan menguraikan penyimpangan it
sebagat berikut :'%

a. Korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban
pidana nasih dibebankan pada penpurus korperasi (a.l. Pasal 35 UU No. 3
Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan);

b. SBebagai varizsi dari (a)} perfanggungiawaban pidana dibebankan kepada
“mereka yang memberikan perintah” dan atau “mereka yang bertindak sebagai

¥ san Remmelink, op.cit., bal. 97,

B Schatfmeister, ot al. Hulum Pidana Kumpulan Bekan Penataran Hukwrn Pidana
Dalam rangla Keriasama Hukum Indonesia-Belonda}, Bd. 1E. Sabeiapy, {Yogyakarta: Liberty,
19935}, hal 274-277. Bandingkan juga dengan Mardjono Reksodiputro (2), op.cit., hal 97,

% Teori fiksi dl;;wzgamhs dari pemikiran Von Savigay, Dalam tuhsaunya W. Friedmaon
menulis bahwa teori ini menganggap kepribadian hukum merupakan kesatvan-kesatuan dari
manusiz adalab basil suate khayalun. Kepribadian scbenwrmnya banys ada pada manusia. Negsra-
megara, korporasi-korporasi, lembaga-ternbaga, tidak dapat menjadi subjek hak dan perseorangan,
tetapt  diperlakukan scolaheolah badan-badan itw meanusia, Kihatt Hamzah Hotrik, 4sas
Pertanggungicvaban Korporasi Dalam Hidaon Pidana hidonesta (Strict Liability dan Vicarious
Llab:fi?r) {Jakarta: PT RejaGrafindo Persada, 1596), hal. 30.

A, Poban dalam Mardjono Reksodiputro {2}, op.cit., bal. 70

£3 ;ver t as Indonesia
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pemimpin” {Pasal 4 ayat (1) UU No. 38 Tahun 1960 tentang Penggunaan dan
Penetapan Luas Tansh untuk Tanaman Tertentu},

c. Variasi yang lain lagi tetapl telap belum meliopahkan pertanggungjawaban
pidana kepada korporasi adalah dengan merumuskan lebih rinet mercka yang
harus bertfanggungjawab, yaitu: pengurus badan hokuos, sekuto akiif, pengurus
vayasan, wakil atau kuasa di Indonesia dari perusahaan yang berkedudukan d:
luar wilayah Indonesia, dan mereka yang senpaja meminpio perbuatan

bersangkutan (Pasal 34 UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legat); dan

d. Korporasi secara tegas diakui dapat menjadi pelaku dan dipertanggung-
jawabkan dalam hukum pidana {(a) Pasal 15 UU No. 7 Drt Tahun 19585
tentang Tindak Pidana Ekonomi dan Pasal 49 UU No. 9 tahur 1976 tentang
Narkotika}.

Berkorelasi dengan pendapat Poban tersebut, pengaturan korporas:
schagai subjek tindak pidana dnlam persturan perundang-undangan di Indonesia

pada dasarnya dapat digolongkan dalam dua kategori pengaturan, vaitu 108

a. Yang menyatakan korporasi sebagai subjek tindak pidana, akan tetapi
peﬁgﬁggunﬁawabm yxdananya dibebankan tethadep para anggota atau
pengurus korporasi. Termasuk kategori int antara lain terdapat dajam @

1. U No. 1 Tahun 1951 fentang Pernyatsan Berlakusya Undang-undang
Kega Tahun 1948 Nomor 12 dari RI untuk selunzh Indonesia {Pasal 19) ;
2. UU No. 2 Tahun 1951 tentang Pemyataan Berlakunya Undang-undang

Kecelakaan Taliun 1947 Nomor 33 dag RI untuk selurub Indonesia {Pasal

30}

UU No. 3 Tahon 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-ondang

Lad

Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari RI untuk seluruh
Indonesia (Pasal 7) ;

4, UU No. 12 Drt Tahun 1951, Undang-undang tentang Senjata Api {(Pasal
),

5. VU No. 3 Talvan 1951, Undang-undang tentang Pembukaan Apotik (Pasal
3 ayat (2) dan ayat (3));

19% 1ywidia Priyatno, op.cit., hal. 163-166.

Penegakan Hukum..., Nophy Tennophero Suoth, FH Ul,g&%!ers‘tas indonesia



40

6. UL No. 2 Tahun 1981 tentang Meltrologt Legal (Pagal 34}

7. UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan {Pasal 35},

& UU No. 7 Tahun 1997 jo UU No. 10 Tahun 1998, Undang-undang tentang

Perbankan (Pusal 46 ayat (2)).

Pada kategori int korporasi diakui sebagai subyek tindak pidana, namun yang
dapat dipertanggungjawabkan secara pidane adalah pengures, atau pemimpin
dari korporasi, atay yang bertindak berdasarkan kuasa dari k@rg}emsi.ms Disini
terlthat adanya pelimpahan fonggung jawab yang dibebankan kepada pars
pengurus/pemimpin/pemegang  koasa dari korporasi dengan mengabaikan
apakah yang bersanghkutan mengetabui atau fidak tentang tindak pidana yang

dilakukan korporasi tersebut,

. Kategori kedua, peraturan perundang-undangan vang menyatakan korporasi
sebagal sabjek tindak pidana dan secara {egas dapat diperfanggungiawabkan
secara pidana. Diantaranya dapat ditemukan dalam
1. UU No. 7 Drt Tabun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan

Tindak Pidana Ekonomi (Pasal 15 ayat (1));

.2, VU No. 6 Tattun 1984 tentang Pos (Pasal 19 ayat (3)),

3. UUNe. 31 Tahun 1999 jo UU No, 20 Tahun 2001 fentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi {(Pasal 20 ayat (3));

4. UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucien Uang (Pasal 4
ayat (1))

5. UWU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ;

6. UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan ;

7. Ul No. & Tahun 1995 tentang Pasar Modal ;

8. UlJNo. 5 Tahun 1997 tentang Psiketropika |

9. UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

10. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungen Hidup ;

11. Ut No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat ;

12. THI No, 8 Tahun 1999 tentang Perlinduagan Konsumen ;

13. UU No. 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.

9% Muladi, Dwidia Priystoo, op.cit, hal, 47
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Hal di atas menunjukan, pengaturan korporast sebagar subjek hukum
pidana terbatas dan hanya berlaku ferhadap beberapa perundang-undangan khusus
ditluar KUHP."® Perkembangan lebih maju tampak dalam penyusunan Rancangan
KUHP. Berbeds dengan KUHP yang sekarang berlaku, pengkajian  das
peayusunan Rancangan KUHP baru sudah sampai pada tahap menerima
'korporasi sebagai pembuat dan juge schagal yang bertanggungjawab® dalam
ketentuan umumnya.'” Tegasnys, Rancangan KUHP secara tegas menerinm
korporasi sebagai subyek findak pidana. Konsekuensinya, korporas: dapat diluntut
dan dijatuhi pidana. '

Perhatian internasional terbadap korporasi dalan: perkara tindak pidana
korupsi terungkap dalam Kongres PBH ke-9/1995 di Kairo. Seperti ditulis Barda
Nawawi Arief, dalam dokumen kongres berkode A/CONF.169/5 antara lain
ditegaskan, hahwa: '

Korporasi mungkin terlibat dalam ‘penyuapan para pejabal’ untuk

memberikan berbagal bentuk perlakuan khusus/istimewa {prafentiod

treatment) antara lain:

a. memberikan konteak (@warding a contraci);

. b, mempercepat/memperlancar izin (expediting a license),

¢. membuat perkecualian-perkecualian atau menutup mata terbadap
pelanggaran peraturan (naking exception to reguiatory standards
or turning ¢ biind eve to viclations of those standards).

2.1.4 XKorporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana

Untuk mepentukan korporasi sebagai pelakw findak pidana, dalam
hukum pidana dikenal ajarail mengenai “pelaku fungsional” (functional dader).
Menurut Reksodiputro, kriteria pelaku korporasi berdasarkan “pelaku fungsional”
yang dikemukakan oleh BV A, Roling mensvaratkan bahwa perbuatan vang
dipertanggungiawabkan kepada korporasi haruslah masih dalam batas-batas tugas
dan tujuan korporasi.'” Dengan mendasarkan pada ajaran ini, maka dalam
lingkungan sosial ekonomi seorang pembuat (korporasi) tidaklah perlu selalu

"% Drwidia Privatao, op.cit., hal. 167,

"9 Dalam Rancangan KUHP, korporasi sehagai subyek tindak pidans diatur dalem Pasal 47
s/d Pasal 53 {Draft (ahun 2008},

¥ Bards Nawawi Arief (), Maselah Penegakan Hubum dean Kebijakan Hulum Piduna
dulam Pergragidangan Kejabatan, (Fakane: Kencana, 20073, hal, 148,

1% { that : catatan kaki Mardjone Reksodiputro (b), op.cit., hal. 168.
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melakukan perboatan tindak pidana secara fisik. Tegasnya, perbuatan tersebut
dapat saja dilakukan oleh pegawainya, asal saja perbuatan itu dilakukan dalam
falu  lintas bermasyarakat berlaku sebagai  perbustan  korporas  yang

bersangkutan.'™

Mardjone Reksodiputre mengemukakan bahwa perbuatan korporas:
yang diwujodkan melalui perbuatan manusis schingga dapat dipertanggung.
jawabkan kepada korporasi dapat dipisabken © {2} dilakukan oleh pengurus; {b}
dilakukan oleh orang diluar badan pengurus tetapi mempunyai wewenang
mewakilt korporasi berdasarkan anggaran dasar dan {¢} dilakukan oleh mercka
vang mewakili korporasi secara laie,'"

Terhadap perbuatan (2} dan (b) dapat meageunakan kongtruksi hukum
ajaran teori fungsional.’?? Namun demikian, teori itu tidak dapat digunakan terkait
dengan perbuatan mereka yang mewakili korporasi secars lgin (¢). Mengenai hal
int berkatalah Reksodiputro demikian

Dalam prakiek sering terjadi bahwa pelaku secars fisik adalah orang (dapat
manusia atsn korporasi iain} yang secarz organisatoris tidak mempunyai
hubungan sama sekali dengan korporasi vang dituduhksn melakukan tindak
pidana. Dalam ksl ind maks kosstrukst hukurm  perdats  mespenad
“perwakilan” (verfegenwoordiging) dan “pemberian kuasa™ {lastgeving) jugs
dapat dipergunakan, Dan karena itu, melalui konstruksi kukum Ssiapa secaca
ayata memimpin alag membent  perintah®  (feirelljke leidingpever en
opdrachigever), vaitu orang dalam korporasi, maks perbuatan “orang lain”
ersebut  Juga dspat  dipertanggungiawabkan  kepeda  korporasi  yang
bersangkutan,' '

Chairul Huda menegaskan bashwa tindak pidana korporasi hanya dapat
terjadi  dalam  bentuk penyertaan. Dengan demikian kesalshan korporasi
merupakan lanjutan dari kesalahan pelaku materiilnya. '™

)i dalam praktek peradilan di negeri Belanda, dalam menentukan
kriteria korporasi sebagai pelaku tindak pidana didasackan pada kasus hukem
perdata “Keuterschool Babbef” (Taman Kanak-kanak Babbel} yang menyatakan
bahwa perbuatan dari perorangan dapat dibebankan pada badan hokum, apabila

16 1bid. hal 107-108.

M pid., hat. 109.

U2 roid,

W i

" Chairol Buda, Dari “Tiada Pidune Tanpa Kesalahan' menujn kepada 'Tiada
Pertanggungiowaban Pidung Tonpzs Kesalahan®, {Jakarts: Kencana, 20883, il 115,
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perbuatan-perbuatan tersebut tercermin dalam lalu lintas sosial sebagai perbuatan-
perbuatan dari badan hukum.'"

Pada perkembangannya, pendapat tentang korporasi sebagai pelaku
tindak pidana terlihat pada Putusan Kawat Berduri (Grerdraad arresi). Putusan
H.R 23 Pebruarl 1954 berpendapat, psrbuatan-perbuatan bawahannya tersebut
hanya dapat ditetapkan scbagat perilaku terdakwn, apabila terdakwa dapat
mengatur apakah perbuatan itu akan teriadi atan tidok dan perbugtan-perbuatan i
termasuk perbustan-perbuatan yang terjadi menurut perkembangan selanjutnya
oleh terdakwa diterima atau biasa diterima, Sebagai dasar pertimbangan tersebut,
menurnt HL.R bahwa dalam hukumn pidana Belanda seseorang pribadi tidak pernah
dianggap mempunyai maksud dan tujuan tertenta apabils keadaan ksjiwzannya
tidak hadir secars pnbadi. Perbuatan pegawai hanva dianggap sebagai perbuatan
pemilik perusahazn dengan pemilik funggal, jika perilik itu dapat mengaturnys,
walaupun tidak terjadi dan kecual perbuatan itu termasok yang sedemikian rupa
diterima oleh dia atau biasa diterima oleh dia.'**

Berdasarkan putusan H.R tersebut di atas, dapat diambil dua kritera
untuk menctapkan tanggung jawab pemilik perusabiaan sebagai pemilik ampgal
terhadap suat ﬁndﬁk pidana yang dilakukan oleh bawahannya, Knteria tersebut
adalah kesaty, terdakwa dapat mengatur apakah perbuatan-perbuatan tersebut
terjadi atau hdak dan kedua, perbuatan-perbvatan itu termasuk perbuatan-
perbuatan vang terjadi menunt perkembangan selanjutnya oleh terdakowa diterima
atau biasa diterima.''” Dikaitkan dengan korporasi, maka konstruksinya adalah
badan hukom bar dapat diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana apabila badan
hukunt tersebut:

a. berwenang untuk melalukannya, terlepas dari terjadi ateun tidak terjadinya
tindakan, dan '

b. tindakan dilakukan atan terjadi dslam operasi usaha pada umnumnya dan
diterima atau biasanya diterima secara demikian oleh badan hukum.''

13, Schaffmeister, el al, op.2it,, hal. 279.
" Tywidia Privatno, op.cit., hal, 71.

W rbid,

Y mhid, hal 72,
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J. E. Sazhetapy mengomentari putusan yang ferkenal dengan nama
“ijzerdraad arrest” atau “{zerdraad criterium” dengan mengatakan bahwa dalam
menganalisa putusan ite tidsk boleh dilepaskan dari interpretasi fungsional
{functionale interpreiatie). Menurat Wolter sebagaimana dikutip  Sahetapy,
kepelakuan fungsional merupakan karya intorpreipst  kehakiman.,  Hokim
menginterpretasi  tindak  pidana ity sedemikian sehingga  pemidanaannya
memenuhi persyaratan dari masyarakat, Tidek mudah (bagi hakim), demikian
Sahetapy menjelaskan, untuk mendapatkan kompromi, apalagi kalau hendak
berpegangan pada ungkapan “geen strof zonder schudd” ntau “tidak dipidana jika
tidak ada kesalshan”. Namun demikian, kriteriom yang bersifar kompromistis itu
akhtrnya diketernukan atau dicapai dalam putusan itu. Putusan tersebut dapat
memenubi adagivm “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan™ dan pada pitiak lain
dapat terselesaikan konstruksi interpretasi fungsional, yaitn peluku fungsional
tidalc sebagaimana biasa ferikat secars fisik terhadap tindak pidana yang
dituduhkan.'?

Pada akhimya, dokirin hukum pidana mengajarkan bahwa, pada
umumnya yang dapat dipertangpungiawabkan adalzh si pembuat (pelaku tindak
pidana). Namunp secara kﬁaszzs tidaklah selalu demikian. Hal ini tergantung pada
carg stau sistem perumusan perfanggungjawaban yang ditempub oleh pembuat
un -undang. Berkaitan dengan hal ini, dikemukakan hasil penelitian Elwil
Danil yang menunjukan cara perumusan yang ditermapuh oleh pembuat vadang-

undang terdiri tiga cara, yaito :

4. ada yang merumuskan bahwa yang dapat melakukan tindak pidana dan yang
dapat dipertanggungiawabkan adalah orang, Perumusan iai diatur oleh KUHP;

b, ada yang merumuskan bahwa yang dapat melakukan tindak pidana adalsh
orang dan atau badan hukum. Aken tetapi yang dapat diperianggungjawabkan
hanyalah orang, dan dalam hal badan hukum vang melakukan, maka yang
dapat dipertanggungiawabkan adalah anggota (pengurus) badan hukum yang
bersangkutan. Perumusan seperti ini misalnya terlihat pada Ordonasi Devisa;

2 3. E. Sahetapy, op.cif., hal. 37-39.
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¢. ada yang merumuskan bahwa yang dapat melskukan tindak pidana maupun
yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang dan atau badan hukunm itu
sendiri. Perumusan seperti ini dapat dilihat, misalnya dalam Undang-undang

Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang Narkotika, daa scbagainya.'™

Bertolak dari sistem perumusan pertanggungiawaban tersebut, UU Ko,
31 Tahup 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 200] tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengikuti bentuk yang ketiga (c). Hal ini
dapat dilihat dalam ketentvan Pasal 20 avyat {1} dan (2). Ketentvan iy
menyebutkan :

{1} Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atzo atas nama suaty
korporast, maka Iuntulan dan penjatvhan pidana dapat dilakuban
terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

{2} Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana
tersebul dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja
maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam  bBngkungan
korporasi tersebut baik senddini mavpun bersame-sama,

2.2 Pertanggungiawaban Pidana Korporasi

Penegakan hukum pidana terhadap korporasi mesti dikaitkan dengan
tiga persoalan mendasar yang menjadi bahasan pokok dalam hukum pidana, yaitu
meliputi: findak pidana (perbuatan pidana), perfanggungjawaban pidana dan
pemidanaan. Pada bsgian ini gkan diuraikan dua persoalan pertama, sedangkan
mengenal pemidanaan aken diuraikan pada bagian lain.

Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan
pidana (kepada barangsiapa yang melanggar larangan fersebut) disebut perbuatan
pidana {delik}.'*' Temtang penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai
perbuatan pidana, kits menganut asas legalitas, yaln asas yang menentukan
bahwa fiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebags: demikian oleh suatu

aturan undang-undang, '**

% Elwi Dasil, Fungsionafisasi Hidum Pidana Dalam Penanggrlangan Tindak Pidona
Korupsi (Studi Teriang Urgensi Pembabaraan Hubnm Pidana Terhadap Tindak Fidana Korupsi
i Indonesia), Disertast, {(Jakaria: Program Pascasarjans Fakulies Hukum U1, 26013, hal. 136-157,
Libat juga Bachtiar Agus Salim, Masalah Pertanggungiawaban Pidana, Simposium Pembaharuan
Hukum Pidana Nasfonal, (Bandong: Binacipts, 1986), hal.117.

™ Moeljatmo, Asas-ases Hudum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipla, 20002), Tal. 2-4.

"2 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertonggungiawaben Pidana (Dua pengeriian
Dosar Dalom Hubum Pidong), {Jakerta: Aksara Bary, 1953}, hsl. 14,
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Konsepsi mengenai pertanggungjawaban pidana dalam perkembangan
pendidikan ilmu hukum pidana di Indonesia terdapat dua aliran. Aliran pertama
berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana (unsur subyektif, terdapat pada
pelaku) melckat pada perbuatan melawan hukonmnya (unsur objekiif), sedangkun
aliran kedua memisahkannya (dualistis). Ajaran yang banyak disnut sekarany in
adnlah menusahkan antara perbuatannya yang melawan hukum {menurat hukum
pidana) dengan pertanggungiawabannya menurut hukum pidana, '

Pertanggungjawaban pidana hanys dapat terjadi jika sebelummnya
seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan, “orang tidak
mungkin dipertanggungijawabkan (dijatubi pidana) kalau dia tidak melakukan
perbuatan pidana”.'™ Dengan demikian, menelusuri apakah seseorang dapat
diperlangpungjawabkan dalam hukum pidana, pertama-tama dilakukan dengan
menjawab pertanyaan, apakah yang bersangkutan melakukan tindak pidana.
Namun demikian, hal ini tidak berarti orang yang melakukan tindak pidana
dengan sendirinya dapat dipertanggungjawabkan, '

Meskipun melakukan tindak pidana, tidak selalu pembuatnya dapat
dipidana {dapat diperfanggungjawabkan). Untuk memidana seseorang, disamping
melakukan perbuatan yang diia‘rang,‘ masih perle adanya syarat bahwa orang yang
melakokan perbuatan itu mempunyal kesalahan atan bersalah (subjective guild).
Dengan kata lain, orang tersebut harug dapat dipertonggungjawabkan atas
perbuatannya. Disini  berlaku asag vang berbunyi: “*Tiada Pidana Tanpa
Kesatahan®.'?® Berkaitan dengan hal ifu, seseorang mempunyat kesalahan, apabila
pada waktu melakukan perbuatan pidasa, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat
dicela eleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin
berbuat demikian.'*’

" 3¢ Indonesia aliran periama (monistis) dianut Prof. Satochid Kartanegara, guribesar
hukum pidana di UL PTIK dan PTHM. Alian kedus {dnalistis} dikemukakan cleh Prof
Mosljatno, purubessy huum pidana 4i UGM dan UNAIR. Lihat calaten kaki @ Mardiono
Reksodipuiro (¢}, anodr, bal. 101,

2 Moeljatno, op.cit., hal, 155,

12 Chairul Huda, op.oft., bal. 22.

26 Moeljatuo menyehutnya asas Hu dengan sebutan “Tiada Dipidana Jika Tak Ada
Kesalabar”, Moeliatue, op.cit, hal. 5. Libat juga Sudaric, Hukum Pidana £, {Semarang: Yayasan
Sudarto, 1990}, bal, 85.

21 Roeslan Saleh, gp.cit., hal. 77.
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Akan tetapi di dalam hukum pidana di negara Anglo Saxon (Inggris)
ternyata terdapal penyimpangan terhadap asas kesaiahan. Penyimpangan tersebut
discbutkan oleh Barda Nawawi Arief sebagal berikut

Seperii diketahui syarat ateu prinsip winum untuk adanya kesalaban, vang &
segara-negara Anglo Saxon dikeast denpan asas mens rea. Namun demikian
syarat umum adanya kesalahian i menurut dokirin yang dlanut di beberapa
negara dapat dikecualiken unluk findak pidana tertentu, yanu apa yang
dikenal dengan (1) “Strics Liability” den (2) “Vicarfous Liability”. Dalam
penpertian strict liability, sescorang sudah dipertangpunpiawabkan walaupun
pada dinl orang it Udak ada mens rea ok lindak-tindak pidana terientu.
Vicarious Liability bissa diartikan petanggungiawaban secara hukum dari
seseorang atas perbuatan salah yang dilakokan oleh orang lain (rhe legaf
resposibility of one person for the wrongful acts of another). 28

Rancangan KUHP juga wenganut strict lability sebagai pertanggung-
Jawaban pidana berdasar kesalahan, Ditentukan babwa : “bagi tindak pidana
tertenty, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana
semata-nata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut fanpa
memperhatikan adanya kesalahan”. '

Tegasnya, dalam pertanggunpjawaban pidana diperlukan adanys unsur
kesalahan (baik kesengajaan atav dolus atanpun kelalaian atau cudpa) pada pelaku.
Dalam keadaan pelaku adalah manusia, maka kesalahan ini dikaitkan dengan
celaan (verwijtbaarheid;, blameworthiness) dan karena itu berhubungan dengan

mentalitas atau psyche pelaku,'*®

2.2.1 Pertanggengjawaban Pidana Korporasi

Kalau demikian, bagaimana menentukan kesalahan pada subyek
hukum kerporasi? Reksodiputto menjelaskan, pengertian kesalahan korporasi
dilihat dari dicelanya perbuatan tertentn. Mengensi hal ini dkatakan demikian :

Karena korporasi mempunyal kemungkinan (dalam situasi perbustan
tertentu) unfuk bertindak lain (tindakan altematif) sedanpkan tindakan
alternatif tersebut secara wagar depat diharapkan untuk dilakukan oleh
korporasi {Jdalam sttuasi perbuatan bersanglanan). Karepa tidak dipiiihoya
tindakan altematif tersehut, maka korporasi dapat dicela  atau
dipcrsaiahkan.m

2 Barda Nawawi Arief (b), Masalzh Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan
Kriminalitas dan Perkembangan Delit-Delik Khusus Dalam Masyarakat Modern, (Bandung:
Binaci?m, 1982), hal. 110-111.

# 1 ihat Pasal 38 ayat {1} Rancangan KUHP (Draft tahun 2008),

¥ Mardjono Reksodiputro {¢), ap.cit, bal. 102

2 thid., hal. 109-110.
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Menurut  Suprapto, Kesalahan korporast  dihubungkan  dengan
kesengajaan atau kelalatan terdapat pada orang-orang yang menjadi alat-alatnya,
Dengan demikian, kesalahannya tidak bersifat individu melainkan bersifat
kolektif, yany dapat dibebankan kepada pengurusnya,'™?

Berkaitan dengan hal tersebut, Chairul Huda juga menyatakan bahwa
kesalahan pada kerporasi dalam kepustakaan disebut dengan syarat kekuasaan
{machtsvereiste). Bertalian dengan itu, Van Strien sebagaimana dikutip Huda
mengemukakan babwa syarat kekuassan terpenuhi bils terbukti bahwa badan
hukum daslam kenyataan kurangftidsk melakukan danfatau  mengupayakan
kebijakan atau tindak pengamanan dalam rangka mencegah dilakukannya tindak
terlarangf} !

Masih: berkaitan dengan syarat kekuasaan sebagai syarat kesalahan
pada korporasi, dapat dikutip pendapat Muladi vang mengatakan :

Syarat kekuasaan mencakup ¢ wewenang mengatur/menguasal danfatau
memerintah pihak yang dalam kenyataannya melakukan tindakan terlarang
tersebut; mampu melaksanakan kewenangannya dan pada dasarnya mampu
mengambil keputusan-keputugan tentang hal yang bersangiutan, dan mampn
mengupayakan kebifakan atau tindakan pengamanan dalers rangks mencegah
dilakukannya tindakan terlarang. '™’

Huda menyatakan tidak sependapat dengan Muladi. Menurutnya, tidak
semua hal yang dikemukakan tersebut dapat dikatakan sebagai syarat kekuasaan.
Mengenai “mampu mengupayakan kebijakan atau tindakan pengamanan dalam
rangka mencegah dilakukannya tindakan terlarang” memang merupakan syarat
vang harus ada agar korporast dapat dipertanggungiawabkan dan karenanya dapat
dijatubi pidana. Namun, “wewenang mengatur/msnguasal dan/atau memerintah
pthak yang dalam kenyataannya melakokan tindakan tedarang terscbut”
menurutnya merupakan kriferia untuk menentukan gnate tindak pidana telah
dilakukan oleh korporasi, sedangkan mengenal “mampu melaksanakan
kewenangannya dan pada desarnya mampt mengambil keputusan-keputusan
tentang hal yang bersangkutan” bukan merupakan syarat tetapi dalam hal
menentukan kesalahan korporasi.'’

B2 Mutadi, Dwidja Priyaino, ep.cit., hal, 83-84,
B3 thid, hal. 104,

¢ hid.

BS thid, hal. 104-105.
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Bagaimanakah melihat adanya kesengajaan pada korporasi? Mengenas
hal ini, Schatfmeister, Keijzer dan Sutorius menyatakan apabila kesengajaan pada
kenyataannys lercakup dalam “politik™ perusabaan atan berada dalam kegiatan
yang ayaty dan perusahsan tertentu. Tetapi juga, dalam kejadian-kejadian lam
penyelesaian harus dilokukan dengan konstruksi pertanggungiawaban, kesengaja-
an darl perseovangan (natiwerdifke persoon) yang berbuat atas namaz korporasi
schingga dianggap juga dapal menimbulkan kesengajaan badan hukum. Bahkan
dalam hal-hal fertentu, kesengajsan dari seorang bawahan bahkan dari orang
ketiga {orang “luar’™) dapat mengakibatkan kesengajaan badan hukum.™®

Schaffincister, Keijzer dan Sutorius berpendapat meskipun jarang
terjadi, nemun dalam korporasi mungkin terjadi kealpaan.””’ Berkaitan dengan hal
tersebut, dengan mendasarkan pada asas identifikasi, Mardjono Reksodiputro
berpendapat bahwa kesengajaan {dofus) atau kelalaian {culpa) dari pengurus harus
dianggap sebagai kesengajaan atau kelalaian dari badan hukum sendiri.>*

Seperti halnya pada subyek hukum manusia, bagt korporast juga
berlaku asss “tiada pidana tanpa kesalahan”. Dengan demikian, maka korporasi
jugas dapat mengaiukan alasan penghapus pidasa. Alasan penghapus pidana
tersebut harus dicari pada é{érporasi sendiri danbukanmeialm it:claku manusia
vang bertindak. Dengan begitu, menurt Reksodiputro, apabila pelaku manusia
(yang mewakili korporasi) tersebut mengajukan alasan penghapus pidana, maka
belum tentu hal tersebut dapat diajukan oleh korporast sebagai pembelaannya, '

Muladi mengemukakan, di Belanda terdapat pedoman pemikiran untuk
dapat mempertanggungjawabkan korporasi dalzm hukum pidasa. Pedoman itu
disebutnya sebagai berfkut ;'

1. Perbuatan dard perorangan dapat dibebankan pada badan hukur, apabila
perbustan-perbuatan tersebut tercermin dalam lalo lintas sosial scbaga
perbuatan-perbuatan hadan hukum;

2. Apabila sifat dan tojuan dari pengatwran lebih mepunjukkan indikasi
utnuk pelaku tindak pidana, untuk pembuktian akhir, disamping apakab
perbuatan tersebut sesuai dengan tujuan siatuta dad baden hukum dan
atan sesuai dengan kebijaksansan perusahean (bedrijfpolitizky, maka

% Sehaffmeister, 7. of, op.cit., hial, 283-284,
U7 rhid, high, 284,

138 Murdjono Reksodiputio {g), op.air, hal, 107,
% iid., hal. 119,

¥ Muladi, op.cit, bal. 17-19.
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yang terpenting adalah apabila tindakan fersebutl sesuai dengan ruang
lingkup pekerjaan (itelitkewerkzacmheden) dani badan hukum;

3. Badan huken dagat diperlakukan sebagal pelaku tindak pidana bilamansg
perbuatan  vyang terlarang--yang uniuk  pevanggungiawabonnys
dibebankan atas badan hukem--dilakukan dalam rangka pelaksanaan
tugas dan/atau pencapaian twjvan-tujuan badan hukum tersebut;

4. Badan hukum basu dopar diberlalakan sebagal pelaku tindak pidana
apabila badan wrsebwt "berwenang unduk melakukannya lerlepas dant
terjadi atau lidak terjadinya perbustan, dan di mana perbuatan dilakukan
atau terjadi dalany operasi usaha pada umuanya” dan Vduerima ateu
biasanya diterima secara demikian” oleh badan hukum {rerdroad-arrest
HE. 23 Februari 1954}

5. Kesengajaan badsn hukum tedadi apabils kesenpajsan iu pada
kenyataannys tercalup dalam politik perusehasn atsu berada dalam
kegiatan vang nyats dari perusahaan.

&, Dalam hal-hsl tertentuy, kesengajaan dar seorang bawahan, bahican darf
orang ketiga, dapat mengakibatkan kesenpajaan badan hukum,

7. Pertanggungjawaban juga bergantung dari struktur organisasi internal
dalam korporasi dan cara bagaimana tanggungiawab di bagi. Demikian
pula apabils berkaitan dengan masalah kealpaan;

§. Pengetahuan bersama dari sebagian besar angpota direksi dapat dianggap
sebagal kesenpalsan badan hukumy bahkan sampai pada kesengaiaan
kemungkinan;

$. Tindakan badan hukum publik yang mepvanglat wusan  fugas
pemenntahan, {idak dapat dimintal petangeungjawaban (R, 27
Olktober 1981}, Pengecualian dapat dibwat bilamana muncul situasi
berbeda, misalnya organ administratif melibatkan diri dalam lalu lintas
ckonomi atsu perdagangan umum. Dalam hal ini- ada kemungkinan
terjadi pelanggaran terhadap keteptuan pidana yang melarang persaingan
curang dengan usaha-usaha swasta,

2.2.2 Model-model Pertanggungjawaban Pidana Korporast

Sebagaimana dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro mengenai
hagil analisa Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana pada BPHN, berdasarkan
gistern-sistem yang pernah ada dalam bulmm pidana Indonesia, berkaitan dengan
kedudukan sebagai pembuat dan sifar perfanggungawaban pidana dari korporasi,
menemukan adanya Hga sistem ;!

a. pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah bertanggungjawab;

b. korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab;

¢. korporasi sebagal pembuat dan juga sebagai bertanggungiawab.

Hasll analisa Tim tersebut kemudian diadopsi oleh Tim Perumus ke dalam
Rancangan KUHP Nasional,'®

¥ Mardjono Reksodipatro {c), op.cit, hal. 72
"2 t¥al ini tampak dalam penjelasan Pasal 50 Rancangan KUHF (Draft tatun 2008)
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Mengenai sistem  pertanggungjawabsn pidana korporasi, menurut

Sutan Remy Sjahdeini terdapat empat kemungkinan sistem yang dapat

diberlakukan, yaitu ; ¥

t

o

pengurus korporasi scbagai peloku tindak pidana, schingga karcnanya
pongurusiah vang harus memikul pertanggungiawaban pidana,

korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapl pengurus yang harus memikul
pertanggungiawaban pidana.

korporasi sebagal pelaku tindak pidana dar korporasi itu sendiri yang harus
memikul pertanggungjawaban pidana.

pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya

pula yang harus memikul pertanggungiawaban pidana.

Sutan Remy Sjshdeini menckankan pentingnya memberiakukan sistem

ke<(43. Mengenai alasannya dikemukakan sebagat berikut

Alasan pertamia, apabils banya penpurus yang dibebani pertanggungiawaban
pidana, maka menjacdi tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita
kerugian karena pengures dalam melekudkan perbustannya itu adalak untuk
dan atas nama korporast serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan
atau menghindarkan/mengurangi kerugian finansial bagi korporasi.

Alasan kedupa, apabila yang dibebani peranggungjawaban pwdana hanya
korporasi sedangkan pengurus tidak harus memilal tanggung jawab, maka
sistern ini akan dapat memungkinkan pengures bersikap “lempar batu
sembunyi tangar”, Dengan kata lain, pengurus akan selalu dapat berindung
¢i balik pungpung koerporast untuk melepaskan dirinya darl tanggung jawab
dengan dalih bahwa perbustannya itu bukan merupakan perbuatan pribadi
dan bukan untuk kepentingan pribadi, tefapi merupakan perbustan yang
dilakuksnnya untuk dan stas nama korpomsi dan untuk kepentingan
korporasi.

Alasan ketiga, pembebanan pertangpungjawaban pidana kepada korporasi
hanya mungkin dilakukan secars vikarlus, atan bukan langsung. Schingga
untk dapat membebankan pertanggungiawaban pidana kepada korporasi,
harus teriehih daholu dapat dibukiikan babwa tindak pidana benar dilakokas
oleh pengurus korporasi dan sikap kalbo pengurns dalam melakukan tindak
pidana itn adalah benar bersalah dan kargna iu pengurus yang bessangkutan
harus betanggung jawab atas tindak pidana itu. Bara kemudian pertanggung-
jawaban pidana dapat dibebankan secara vikarius kepada korporasi. Dengan
demikian, tidak seyogyanya sistem pertanggungjawsaban pidana yang dianut
adalah bahwa hanya korporasi vang harus memikul pertacggungjawaban
pidana sedangkan manusia pelakunya dibebaskan. Ini adalah sistem yang
dianut dalam KUHP yang berlake sckarang, yang justru  ingin
ziitingga{icazxm

1 Sutan Remy Siahdeini, op.ciz., hal. 5.
™ 1bid., hal, 62-63.
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Penulis mendukung pendapat yang dikemukakan oleh Sjahdeini di atas
bahwa pengurus dan korporasi yang melakukan tindak pidana dan keduanya pula
yang harus memikul pertanggungjawaban pidana. Hal ini didasarkan pada
pemikiran bakwa pengurus bertindak dalam kapasitasnya sebagai organ korporasi.
Schaliknya, tindakan pengurus tersebut juga telah memberikan keonungan kepada

korporasi. Dengan demikian sangat wajarlah apabila pengurus dan korporasi yang berbuat

nndak pidana juza merckalah vang harus mewpikul pertanggungjawaban pidana.

2.2.3 Teori-teori Pertanggungjawaban Pudana Korporasi

Mas Achmad Santosa mengemukakan dua tahapan untuok menentukan
pertanggungiawaban pidana dori suatu badan hukum. Demikian dikatakanoya:

Pada 1ahap pectama terdapst 3 {Upa) kriteria yang perlu diperhatikan, yaits
periama, apakah badan hukum dapat dijadikan obyek dari nommas hukum
yang bersangkutan?, kedus, apakah manajemen badan hukum  yang
bersanplatan memiliki kewenangan iethadap orang-orang yang terdapat
dalam organisasi (termasuk polaku fisik atau physical dader) dan ketiga,
apakah manajemen badan hukum yang bersangkutan dapat dikatakan
“menenima’  alau  "cenderung menerima" perlaku  menyimpang  yang
didakwakan.

Tahapan kedua untuk wembulktikan tindakan pidana korporasi adalah
pertama, apabila manajermnen dari badan hukum telah mengetahui tindak
pidana yang telah dilakukan, apakah manajemen memiliki kewenangan untuk
menghentikan tindakan peleku fisik tarsebut dan kedua, apabila mangjemen
memiliki kewenangan untuk ite akan tetapi tidak roelakukan tindakan
pencegahan, maka badan huloim tersebut dapat dikateporikan melakokan
tindak pidana korporasi.| ¥

Pada dasarnys, pembebanan pertanggungiawaban pidana ferhadap
korporasi setidaknva menjawab perfanyaan: bagaimana perbuatan yang dilakukan
oleh sat: orang atau lebib pengurs, atau oleh secrang pegawai korporasi, atau
oleh seorang yang bukan pegawai korporasi telapl mempunyal kuasa harus
dianggap sebagal perbuatan korporasinya sendiri? Singkatnya, bilamanakah
korporasi bersangkutan teleh melakukan tindak pidana?'*

" Mas Achmad Santosa, Good Governance dan Hulum Linghungan, (Jakarta TCEL,
2001), bal 241,

¥ Mardjono Reksodiputro (b), op. cif, hal. 106,
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Perobahasan menyangkul pertanggungjawaban pidana  korporasi,
dalam hukum pidana setidaknya dikenal tiga ajaran pokok, vaitu doktrin

identifikasi, doktrin stricr fiabilty dan doktrin viearious fiabitiy. ™

2.23.1 Doktrin ldentifikast

Sistern hukum pidana Anglo Saxon (Inggris} mengenal konsep direct
corporate criminal Hability atau dokirin pertanggunginwaban pidana langsung.
Menurut doktrin ini, perusahaas dapat melakukan sejumlah deblik secara langsung
melalui orang-orang vang sangat berhubungan erat dengan perusabaan dan
dipandang sebagal perbuatan perusahaan itu sendinl. Dajam keadaan demikian,
mercka tidak sebagai pengganti dan oleh karema itu pertanggungjswaban
perusahaan tidak bersifat pertanggungiawaban pribadi. Doktrin i juga dikenal
dengan nama fhe identification doctrine {doktrin identifikasi).'" Tegasnya,
doktnin ini mengajatkan bahwa perbuatan pengorus atau pegawai suatu korporast,
diidentifikasikan sebagai perbuatan korporasi ity sendiri.'*”

Oleh karena perusahaan merupakan kesatuan buatan, maka ia hanya
dapat bertindak melalui agennya. Menurut dokirin ini, agen terientu dalam sebush
perusshaan dianggap sebagai directing mind atau wi/ter ego. Perbuatan dan mens
rea para individu itu kemudian dikaitkan deagan perusahaan. Bila individu dibed
wewenang untuk berfindak atas nama dan sclama menjalankan bisnis perusahaan
itu, maka mens rea para individu merupakan mens ree perusahaan.'”” Dengan
perkataan lain, apabila tindak pidana jtu dilakukan oleh mereka yang merupakan
directing mind dari korporasi tersebut, maka pertanggungjaweban pidana itn dapat
dibebankan kepada korporasi.’

Ajaran ini tampak digunakan dalam kasus di Ingpris HL. Bollon
Engineering Co. Lid v T.J, Graham&Sons Ltd (1937). Dalam menentukan apakah
seseorang berfindak sebagai perusahaan atau hanya sebagal karyawan atau

agennya, harus dibedakan antara mercka yang mewakili pikiran perusahaan dan

17 Selnin tiga ajaran tersebut, Sutan Remy Sjabdeini mengemukakan empat doktin lain,
yaitu : Duoctrine of Delegation, Doctrine of Agerepation, The Corporate Cultyre Model dan
Docirin Reactive Corporate Faslt. Selenpkapaya baca © Sutan Remy Sishdeini, op.cit., bal 97-113,

ME Dwidia Frivatno, op. ¢it., hal $9.

49 Mardions Reksodiputeo (b3, foc. oit.

2 Dwidja Privatan, Joc. cit.

Bt Sutan Remy Sjahdeini, op. cit., hal 100,

Universitas Indonesia
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mereka yang hanys mewskili tangannya. Hakim Denning L. ] scbagaimana
dikutip Dwidja Priyatno dalam putusan itu menyatakan -

A company may 8 wrany ways be fikened to o human body., It hus o brain & o
nerve cenfre which controls what it dees, It alvo has hawds which hold the
wols and act in eccordance with directions from the centre. Some of the
people in the campany are mere servants and agents who are nothing more
thin hands 1o do the work and cannot be said 1o represent the mind or will.
Others are divectors and managers who represent the divecting nind and
will of the company. and control what it does. The state of mind of these
manpgery iy the stote of mind of the company and iy weated by the law as
such,

{Terjemahan bebas: suaty porusahaan dalam banyek hal dapat dipersamakan
dengan tubul manusia. Perusahaan memiliks otsk dan pusat syaraf yang
mengendalikan apa yang dilakukan perusahaan itu. Perusahaan juga memiliki
tangau-langan yang memegaag peralatan dan bertindak sesuai dengan arahan
dari pusat syaref ilu, Beberapa orang di perusahaan hanyalah karyawan dan
agen yang berfungsi tidak lebih dad tangan dalam melakukan pekerjaan dan
tidak dapat dikatakan baliwa mereka itu mewakili pikiran dan kehendak dan
perusahaan. Pihak lain merupakan direkitur dan manajer vang mewakili
pikiran dan kehendak dart perusshaan itu dan borwenang mengendalikan apa
vang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Sikap bstin jiwa dan para manager
ini merupakan sikap batin dad peruszhaan i sendin dan hokum
memperlakukan sgpert itu).

Berkaitan dengan cara bagaimana meneniukan directing mind suatu
perusahaan, menorut Sutan Remy Sjahdeini, hal ini bukan saja dilihat secara
formel yuridis yaitu dari enggaran dasar korporasi terscbut, tetapi juga dapat
diketahui dad menurut kenyatean dalam operasionalisasi kegiatan perusahaan
tersebut secara kasus demi kasus. Cara lainnya, dapat pula diketahui dari surat
keputusan mengenai pengangkatan pejabat-pejabat atan para managers untuk
mengisi jabatan terientu dan pemberian wewenang untuk meleksanskan tugas dan

kewaiiban yang terkait dengan jabatan tersebut.’™

Perundangan-undangan di Inggris juga belakangan mengakui bahwa
perbuatan dan sikap batin dari orang tertentu berhubungan erat dengan korporasi
dan dengan pengelolaan urusan korporasi, dipandang sebagai perbuatan dan sikap
batin korporasi. Orang-orang demikian disebut sebagai “"semior officer” dan
perugsahaan. Sehubungan dengan hal itn, perusahaan bertanggungjawab atas
tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat senior di dalam perusahsan sepanjang
ta melakukannya dalam mang lingkop kewenangan stau dalam urusan fransaksi

¥ Dwidia Privatno, op. ¢it., kal 91,
¥ Sutan Remy Siahdsinl, op.cit, hal 104.
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perusahaan. Menurut Peter Gillles seperti dikutip Priyatne, perbustan dan
kesalashan pejabat senior dipandang sebagai perbuatan perusahazn. Unsur-unsur
dan undak pidana dapat dikumpulkan dari perbuatan dan sikap dart beberapa
pejabat senior,™

Doktrin indentifikasi juga berlaku di Kanada. Sebagaimana dikutip
Sjzhdeini, Mahkamah Agung Kanada dalam memutus kasus Caradian Dregde
and Dock v. The Queen wmencrapkan dokfrin ini. Pembedaan faktor antara
pegawal yang merupakan directing mind dan pegawai biasa terietak pada derajat
kewenangan untuk membuat keputusan yang dilaksanskan scseorang. Sescorang
yang bertanggung-jawab untuk membuat dan melaksanakan kebijakan korporasi
adaleh merupakan directing mind dan suatu perusshaan. Sebaliknya, seseorang
yang sehari-harinya hanya melaksanakan kebijakan tersebut tidak dapat dikatakan
sebagal directing mind. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung berpendapat
bahwa directing mind dari suato korporasi adalah the ‘ego’, the ‘center’, andfor
the 'vital organ of corperation.™

Reksodiputro berkaitan dengan doktrin ini mengemukakan bahwa
karena pengertian korporasi dan badan hukum (rechtpersoon) merupakan konsep
hukum perdata, maka perlu cara berpikir dalam hukum perdata dapat diambil alih
ke dalar hukum pidana. Demikian dikemukakannya :

Pada maulanva dalam helown perdata juga terjadi perbedaan pendapat apakah
suatn  badan hukum  dapat melakukan perbuatan melewan  hukum
{onrechimatiy handeler). Mamun, melalul asas kepatutan {doeimaiigheid)
dan keadilan (Diflfkheid) sebapai dasar utama, maks ilmu hukurn perdate
menerims  bahws sualu baden hokwm harus dapat dianpgap bersalah
mernpakan perbustan melawan hekum, lebih-lebih dalam lalu fintas
perekontnian, Ajaran ind mendasarkan dirt pada pemikiran bahwa apa yvaog
dilakukan oleh pengurus hanss dapat dipentanggungiawabkan kepada badan
hukum, karepa pengurus dalam bertindak tidak melakokannya atss bak atau
kewenangan sendiv, ietapi atas bak atau kewenangan badan hukum
bersangkutan, Dengan demikian, maka badan holum juga tidak dapat
melepaskan diri dari kesalahan yang dilakukan oleh pengurus. Kesengajaan
(dofus) ataw kelakdan (culpa) dard pengurus herus dienpgsp scbagal
kesenpajean dan kelalaizn dan badan hukum sendiri.

Dengan cara berpikir yang demikian serta dikaitkan dengan teor
kepelakuan fungsional, maka terhadap korporasi dapat dilakukan penuntutan

% Drwidia Priyatno, op.cit,, hal. §9-90.
™ Sutan Remy Spahdeind, ap.eit., hat 1435.
& Mardjono Reksodipatro (h), op.cit,, hal, 106.107,
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untuk pertanggungiawaban pidana. Cukup apabila dapat dibuktikan bshwa
perbuatan pengurus sty pegawai korporasi itu dalam lalu lintas bermasyarakat
berlaku sebagai perbuatan korporasi yang bersangkutan.’”’

Bertalian dengan UU No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengen
UL No. 20 Tahup 2001 tentang Pemberantasan Tindsk Pidana Korupsi, dokirin
pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi ini terakomodir dalam ketentuan
Pasal 20 ayat (2). Dokwrin ini ditunjukkan dari frasa “apabila tindak pidana
tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan keria maupun
berdasarkan hubtngan lain™""® Sedangkan pada Rancangan UU Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi hal ini tampak jelas dalam rumusan ketentuan Pasal 26
avat (1} yang menyebut @ “Pemimpin, direktur atou dewan komisaris suaty
korporasi yang memimpin atau memerintahkan tindak pidana korupsi yang
tercantum dalam Pasal 2 sampai Pasal 12 atas nama korporasi, dipidana orang
yang memimpin, orang yang memerintabkan tersebut atan korporasi stau

keduanya”.

2.2.3.2  Doktrin Strict Liability

Menurut doktrin ini, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan
kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan
adanya kesalshan (kesengajsan atau kelalaian) pads pelakunya.™ Oleh karenz
menurnt  dokirin  im perfanggungiawaban pidana bagi pelakunye tidak
dipermasalahkan, maka doktrin strics Lability i disebut juga absolute Lability.'™

Dokirin yang berasal dari pemikiran para ahli hukum Anglo-Amerika
(common law countries) ini mengajarkan adanya pertanggungjawaban tanpa
kesalahan (lability without faulty dan ditujukan kepada tindak pidana yang tidsk
membutubkan menz rea (keadaan batinlah yang salah), Karenanya, konsep ini
hanya digunakan untuk tindak pidana ringan {(regudafory offenses) yang hanya

mengancam pidana dends, seperti pada kebanvakan public welfire offences.

ST Ihid., bal 108,

1% Sutan Remy Sjshdeini, op.cit., hal. 151-152.

Y% rhid. | hal. 78.

¥ Sutan Remy Sjahdeini menggumakan istilah “pertanggonsiswsban mutlak” untuk
menyehut doktrin ind, Iid,
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Namun demilcan, konsep ini diterima untuk memungkinkan pemidanaan terhadap

korporasi.'®!

Hamzah Hatrik mengutip L. B. Curzon yanp mengemukakan tigs
alasan dianutnya doktrin ini. Alasan tersebut sebagai berikut:'%

f. Adualah ssngat esensial ik micnjamin dipatuhinye peratiras penting
fertemu yang diperiukan uniuk kesejahtersan masyarakat;

2. Fembuktian adanya nrens rea skan menjadi sulit untuk pelangparan yang
berhubungan dengan kesejalterann masyarakat;

3. Tingginya tingkat babaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang
hersangloutan.

Barda Nawawi Arief mesgemukakan kebanyakan strics Hability
terdapat pada delik-delik yang diatur dalam undang-undang (stawtory offence;
regulatory offences;, mala prohibita) yang pada umumnya merupakan delik-delik
yang berkaitan dengan kesejahteraan urmum (public welfare offences). g

Sejalan dengan itu, menurut Romli Afmasasmita, pembentuk undang-
undang ielah meneiapkan bila aturan tentang sirics lability crimes dapat
diberiakukan sebagai berikut ; 1%

a. Kejahatan yang dilakukan bukan kejahatan berat.
b. Ancaman hukuman yang berlaku adalah ringan.

Syarat adanya mens rea akan mengharabat tujuan perﬁﬁdangan,

a oo

Kejahatan yang dilakukan secara langsung merupakan paksaan terhadap hak-
hak crang lain.
e. Menunit undang-undang vang berlaku mens res secars kasuistis tidak periy
dibuktikan.

Herkaitan dengan doktrin 3tricf lability, penting diperhatikan pendapat
John C. Coffes sebagsimana dikutip Barda Nawawi Arief yang menyatakan
bahwa korporasi tidaklah bertanggungiawsb hanya karenz seorang agen
melakukan perbuatan terlarang {actis rews). Namun haros terbukd tiga unsur :
(1) agen itu telah melakukan kejabatan,
{2) perbuatannya dilakukan dalam mang hngkup kewenangannya, dan

18 Mardjono Reksodiputrs (), op.it, hal, 116111,

"9 Harezah Hatrlk, op,cif, hal. 113,

' Barda Nawawi Arief (¢), Perbandingan Hukum Pidana, {Takarta: Rajawali Pers, 1950),
hal. 28,

1 Romii Atmasssmits (b, Perbandingan Fhukum Pidana, {Bandung: Mandar Maju, 2000),
hal. 73.

s Indo
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{3) dilakukan dengan tujuan/sengaja untuk menguntungkan korporasi.“‘s

Dalam praktek di Indonesia, doktrin ini berlakn antara lain wntuk
pelanggaran lalu lintas. Pars pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar
lampu falo lintas akan ditilang polisi. Hakim dalam memutuskan hukuman atas
pelanggaran tersebut tidak akan momperscalkan ade tdakoya kesalahan pada
pengemnudi yang melanggar peraturan Jatu Hatas i,

Dalar perkembangannyas, Tom Perumus memasukkan doktrin strict
fability dalam Rencangan KUHP {draft tahun 2008}, Hal ini tercantum pada
ketentuan Pasal 38 ayat (1) yang berbunyi: “bagi tindak pidana terientu, Undang-
Undang dapat menentukan bahwa sescorang dapat dipidana semata-mats Karena
telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan
adanya kesalahan”, Namun demikian, penerapan pertanggungiawaban pidana
berdasarkan dokirin ini hanva berlaku untuk €indak pidana yang secara tegas
ditentukan oleh undang-undang. Hal ini terlihat dalam penjelasanmya pasal o

Ketentuan pads ayat isl merupaken pengecuslian terhadap asas tiada pidana
tanpa kesalahan. Olelr karena i, tidak berlabku bagl semua tindak pidana,
melainkan hanya untuk tindak pidana terientu yang ditetapkan oleh Undang-
Undang. Untuk tindak pidana tertentu tersebut, pembuat tindak pidana telah
dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinys unsur-upsur findak pidana
oleh perbuatannva. 1 sini kesalahan pembuat tindak pidana dalam melaku-
kan perbuatan tersehut tidak lagi diperhatiken. Asas ini dikenal sehagsi asas
Sstrict habiliyy”

2.2.33  Dokinn Vicariows Liability

Selain konsepsi strict Hability di atas, di negara-negara Anglo Saxon
dan Anglo American mengenal pula konsep pertanggungjawaban pidana yang
disebut vicarious lability, yaitu perfanggungjawaban seseorang tanpa kesalahan
pribadi, ‘z;wanggungiéwab atas tindakan orang lain (@ vicarious Hability is one
where in one person, thotgh without personal fault, is more liable for the conduct

of another).'”” Sutan Remy Sjahdeini menyebut doktrin ini sebagai pertanggung-

5 mardn Nawawi Arief (d), Sari Kuliah Perbandingan Fukum Pidana, {(Sakevts: PT
RajaCGrafindo Persada, 2002), bal, 142,

1% 1 obby Logman, Pertanggungan Jowab Pidana Bagi Korporasi Dalam Tindak Pidana
Lingkungan Hidup, (Jakarta: Kantor Meneg KILH, 1989), hal. 93.

%7 Pwidia Priyatno, op.cit, hal. 100,
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jawaban vikarius, yaitu pembebanan penanpgungiawaban pidana dari tindak
pidana yang dilakukan, misalnya oleh A kepada B.'®

Berkenaan dengan dokirin ini, Roestan Salch mengatakan bahwa pada
umumnya seseorang berlanggungiawab atas perbuatannyz sendinn. Akan tetap
pada doktrin ini, ada orang yang bertanggungiawab atas perbuatan orang lain.
Hanya saja, dalam hal im aturan undang-undanglah vang menetapkan siapa-

siapakah yang dipandang bertanggungjawab sebagai pembuat.'®

Sejalan dengan itu, di Inggos, pertanggungiawaban ini pada umumnya
berkaitan dengan tindak pidana vang ditentukan oleh undang-undang {stanetory
offences). Hal ini biasanys diterapkan dalam hubungan antara pemberi kerja dan
bawahan (empleyer and employee), pemberi kuasa dan penerima kuasa (principal
and agent) dan antara pata witea (between partners). Selain itu, pertanggung-
jawaban jenig inl dapat dibebankan atas sesecrang karena dengan fepas suatu

undang-undang menentukan demikian.'°

Menurut undang-undang, vicarious liability dapat terjadi datam hal-hal
sebapai berikut ;'

I. Seseorang dapat dipertanggungiawabkan ates perbuatan-perbuatan yang

dilakukan orang lain, apabila seseorang itu telah mendelegasikan kewenangan-
nya menumt undang-undang kepada orang lain, Dalam hal ini diperiukan
suatu syarat atau prinsip tanggung jawab yang bersifat dilimpabkan (the
delegation principle).
Contoh prinsip pendelegasian adalah kasus ;ﬁ!eéz v. Whitehead (1930), sebagal
berikut : X adalah pemilik rumsh makan vang pengelolaannya diserahkan
kepada Y (scbagal manajer). Berdasarkan peringatan dari polisi, X telah
menginstruksi-kan dan melarang Y untuk mengijinkan pelacuran di rmah
makan itu, yang ternyata dilanggar oleh Y.

¥ Doktrin ini fuga dikenal dengan ssbutan respondeat superior. Lihat: Sulan Remy
Sjahdeini, ap.cit., hal, 34. Sedangkan Dwidia Privame menyebutnya dengan istilah pertangpung-
jawaban ﬂpmggaulj. Dwidja Privatoo, loe. oif.

6% hid., bal. 103.

1 Qutan Remy Sjahdetni, op.cit., hal. 87.

Y Thwidis Priyatno, foc. cif,
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Dalam kasus itu, X dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 44
Meiropolitan Police Act 1839, Konstruksi hukumnya adalah bahwa X telah
mendelegasikan kewajibannya kepada Y (manajer rumaeh makan). Dengan
telah dilimpahkannya kebijaksanaan usaha rumah makan it kepads manajer,
maka pengelahuan st mandjer merupakan pengetabuan dari si pemilik rumah
makan.

2. Seorang majpikan dipertanggungjawabkan ates perbuatan yang secara fisik atau
jasmanigh dilakukan oleh burchnya ateu pekerianya, jika menurut hukum
perbuatan burshnya it dipandang sebagai perbuatan majikan {the servanst acr
is the masters act fn low).

Mengenat hal in1 dapat dilihat pada kasus Coppen v. Moore

D memiliki enam toke yang menjual daging Amerdka (dmerica hams). D
memben petunjuk yang jelas mengenai daging-daging itu, yang digambarkan
sebagai daging untuk sarapan {breakfas! humst dan tidek dijual dengan nama
dari nama daging itu berasal (yzitu Amerika). Di luar pengetahuan D,
pembantunya menjual daging itu dengan nams “daging Scotlandia™ (Scoth
ﬁams} Dalam kasus itu D dxpersalahkan berdasarkan Merchandise Marks Act
1887 (Pasal 2 ayat 2) yaitu menjual daging dengan lukisan daging palsu

Tujuan pertanggungjawaban jenis ini menurut Peter Low seperti
dikutip Sjahdeini adalah detference (pencegahan). Dalam hal ini, apabila seorang
emplayer (pemberi kerja yaitu korporasi) harus bertanggungjawab untuk
perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pegawainya (employee) tanna
parfisipasi langsung oleh pemberi kerja vang bersangkutan dalam tindak pidana
tersebut, tekanan akan dislami oleh pemberi keria uniuk melakukan penycliaan
langsung dan secara teoritis timbulnya tindak pidana terscbut (diharapkan) aken
berkurang {makin tercegah}.' ™

UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
menganut sistim pertanggungjawaban vicarious [fiubility schagaimana terdapat
dalam Pasal 46 ayal (2). Berdasarkan prinsip ini, pimpinan korporasi atau siapa
saja yang memberi tugas atau perintah bertangpungiswab atag perbuatan yang

2 Sutan Remy Sishdeind, op.cif., hal. 92
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dilakukan oleh bawahan atau karyawannya. Tanggung jawab int diperiuas hingga
mencakup perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh oramg-orang berdasarkan
tmibungan kerja maupun hubungan lain, Dengan demikian, siapa saja yang bekerja
dan dalam hubungannya dengan korporasi, menjadi tanggung jawab korporasi. '
Perkembangan yang menarik dalam hokum pidana Indonesia, yailu
doktrin vicarions Hability ini sudah terskomodir delam Rancangen KUHP {drafi
tahun 2008} sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 ayat (1) yang berbunyi
“Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat dipertanggung-
jawabkan. atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain”. Seperti halnya
dengan doktrin serict Hability, penerapan pertanggungjawaban pidana berdasarkan
dokicin ini hanya betlaku untuk tindak pidana yang secara tegas diteniukan oleh
undang-undang. Hal inl terlihat dalam penjelasannya sebagai beriiout

Ketentuan ayat int merupakan pengecualian dari asas tiada pidana tanps
kesalahan. lLahbmys pengecuslian ini merupakan pesghalusan  dan
pendalaman asas regulstif dan yuridis moral yaits dslem halhal tertentu
tanggung jawab seseorang dipandang patut diperluas sampai kepada tindakan
bawahannya vang melakukan pekegaan atau perbuatan untuknys atau dalam
batas-hatas perintahinya, Qleh karena iu, meskipun seseorang  dalam
kenyatzannya  tidak  melakakan tindak pidana namon dalam rangks
pertanggungiawabon  pidana la  dipandang mempunyai  kesalahan  jika
perbuatan orang lais yang berada dalam kedudukan yang sedemikian itn
merupakan tindak pidana. Sebagai suatu pengecualian, maka ketentuan ini
penggunaannya harus dibatasi uotuk kejadian-kejadian tertentu yang
ditentukan secara tegas oleh Undang-Undang agar tidak digunakan secara
sewenang-wenang. Asas pertanggungiawaban yang bersifat pengecualian ind
dikenal sebagal asas langgung jawab mutlak atau “vicariows Labifiyy”.

Dalam perkembangan praktik di Belanda, sebagaimena dikemukakan
Muladi, pada prinsipnya kasus-kasus yang skinal mendasarkan pertanggung-
jawaban korporesi pada dua fakior vaitu | (@) power of corporation o determing
which acts can be performed by its employees; dan (b) the acceptance of these

acts in the normal covrse of business,'"

'S N H. T. Sishaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, (Fakarta: Evlangga,
2004}, hal 374,

Y Muladi, op.cit., el 1R
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2.3 Konsep Pemidanaan Bagi Korporasi

Masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana,
Penetapan sanksi pidana selalu dikaitkan dengan tujumy pemidanansn. Secara
singkat, Harkristuti Harkrisnowo menggambarken peckembangan penukiran teon
pemidanaan sebagai berikut

Pemikiran yang borkembang mengenat teon penudanaan dimulai oleh sliran
retributif yang menekankan pads pentingoya pidana sebagat rational reaction
pada kejahatan, Kemudian, muncul pemikiran delerrence yang menckankan
pidana sebagai upaya untuk mencegal (erjadinya kembali  kejahatan
{recurrence), balk yang bersifat khusus (bagi pelaku) maupun umum (bagi
masyarakat), Selanjutnya, meminjam konsep duiia medis, aliran rehabilitalit
memandang pidana sebagai ‘obat’ bagi ‘orang yang sakit’ (pelakyu kejahalan)
dengan memperbaiki dan melakukan resosiakisasi.

Tujuan pemidanaan tersebut selanjutaya dikelompokkan ke dalam dua
golongan besar, yaitu konsekuensialis dan non-konsekuensialis. Oolongan
pertama mengutamakan pencegahan sebagal tujuan pemidanaan dan mentbikberat-
kan pada asas kemuanfaatan penjatuhan pidana. Sedangkan bagi kalangan non-
konsekuensialis melihat pemidanaan merupakan penderitaan yang harus dibenkan

¥

kepada pelaku kejahatan.” © Berkaitan dengan hal itu, menurut Harkrisnowo, para-

digma yang dipakei sebagal acuan selama ini di Indonesia tidak jelas. Hanva saja
dari tujuan pemidanaan dalam konsep Rancangan KUHP'', nampaknyva lebih
cenderung ke pandangan kaum konsekuensialis,'™

Pemidanaan terhadap korporasi seringkali dikaitkan dengan masalah
finansial. Namun sebenarnya hal inl mengandung tujuan yang lebih jauh. Hal ini
terungkap dari pandangan Friedmann éeperti dikutip Muladi dan Priyatno sebagal
berikut:

' Harkristoti Harkrisnown (b), Rekonstruksi Konsep Pemidunaan: Suatu Gugatan fer-
hadap Froses Legistasi dan Pemidanaan df Indonesia, Orasi pada Upacara Pengaluhan Guru
Besar Tctap dalam 'mu Hukum Pidana Fakuliss Hukum Vniversitss Indonesia pada fanggal 8
Wdaret 2003 bal. 11,

O mhid, hal 11412

7T Pasal 34 Rancangan KUHP (draft Februsrd 2008) merumuskan tujvan pemidassan
sebagai boribmt ;

2. mencegah Gilakukannya tindak pidana dengen menepakkan sorma hukun demi pengayoman
masyarakay;

b. memasyarakathan terpidana dengan meogadakan pembinaay sehinges menjadi orang yang batk
dan berguna;

c. menyelesaikan konfiik yang ditimbulkan oleh lindak pidana, mernwlihkan keseimbangan, dan
mendatangkan rasa damai dalam magyarakal;

d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

B thid., bal. 12417,

Universitas indonesia
Penegakan Hukum..., Nophy Tennophero Suoth, FH Ul, 2009



63

The main effect and uscfulness of « oriminal conviciign impesed wpon a
corporalion connot be seen either i any personal injury or, in wost cases, in the
Jinancial detriment, but in the public opprobrium and stigma that atiaches to a
crininaf comvierion ™"

Penjatuhan pidana kepada komporast diperjukan pertimbangan sosial
dan kehati-hatian, terstama pemidanaan berkaitan dengan kcpentingan orang
basyak. Dampak akibat pemidanaan bagi pihak [ain juga seyogyanya turat diper-
timbangkan dengan matang, seperti buruh dan pemegang saham minorifas dalam
perasahaan,

Berkenaan dengan hal ini, penting imemperhatikan kriteria  yang
dikemukakan oleh Shofie mengutip Clinard dan Yeager, Apabila kriteria tersebut
tidak ada, maka lebih balk sanksi perdataiah yang digunakan. Knteria yang pada
umumnnya diterapkan dalam keputusan-keputusan untuk menpgunakan hukum
pidana (fo bring a criminal action) terhadap korporasi dikemukakan sebagai
berikut ;'*

1. The degree of loss to the public (Derajas kerugian terhadap publik)

2. The fevel of complicity by high corporate managers (Tingkat keterlibatan
oleh jajaran manager Korporast)

3. The duration of the viplation (Larsanya pelanggaran}

4. The frequency of the violation by the corporation (Frelkuensi pelanggaran
oleh korporasi)

5. Evidence of imtent to violate (Alat bukti vang dimaksudkan untuk
melakukas pelanggaran)

6. Evidence of extortion, as ini bribery cases {Algt bukll pomerssan,
sermisal dalam kasus-kasug snap)

7. The degree of noloriety engrendered Dy the medin (Derajat pengetabman
publik tentang hal-hal negatif yang ditimbulkan oleh pemberitaan media)

8. Precedent in law (kebissaan hukumputosan-putusan ysng sama dalam
perkara-perkara yang datang belakang dengan putusan-putusan
terdahulu)

Q. The history of sericas viokation by the corporation (iwayat pelangparan-
pelanggaran serius oleh korporasi}

10. Deterence potential kemungkinan pencegahan)

11, The degree of cooperation evinced by the corperation (demjat kexja SAIAE
korporasi yang ditupjukkan coleh korporasi)

Muladi berpendapat bahwa pemidanaan terhadap korporasi mesti
memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusshaan, melalui
kebijakan pengurng atau para pengurus {corporale executing officersy vang

memiliki kekuasasn votuk memutus {power gf decision) dan keputusan tersebut

'™ Muladi, Dwidia Priyatno, op.cit., bal, 115.
9 yysuf Sholie, op.cir., hal, 119-120,
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telah diterima (aecepted) oleh korporasi tersebut. Namun demikian, penerapan
sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan,'*!

Terhadap tndak pidans yang dilakukan (ergolong sangat borat, di
bebeenpn negars dipertimbangkan menerapkan peogumiuman keputusan hakim
{wdverse publicity) yang dilaksanakan atas biaya korporasi bersangkutan schagal
sanksi, Dengan demikian dampak yang ingin dicapai tidak semata financiof
impact tetapi juga non financial impact %

Dalam kaitannya dengan kejahatan yang dilakukan bank (sebagai
korporasi}, Mardjono Reksodiputro mengkankan pentingnya menjatuhkan pidana
denda yang tinggl terhadap korporasi, Hal ini perlu dilakukan sehingga para
pernegang ssham akan merasakan puls akibat dan kesalahan (pengurus}
korporasi. Dengan demtkian, disamping mencegah terjadinya tindak pidana
korporasi, juga bagt para pemegang ssham akan bersikap selektif dalam memilih
dan mengangkat pengurs korporasi, '

Pada sisi yang lain, sebagaimana pembahasan di atas, penjatuban
pidana yang sangat berat ferhadap korporasi merupakan masalah dilematis, karena
juga perlu mempertimbangkan dampaknya bagi pihak lain. Sehubungan hal ini,
Muladi mengatakan, penjatuban pidana yang sangat berat terhadap korporasi
hanya dapat dilakukan dengan pertimbangan diantaranya @ demni perlindungan
terbadap masyarakat, sejarah korporazi vang berbahaya karens mismanajemen
atau manajemen vang benar-benar tidak bertangeungjawab, '

Berkenaan demgan hal itu, sanksi yang dapat diterapkan terhadap
korporasi bisa mencakup pula larangan melakukan akeivitas tertentu, larangan
mengikuti tender publik, larangan memproduksi barang-barang tertentu, larangan
melakukan kontrak dan memasang advertensi. Selain itn, sanksi berupa
penempatan di bawah pengawasan, penémpatan di bawah ‘probation’ dan

‘community service order’ juga bisa dijatubkan. Dalam kasus-kasus lingkungan

18 rvwidia Privatno, op.cir., bal. 119,

¥ id,

" Mardjonc Reksodiputro (£}, “Kejahatan Kegistan Perbankan (Suate Catatan Sementars
Tentang Poogerfian, Modus Operandl dan Faktor-Faktor Yang Menimbulkennva)®, datam
Kemajnan Fembangunan Ekoromi dar Kejahatan, Kumpulan Karangan Bulku Kesatu, {Jakarta:
Fusat Pelayanan - Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi} Universitas
Indonesia, 20073, hal 77.

¥ Muladi, op.cit,, hal. 28
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hidup di Australia, korporasi dapat dijstuhi sanksi berupa penggantian biaya-biaya

penyidikan. Dipelbagai negara bahkan sudah dirumuskan ‘senvencing guidelinegs’

yang membantu pengadilan menentukan sanksi vang (epat.'®

Dalum penjuiuhan berat ringannya sanksit terhadap korporasi, dikenal
hal-hal  vang dapat mceringankan  {mitigating  cirownstances), antara  lain
keberadaan “effective corporaie compliance programs”™ yang diterapkan dalam

manajewsen  korporasi, yang dapat mendeteksi tedadinya kejahatan. Hal ind

mencakup “compliance plan” yang dikemukakan Muladi sebagai berikut ;'
reasonable compliance stundards and procedures!

appoiniment of a corporate compliance officer;

exercise af due care in the delegaiion of discrefionary authority,
empioyee edneation and complionce iraining;

on~going mordtoring wwd reporiing systens;

consistent aud continous enforcement of compliance standards
response to offenses and preventon of recccurences.

go RN R

Kebijakan legislasi mengenmi pengaturan pemidanaan terhadap
korporasi dalam peraturan perundang-vndangan di Indonesia ternyata bervariasi.
Berdasarkan penelitian, jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap
korporasi dalam perundang-undangan Indonesia terbagl atas : (a) pidana pokok
{(berupa : pidana denda), (b) pidana tambaban dan {c} tindakan (tata tertib). Hal

ini sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini :

5 mhid.
%8 1bid., hal 28-29.
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Tabel 2.1 Fonnudast Saoksi Pidana Terhadop Korporssi dalam Berbagat Undang-undang

Pidane Terhadap Korporagi

No i Usdang-andang | Pudans pokok (dends) Pidans Tambahan Tindakan
i1 UL NeY B Pidana denda . pemgupen selusuhnye sty | Teia Ternd:
Tahon 1955 sedinggi-ingyinys sehagion peruvahomm & a. menempatkan
(LR Finnke Bz 1000000000, terhurkun untuk wakin perusahanm si wrhukum
Phinng Ekonomi) {saiu ot ruplah) selne-lammiye sato tshun, di bawah pengampuan
b porgmpasan borang-barang | b mewajibksn panbayaran
fak tetap yong berwojud dan | uang jaminan
v tidak bervagud ¢. miwaiibkan membayar
termasuk perusahaan w sejumiah uang scbhagai
terhukan yang berasal dart pencabuian keuntungan
thisdak pidana ekonomi 4. mewajibkan
. penrabutan seluroh atag mengerjakan apa yang
sebagian hak-hak tertenta dilataikan tanpa hak
mlan penghapusen seluruh meniadakan apa yang
mlau ssbagian keunlungan dilzkukan tanpa hak dag
tertenty, vong lelak atay melakukan jasa-jase
dapat dibarikan kepada si untuk memperbaild
terhukm oleh pemerintah akibat-zkibal sata sama
barhubungan dengan lain, sernua atas biaya si
nerisahaannya untuk wakng terhuiaim, sekedac
selama-lamanya dua tahun bakim tidak menentukan
d. pengumuman putusan, lain
hakim,

2. 1 UUNo, 6 Tahun  |a. (Pagal 19 ayat 1) Tidak ada Tindakan Tata Tertib
1984 denda setinggi- disebutkan dalam Pasal
(L) Pas) tingginya 19 ayat {3) tetapi tidak

Rp.20.000.000,- menyebutkan jenis-jenis
{duwa puluh juta tindakan dimaksod.
rupiah)
b.(Pasal 19 ayat )
dende setinggi-
tingginya
Rp. 1.600.800,-
(sntu juta rupiah)

.o | YU Ne, § Tahun  ja. (Pasal 59 ayat 3), | Pencabulan tzin usaha Tidak ada

1997 pidani denda {Pasal 70)
(L sebesar Rp.
Psikotropika} 5.006.000,000,

(lima milyar
supial)

b. Pasal 70, pidana
denda sebesar 2
{dua) kali pidana
denda yang
Barlaku untuk
tindak pidany
tersebat

4.1 U No 22 Pidana denda Tidak ada Tidak ada
Tahumn 1997 bervariazi, denda
(UL Narkotika) | paling banyek

R 2005000060,
{niuh miliar ropiah}

U
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UU No, 23 Pidana denda Tidak ada Tata Tertib (Pasal 47) :
Tahun 1997 diperberat dengan a. perampasan
{UU Pengelolaan | sepertiga (Pasal 45) keuntungan yang
Lingkungan diperoleh dari tindak
Hidup) pidana; dan/atau
b. penulupan scluruhnya
alau sebagian
perusahaan; danfatau
¢. perbaikan akibar
tindak pidana; dan/alau
d. mewajibkan
mengerjakan apa yang
dilalaikan tanpa hak;
dan/atau
¢. meniadakan apa yang
dilalaikan tanpa hak;
dan/atau
f. menempatkan
perusahaan di bawah
pengampuan paling
lama tiga tahun.
UU No. 5 Tahun |Pidana denda Pasal 49 : Tidak ada
1999 bervariasi, paling a. pencabutan izin usaha, atau
(UU Larangan rendah b. larangan kepada pelaku
Praktek Rp-1.000.000.000,- usaha yang telah terbukti
Monopoli dan {satu miliar rupiah) melakukan pelanggaran
Persaingan Usaha |dan paling banyak terhadap UU ini untuk
Tidak Sehat) Rp.100.000.000.000,- menduduki jabatan direksi
(seratus miliar atau komisaris sekurang-
rupiah), kurangnya dua tahun dan
selama-lamanya lima
tahun, atau
c. penghentian kegiatan atau
tindakan tertentu yang
menyebabkan timbulnya
kerugian pada pihak lain.
UUNo. 8 Tahun {Pidana denda paling | Pasal 63 : Tidak ada
1999 banyak a. perampasan barang
(uu Rp.2.000.600,000,- tertentu;
Perlindungan {dva miliar rupiah) b. pengumuman keputusan
Konsumen) {Pasal 62) hakim;
c. pembayaran ganti mgi;
d. perintah penghentian
kegiatan tertentu yang
menyebabkan timbulnya
kerugian konsumen;
e. kewajiban penarikan
barang dari peredaran; atau
f. pencabutan izin usaha.
UU No. 31 Maksimum ancaman Tidak ada Tidak ada
Tahun 1999 jo pidana denda
UU No. 20 ditambah 1/3 (satu
Tahun 2001 (UU | pertiga) (Pasal 20
Pemberantasan ayat 7
TP Korupsi)

U
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9. | LU Ko, 41 whun | Tindak pidana Tidak ads Tidak ada
1958 sebagaimansa
{UU Kebpiaman | dimaksud dalam
Pasal 50 ayai {1},
aval (2), don ayat {3},
dikenakan pidana
sesuai dengan
ancaimnn pilana
Inasing-aasing
ditambah dengan 1/3
dart pidana yang
diatahkan (Pasal 78
aval 143
101 13U No. 85 Maksimem ancaman | Pencabutan izin gsaha Tidak adn
Tabwr 2001 jo pidana dends danfaau pembubaren
UU Ne., 23 ditambal: $73 {Px] 5 korpomsi yang dilkuti desgan
Tahun 2003 {UU avai 1) likuidast. {Pasal 5 ayal 23
Tindak Pidana
Fencueian Unng}
1] UUXe. 22 Pidana denda Tidak ada Tidak ada
Tahun 2041 tertingg? ditarmnbah
{UU Minsyak dan | sepentigs. {Pacal 56
{Jas Bumi} ayat 1)
12 YUNo. 20 Pidana yang Pencabuzan Fzin Lsaha Tidak ade
Tshun 2002 dijatubikan kepads Peaycdiaan Teaaga Listrik
{UUKetenaga-  Badap Usaha beraps | atau Izin Operast {Pasal 61
Hedrilears} pidana denda, dengan | ayat 4)
ketenfuan paling
tinggi pidars denda
ditambah 1/3 (Ps1 65
ayat 2)
13§ DU No. 23 tahun  (Ketentaan pidans Tidak ada Tidak ada
2602 denda vang
(g difatulkan ditambak
Perlindungan 143 dari pidana denda
Anaic yang diancamkan
(Fsl 90 ayat 23
14 Uido, 3 Maksimurm pidass Tidak ada Tidak ada
Tahun 2004 dends ditarabeh 173
(LU Perikanan)  [{sepertips) (Ps] 101
15| UUNo. 23 Pidana deady dengan | Pasal 13 avat 2 Tidak ada
Tahus 2857 nemberatan 3 {iga) | a. pencabulan izin usaha;
vy kali dari pidana b. perampasan kekayaan hasi
Pemberantasan | denda sebagaimeana tindak pidama;
Tindak Pidana dimaksud dalam ¢. pencabuias siatus badan
Perdagangan Pugal 2, Pasal 3, hukum;
Orang} Pasal 4, Pasal 5, dan | d.pemecatan pengurss;
Pusal & (Pasal 15 ayati  dan/atau
b e. pelarangan kepada
pengurus lersebut unfk
mendirikan korporasi dalsm
bidang usaha yang sama.

Unive
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16| UUNo. 11 Pidana pokok Tidak ada Tidak ada
Tahun 2008 ditambah dua pertiga
{UU Informasi {Pasal 52 aya1 4)
dan Transaksi
Ekonomi)
17| UU No. 17 Pidona denda dengan Tidak ada Tidak ada
Tahun 2008 pemberatan J (liga)
(UU Pelayaran)  |kali dari pidana
denda yang
ditentukan (Pasal
335)
18] UU No. 44 Pidana denda Pasal 41 : Tidak ada
Tahun 2008 terhadap korporasi a. pembekuan izin usaha;
(UU Pomograil) [dengan ketentuan b. pencabutan izin usaha;
maksimum pidana ¢, perampasan kekayaan hasil
dikalikan 3 (tiga) dart lindak pidana; dan
pidana denda yang d. pencabutan siatus badan
ditentukan dalam hukum.
setiap Pasal (Pasal 40
ayal 7)
19{ UU No. 4 Tahun |Pidana denda dengan | Pasal 168 ayat 2 : Tidak ada

2009

(UU Pertambang-
an Mineral dan
Batubara

pemberatan 1/3 (satu
per liga) kali dari
kelentuan maksimum
pidana denda yang
dijatubkan (Pasal 168
ayat 1)

a. Pencabuian izin usaha dan
atau

b. Pencabutan status badan
hukum.

Meski semua undang-undang tersebut di atas mengatur mengenai

sanksi pidana denda kepada korporasi, namun tidak ditemukan adanya pengaturan
mengenai apabila sanksi pidana denda yang dijatuhkan terhadap korporasi
ternyata tidak mampu dibayar ataupun tidak mau dibayar oleh korporasi
bersangkutan. Hal ini akan menimbulkan permasalahan dalam penerapannya.
Berdasarkan uraian di atas, juga tampak pengaturan mengenai jenis-
jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi dalam berbagai peratutan
perundang-undangan tersebut bervariasi. Bahkan terdapat undang-undang yang
merumuskan jenis sanksi tindakan tata tertib, yaith UU No. 6 Tahun 1984 (UU
Pos) namun ternyata tidak disebutkan jenis-jenis tindakan tata tertib dimaksud.
Disamping itu, terdapat ketidakkonsistenan dalam perumusan jenis sanksi, jenis
sanksi manakah yang termasuk pidana tambahan dan sanksi tindakan tata tertib.
Akibatnya, pada suatu UU, jenis sanksi yang termasuk dalam kategori pidana

tambahan namun ternyata pada UU lainnya ditempatkan sebagai sanksi tindakan

Universitas Indonesia
Penegakan Hukum..., Nophy Tennophero Suoth, FH Ul, 2009



70

tata tertib. Dengan demikian formulasi kebijakan legislasi dalam peraturan
perundang-undangan ity tampak tumpang tindih,

Berkenaan  dengan  perumusan  macani-macam  sanksi  terhadap
korporast ¢t atas  juga dapat diperoleh kesimpulan bahwa telaly tenjadi
perkembangan mengenai Konsepsi pensidanasn terhadap peloku lindak pidana,
Dalast aturan wmum hukum pidasa (Pasal 10 KUHP), pidana terdin atas pidana
pokok {yaitu; pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana
tatupan) don pidana tambahan (yakni : pencabutan hak-hak tertentu, perampasan
barang-barang tertentu, pengwmuman putusan hakim). Namun seiring dengan
perkembangan perundeng-undangan yang tersebar di fuar KUHP, terdapat jenis
sanksi tindakan.'®’ Bahkan pada beberapa undang-undang, disamping dikenaken
sanksi pidena, terhadap korporast juga dikenskan sanksi tindakan {tate tertib},
Dalam hukum pidana, hal demikian disehut double track system {sistem dua
jalur).

Berkaitan dengan double track system, menurut M. Sholehuddin
perbedaan sanksi pidana dan sanksi tindakan penekanannya terletak pada apa dan
bagaimana fujuan ditetapkannya sanksi dalam hukum pidana itu untuk (calon}
terpidana. Mengenai al ini dikatakan :'*® ‘ -

Lehih jelasnya, jika sanksi pidana berorientasi pada pertanyaan : "Mengapa
diadakan pemidanaan?”, atau dengan kats lain, sanksi pidana bersifat reaktif
twerhadap suatu perbuatan yang dikualifikasikan sehaga tindak pidana.
Sedangkan sanksi tindakan lebil berorientasi pada pertanyaan @ "Ustek apz
diadakan pemidanaan?”, atau dengan katz lain, sanksi tindakan lobih basifat
antisipatif terhadap pelaku perbuatan,

Hasil peneliian M. Sholehuddin mengungkapkan bahwa bentuk-
benfuk sanksi tindakan banyak yang diperuntukkan pada kerporasi. Namun
demikian, tidak semua perundang-undangan pidana di luar KUHP yang
mencantumkan korporasi sebagat subjek hukum pidana, memuat pula jenis sanksi

7 Satochid Kertanegara menerangkan bahkwa di dalam hukum pidana juga ada sanksi yang
bukan bersifat siksean, vaify apa vang discbut thadakan (mawiregel). Dia menugjuk contoh sanksi
yaug bukan merupakan siksaan itu terdapat dolsm Pasal 45 KUHP. Meski perbedaan sanksi pidany
dan sanksi tindekan apak samar, menurwt Andi Hamesh, sanksi pidana bertitik berat pade
penpenaon sanksi pade pelaku suatu perbuatan, sedanghan sanksi tindakan berfujuan melindungi
masyarskat. Libat @ M. Sholehuddin, Sistem Sonked Dalom Hukum Pidana {Ide Dasar Double
Track System & Implementasinya), (Jakarta: PT RajaCirafindo Persada, 2007}, hal. 51-52.

W4 thid., hal. 54.

Penegakan Hukum..., Nophy Tennophero Suothi,jl-[w[ﬁr%%s indonesia



71

tindakan. Justru lebib banyak yang mencantumbkan jenis sankst pidany dan/atau

sanksi administratif. '**

M. Sholehuddin berpendapat, minimopva perundang-undangasn pidana
yang memuat jeris sanksi tindakan tidak terlepas don kurangaya pemahaman pars
pembentuk undang-undang (dalam hal ini pilek pemcrintab/pengusul suvatu
undang-undang dan kalangan legislalory terbadap hakikat, fungst dan tuiuan
sanksi tindakan tersebut dalam sistem pemidanaan, Hal demikian menuratnya,
berakibat pada penefapan bentuk-bentuk sanksi dalam perundang-undangan
pidana yang tidak teges dinyatakan atau tidak jelas-—-sehingga diragukan---apakah
termasuk jenis sanksi pidana atau sanksi tindakan.'” Berkaitan dengan hal
tersebut, terjadinya kerancuan pengaturan sistem sanksi dalam perundang-
undangan pidans disebabkan dua faktor, yaitu : ketiadzan kriteria dalam
membedakan jenis sanksi dalam hukam pidana dan ketidak-konsistenan dalam

penetapan jenis dan bentuk sanksi,'”’

Dalam Rancangan KUHDP (draft tahun 2008), selain sanksi pidana yang
terdiri atas pidana pokok {puidanz denda) dan pidana tambahan, juga terdapst
" penegasan mengenai pengaturan sanksi tindakan {Pasal 101 sampai dengan Pasal
112). Meskipun dari beberapa jenis sanksi tindakan vagg diatur, hanya dua jenis
sanksi tindaken saja yang dapat dikenakan terhadap korporasi, yaitu perampasan
keuntungan yang diperoleh dan tindak pidana (Pasal 101 ayat (2) huruf by dan
perbaikan akibat tindek pidana (Pasal 101 ayat (2) huraf ¢).

Berbeda dengsn KUHP yang sekarang ini berlaku, mengenai pidana
denda dalam Rancangan KUHP itu ditetapkan berdasarkan kategori, yaifu :
a, kategori [ Rp.1.300.000,00 (satu juta lima ratus sibu rapiah);
b. kategori 11 Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
c. kategori 1H Rp.30.000.060,00 (tiga pulnh juta rupiah);
d. kategori 1V Rp.75.000.000,00 (tojuh puleh lima juta rupiahy;
e. kategori V Ryp.300.000.000,00 (1iga ratus juta rupiah); dan
f. kategori VI Rp.3.000.600.000,00 {tiga miliar ropiah}.

% 1bid., hal. 175-176.
0 Ibid, hal. 177 dan hal. 181,
B, hal, 199,
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Berkaitan dengan pengaturan pidana denda terhadap korporasi dalam
Rancangan KUHP, sebagaimana ditentukan dalam Pasal B0 ayat (4}, (5) dan {6)
menyatakan sebagai berikut :

{4) Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori lebik tinggi
bertkutnya.
(5) Pidana denda paling banyak untuk korporasi vang melakukan tindak pidana
yang diancam dengan :
a. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas)
tahun adalah pidana denda Katepori V;
b. pidana mat, pidana penjara seumur hidup, stae pidana penjara paling lama
20 {dua puluh) tahun adalah pidana denda Kategori VL
(6) Pidana denda paling sedikit untuk korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat
{5) adalah pidana denda Kategori [V,

Persoalan yang ditemui dalam berbagai peraturan di fuar KUHP, yakm
mengenal apabila pidana denda tidak dibayar oleh korporasi telah digkomodir
dalam Rancangan KUHP. Terkait hal itu maka terhadap korporasi dikenakan
pidana pengganii berupa: pencatnitan izin vsaha atau pembubaran korporasi (Pasal
85). Sedangkan berkensan dengan pidans tambahan, Rancangan KUHP
menentukan terhadap korporasi dapat dijatuhkan putusan berupsa pencabutan
segala hak yang diperoleh korporasi (Pasal 67 ayat (3) jo Pasal 91 ayat (2)).

2.4. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Prakiik Peradilan

Secara teortis permasalahan pertanggungiawaban pidana korporasi
telah sering diperdebatkan. Selanjulnya, olel pembuat undang-undang masalah ini
diakomodir ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP.
Pembahasan pada bagian ini hendak menunjukkan perkembangannya dalam
praktek peradilan kita.

24.1 FKasus Bocomnya Pipa Tangki Minvak Solar milik PT Kereta Api Indonesia
Kasus bocornya pipa tangki minyak solar milik PT Kereta Api

Indonesia di Yogyakarta,'® ini melibatkan terdakwa BT, karyawan PT Xereta Api

" putusan PN Yogyakarta No. 120/Pid BAO0A/PN, YK tanggal 10 Maret 3005,

Universitas Indonesia
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Indonesia yakni Kepala Depo Traksi Daerah Operasi VI Yogyakaria, didakwa
oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam waktu antara tahun 1997 sampai dengan tahun
1999, karena kelapaannya telah menyebabkan bocornya tengkt minyak solar
sehingea mengakibatkan tercemamya alr sumur warga sekitar, Terdakwa didakwa
dengan dakwaan pertama Pasal 42 ayat {1} UU No. 23 Tahun 1997 jo Pusal &4
ayat (1) KUHP dan kedua, Pasal 42 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 jo Pasal 64
ayat (13} KUHP.

Dalam putusannya, majelis hakim PN Yogyakarta menyatakan
terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertanna dan
menjatuhkan pwdana penjara selama | {saty) tahun dan denda sebesar
Rp.10.000.000,- (sepulub juta rupiah) subsider kurungan selama 2 (dua) bulan,
Berkaitan dengan korporasi, sekalipun tidak didakwa (sebagal terdakwa) dalam
surat dakwaan, PN Yegyakarta mempertimbangkan mengenal pertanggung-
jawaban PT Kereta Api Indonesia dalam kasus fersebut. Pertimbangan tersebut
sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 U1 No. 23 Tahun 1997 mengatur
tentang (indakan tata tertib yang bisa dipenimtabkan untuk dipersahi,
sehubungan dengan tindak pidana yang telah terbukti menimbulkan
pencemaran hngkungan.,

Menimbang, bahwa meskipun tercemarnya sumur-sumur warpa Jagren dan
Gedong Tengen yang telah terbukti karena kelalaian/kealpaan dan terdakows,
naman kasus ini tidak dapat dipisabkan ateu terkait erat dengan Keberadaan
PT. Keretz Api Indonesia di Stasiun Tugs Yogyakarta karens perangkat vang
terbukti bocor dan menimbulkan tercemamya sumur warga adalah milik PT
Kereta Api Indonesia tersebut schingga Majelis Hakim perlu menckankan
kepada PT. Kereta Api Indonesia dan terdakwa agar melaksanakan dengan
sungguh-sungeuh kesepakatan bersarma antara warga dengan PT. Xereta Api
Indonesia, scbagaimana tertuang dalam Akia Notaris Bimo Seno Sanjaya, SH
No. 7 dan § tanggal 10 Mei 2003,

Selanjutnya dalam salab satu smar puiusan perkara tersebuf, PN
Yopgyakarta juga menjatuhkan sanksi kepada PT. Kereta Api Indonesia dengan
memerintahkan kepada PT. Kereta Api Indopesia dan terdakwa unink melakukan
penulihan linghungsn vang tercemar, schingge dapat dimanfast-kan sepertl semula
stsual dengan peruntukkannya.

Patusan ini merupakan terobosan hukum dalam hal penjatahan sanksi
kepada korporast (selain perorangan). Putusan pengadilan ini merupakan

perkembangan yang ssagat maju. Sebelumnya pengadilan baru sebatas
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mempertimbangkan kedudukan korporasi dalam pertimbangan hukum putugan
bahwn perbuatan terdakwa {pengurus korporasi) dapat dipertanggungjawabkan
kepada korporasi,

242 Kasus Korupsi Pengadaan Busway

Kasus ini merupekan perkars Undak pidana Korupsi dalam kasus
proyek pengadaan Busway di Dinas Perhubungan Propinsi DK Jaksrta Tahun
Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004.'" Pada perkara ini, Jaksa Penuntut
Umum mendakwa Budhi Susanio selaku Direktur Ltama PT Armada Usaha
Bersama,'”! '

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam menentukan
apakah tndak pidana dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sccara
pribadi astaukah dalam kedudukannya sebagai organ korporasi, berpendapat
sebagai berikut ;'

Menimbang babwa, subjek hukom atan pelaku findak pidana korupsi
menurut Pasal 1 ayat 3 U1 No, 3171990 adaish orang perseorangan atau
suaty korporasi,

Menimbang bahwa seperti dipertimbangkan dimuka bahwa benar terdakwa
adalah selakuw Direktur Utama. PT AUB vang berarii terdaikowa dapat
bertindak selakn perseorangan dan dapat pula bertindak untuk dan atas nema
FT. AUB.

Dari pertimbangan hukem tersebut menimbulkan perfanyaan,
bagaimena malelis hakim mempertimbangkan kedudukan terdskwa dikaitkan
dengan perbuatannya  dalam melakukan tindak pidana  korupsi?  selaku
perorangankah atau selaku organ korporasi atan kedua-duanya?. Menusut
pendapat penulis, apabila dilihat dari pertimbangan bukum di atas, Majelis hakim
perkara terscbut memandang terdakwa dalam kapasitas pribadinya mewakili

1% Putusan Pengadilen Tindak Pidana Korupsi pads PN Jakaria Pusat Ne. 19/PID B/ TPK/
2006 NLIKT PST tanggsl 04 April 2007,

™ Terdakwa didakwa dengan dakwaan Primaic : Pasal 2 ayat {1} jo Pasal 18 UU Ne. 31
Tabua 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidans Konipsi sebagaimana telah diubah dengun UU
No. 20 Tabun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHF jo Pasal 55 ayat {1} ke-1 KUHP, Subsidair ©
Kesaty: Pasal 3 jo Pasal 18 ULl No. 31 Talum 1999 tenlany Pemberaninsan Tindak Pidana Korupsh
sebagaimana telab diubak dengan U Mo, 26 Tabun 20081 jo Puasal 35 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal
64 ayat (13 KUHP stan Kedus ; Pasal 3 jo Pasal 15 jo Pasal 18 (U No. 31 Tahon 1549 tentang
Pemberantssan Uindak Pidana Korupsi sebagaimana telah divloah dengan UU No. 20 Tahon 2001
jo Pasal 56 ke-1 KUHP,

155 putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat No. 19/PID.B/
TPE/ZO06/PNIKT PST tanpgal 04 April 2007, op.cit., hal. 302
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perorangan dan sekaligus juga dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai
Direktur Utama PT Armmada Usaha Bersama (korporasi). Persoalannya, apakah
dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa terdakwa Budhi Susanto
yang diperlanggungjawabkan dalam hal ini pada dasamya adalah
mempertanggungjawabkan perusahaannya {(PT AUB). Dengan lain perkataan,
apakah dengan demikian pengadilan telah mengakui pembuat tindak pidana
adalah korporasi (PT AUB)? Mengenai hal ini harus dilihat, apabila menurut
pengadilan perbuatan yang didakwakan terbukti dan amar putusannya yang
diajtuhkan tidak hanya terbatas pada terdakwa, tetapi juga korporasi.

Berkenaan dengan pembuktian dakwaan dalam unsur “melakukan
perbuatan memperkaya din sendid atau orang lain atau suatu korporasi®, Majelis
Hakim mempertimbangkan tindakan terdakwa dengan mengaitkannya untuk

pembebanan untuk membayar vang pengganti denda bagi korporasi sebagaimana
pertimbangan berikut :'*®

Menimbang bahwa, untuk mendudukkan dimana letak kedudukan terdalowa
dalam tindakannya selaku perseorangan dan atau selaku Dirut PT. AUB
dalam kaitannya dengan pembebanan untuk membayar vang pengganti denda
bagi korporasi, maka acuannya terletak kepada berapa besar kerugian
keuangan negara yang membuat memperkaya diri terdakwa atau orang lain
atau suatu korporasi.

Menimbang bahwa, oleh karena sudah dipertimbangkan dimuka, terdakwa
telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp.2.124.717.264,00 (dua milyar
seratus dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus enam
puluh empat rupiah) dan orang lain sebesar Rp.1.259.322.363,00 (satu milyar
dua ratus lima pulus sembilan juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus
enam puluh tiga rupiah), maka selisih dar kerugian negara sebesar
Rp.10.621.101.594,32 (sepuluh milyar enam ratus dua puluh satu juta seratus
satu ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah tiga puluh dua sen)
dikurangi Rp.3.384.023.622 (tiga milyar tiga ratus delapan puluh empat juta
dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh dwa rupiah) yaitu
Rp.7.237.061.972,32 (tujuh milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam puluh
satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah tiga puluh dua sen) harus
ditanggung oleh suatu korporasi.'’?

Majelis hakim berpendapat bahwa kerugian keuangan negara dalam
tindak pidana korupsi itu yaitu sebesar Rp.7.237.061.972,32 ditanggung oleh
korporasi. Artinya kepada korporasi dibebankan pertanggungjawaban mengganti
kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan tindak pidana korupsi

1% Ibid.
97 wbid.
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vang terbukti dilakukan oleh terdakwa. Hal ini juza {emvata dari pertimbangan
berikut

Menimbang bahws, sesual dengan Pasal 20 ayat 7 UU No. 31/19%9 bahwa,
terhadap Korporas: tersebul hanya dipidana denda dengan ketentuan pidana
denda ditamibial 1/3 {sspediga).

Meniinbang bahwa, dengan demikian pidana denda yong harus dikenskaw
diganti kepada dan  oleh  komporasi dalam  perkara aquo  adataby
Rp.7.237.061.972,32 difambah 1/3 (sepertipa} dari Rp.7.237.061.972,32
yaitu sebesar Rp.2.412.353.990,77, sehingga kesclurchannya mienjadi sebesar
Rp.9.649.415.963,09 (sembilan milyar enam ratus empat puluh sembilan juta
empat ratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh riga rupiah sembilan
§en).

Menimbang bahwa, dalate perkara aquo, korporasi yang mengikatkan diri
dengan Dishub DKI Jakarta hanyalah PT. AUB.

Dart pertimbangan tersebut, secara jelas majelis hakim menystokan
korporast dijatubi sanksi membayar denda. Dengan katz lain, pengadilan
menyatakan bahwa pertanggungjawsban pidana tidak hanya dikenakan kepada
terdakwa saja tetapl juga kepada kerporasi {(PT. AUB), yaitu berupa denda,
sebagatmana ketentuan dalam Pasal 20 avat (7) UU No.31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dlhubl]ngkan dengan perkernbangan penenmaan dan pertanggung-
jawaban pldana korporasx seni;;éélm subjek tindak p:dana, terutama dalam hal
pemidanaan, dalam praktik peradilan pidana hal ini dapat dipandang telah
mengalami kemejuan karena korporssi telah dijatubi pidana pokok (denda).
Namun sctelah diteliti lebih jauh lagi, ternvata dalam amar putusan perkara
tersebut, Majelis Hakim hanya menjstubkan pidana kepada terdakwa yaitu pidana
penjara 5 (lima) tahun dan denda sehesar Rp 200.000.000,- {dua ratus juta rupiah)
serta menghokum terdakwa  untuk  membayar uang pengganti  sehesar
Rp.2.124.717.264,00 (dua milvar seratus dua puluh empat juta tujuh rates tujuh
belas ﬁbu dua ratus enam puluh empat rupiah), Sedangkan terhadap korporasinya
Majelis Hakim tidak menjatahkan sanksi apa pun.

243 Xasus Pembukaan Lahan depgan Pembakaran

Kasus ini menjadi perhatian penulis berkalian perlanggungjawaban
pidana terhadap korporasi dalam perkara lingkungen hidup. Pada kasus yang
diputus PN Banglinang dengan putusan No. 19/Pid B200U/PN.BEN tanggal 1
Oktober 2001 ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa Mr. C. Gobi selaku

Penegakan Hukum..., Nophy Tennophero Suoth%mrﬁjsgs Indonesia



77

General Manager PT Adei Plantation & Industry bersama-sama dengan Joko
Waluyo, Revinde Simapgunsong dan Ir Mubammad {disidangkan secara
terpisah), baik bertindak sccara bersama-sama maupun secara sendiri-sendint stas
nama PT Adei Plantation & Industry.'”

Dalam mengntukan apakah tindak pidanz vang didakwakan kepada
terdakwa  dipertanggungjawabkan kepadanya secara pnbadi wtaukah dalam
kedudukannya sebagal organ korporasi, Majelis hakim berpendapat sebagai
berikut :

Menimbang, balwa dengan demikian jelas Mr. C. Gobi selaku JGeneral

Manager PT Adei Plantation & Industry yang merupakan organ dari P17 Adel

Plantation & Industry itu sendini bukan sebagai manusia alamiah yang

bertindak untuk dan atas nama korparasinya.m

Pertimbangan hukum lainnya juga terithat dinvatakan secara tegas oleh
majelis hakim lersebut bahwa tidak hanya ferdakwa saja, tefapi juga kapasitas .
Muhammad, Joko Waluyo dan Revindo Simangunsong sebagal organ korporasi.
Pernyataan itu sebagat berikut :*%°

Menimbang, balywa sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada babagian

terdahulu, dimana baik terdakwa Mr, €. Gobi ataupun Ir. Mubhammad, Joko

Waluyo dan Revindo Simangunsong. dengan sengaja telah membiarkan

keadasn yang mempunyai potensi tinggi terjadinya kebakaran, dan ternyata

kemudian kebakaran bepar-benar terfadi secara berulangkali, di sint terdaiova
atau yang lainnya ito adalah sebagai organ korporasi.

Dari pertimbangan tersebut nyata bahwa pengadilan memandang
perbuatan pencemaran dan perusakan linglamgan hidup akibat terbakarnys lahan
PT Adei Plantation & Industry adalah merupakan tindak pidana yang dilakukan
terdakwa selaku General Manajer bersama-sama dengan Joko Waluyo, Revindo
Simangunsong dan Ir Muhammad selaku organ perusahaan tersebut.

Terhadap perkara itu, Chairul Hoda menyatakan pendapat bahwa
terdakwa mempunyat “kedudukan fongsional” dalam PT Adei Plantation &
Industry. Dengan demikian hal ini bukan tindak pidana terdalowa sendiri, tetapi

penyertaan findak pidana suatu korporssi bersama-sama pengurusnya yang

% Terdakwa didakwa dengan dakwaan primair : Pasal 41 ayat (1) jo Pasal 46 UU No, 23
Tahun 1997 jo Pasal 55 ayat (13 ke-le KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, subsidair : Pasal 42 ayat
(1) jo Pasal 46 UU No. 23 Tabun 1997 jo Pasal 55 ayat (1) ke-le KUHP jo Pasal 64 ayat (1)
KUHP.

152 Pumsan PN Bangkinang Mo. 19/Pid B/200 /PN BKN tanggal 1 Oktober 2001, hel. 80,

T phid., hal. 82,
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berkedudukan fungsional menentukan kegiatan usaha PT Adei Planfation &
Industry. Menurutnya, hal ini ternyata dari pertimbangan hukum berikutnya :***

Menimbang, bahwa karena tordokwa seleku organ Korporasi bertindak/
melakukan sesuatu bukan atos kewenangamnya sendiri secara pribadi
wwlainkan alas wewenang vang sah dan korpomsi yang bersangkuian,
schingga korporasi {idak dapat melepaskan diri bepito saja atas porbunian
yang dilakukan oleh pengurus organnya,

Bahwa hal flu juga disebabkan karena perbuatan korporasi selalo diwajudikan

melajui perbuatan manusia, sehingga seliap perbuatan organ manusia dalam

badan hukum/korporasi, asal sesuai denpan tujuan korporasi dapat diper-
tanggungjawabkan kepada korporasi.”

Pada bagian lain perlimbangan putusan  itu, Majelis  Hakim
berkesimpulan bahvwa tindsk pidana vang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan
untuk dan atas nama PT Adel Plantation & Industry dan kapasitas terdakwa
adalah schapai pemimpin pelaku perbuatan (faetual leader)

Namun demikian, meski kesalahan terdakwa yang telah ferbukti secara
sah dan meyakinkan menurut hukum vang menyebabkan dapat ditentukanuva
"pertanggungiawaban terdakwa dan korporasinya’, ternyata tidak dipertimbangkan
dengan baik oleh majelis hakim dalam menentukan *dapat dipidananya’ pembuat
tindak pidana ini. Artinya, sekalipun majelis hakim berkeyakinan bahwa-tindak
pidana im adalah tindak pidana korporasi, tetapi pemidanaannya hanya diterapkan
terhadap “pembuat matenilnys’, yaitu terdakwa, sementara korporasinya tidak
dikenakan pidana apa pun2®

Dalam putusannya itu, Majelis Hakim PN Bangkinang menyatakan
terdakwa tersebut dinyatakan terbukti melanggar dakwaan primair, schingga
kepadanya dijatuhi pidana penjara selama 2 {(dua) tahun dan denda schesar
Rp.230.000.000,- (dua ratus lima pulub juts rupiah} dan jika terdakwa tidak
mampu membayamya diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.

Pada tingkat banding, meski membatalkan putusan PN Bangkinang
tersebut dan menyatakan bahwa terdakwa terbukti melanggar dakwaan subsidair
serta menjatubkan pidana penjara selama delapan bulan dan denda schesar
Rp.100.000.000.- (seratus juia rupish) vang jika denda itu tidak dibayar diganti

M Chairul Hads, op.eit,, hal, 195,

2 Putusan PN Bangkinang No. 19/Pid.B/2001/PN.BKN tangeal 1 Oktsber 2001, op.cit,,
hal, 84,

W rhid, hal, 197
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dengan pidana korungan selara empat bulan, Pengadilan Tinggi Riau juga hidak
meniatuhkan sanksi kepada korporasi (PT Adei Plantation & Industry).”™ Putusan
banding tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung. ™

Hal im tenitn saja menimbulkan pertanyaan, mengapa pengadifun
terschut tidak menjatohkan sanksi kepada korporasi padehal korporasi tersebut
telah dinyatakan bersalah dan mestinya pertanggungjawaban pidana terhadapnya
juga dapat dijatubkan. Penulis memperkirakan, hal ini tegadi karena Majelis
Hakim berpatokan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak
mendakwa komporasi {(terpissh dart organnya), sehingga herdasarkan prinsip wftra
perite taaka terdapat keraguen baginya untuk menjatubkan hukuman terhadap

korporasi.

24.4 Kasus Teronsme

Berbeda dengan putusan PN Bangkinang di atas, perkembangan
berikutnya mengenat pertanggungiawaban pidana korporast dalam prakiek
peradilan pidana terlihat dalam perkara terornisme. Sebagaimana sepintas telah
disinggung diatas, hal ini berkaitan dengan putusan PN Jakarta Selatan dalam
perkara atas nama terdakwa Zuhroni als Zainudin Fahmi als Oni als Mbah als Aba
Irgyad als Zarkasih als Nwaim dan ferdakwa Ainul Bahri ais. Yusron Mahmudi
als. Abu Dujana als. Abu Musa als. Sorim als. Sobirin als. Pak Guru als Dedy als
Mahsun bin Tamfi Tamami®®

Dalam kasus Ind, seperti halnya kasus pembukasn lshan dengan
pembakaran di atas, formulasi sural dakwaan terhadap korporasinya minp, yaitu
disamping didakwa melakukan tindak pidana terorisme, kedua terdakwa fersebut
juga didekwa oleh Jaksa/Penuntut Umum melakukan findak pidana atas nama

korporasi (in casu organisasi al Jamaah al Islamiyah)®® Pertanyaannya, apakah

04y shat : Putusan Peagadilan Tinggi Rian No. 75/Pid/200 /PTR. tanggal 11 Pebruar 2002.

5 putusan Mahkamah Agang RI No. 811 K/Pid/2002 tanggal 27 Juai 2002

% Putusan PN Jakaris Selatan No. 2191U/PidBAR007/PN TktSel tanggal 21 April 2008
dalam perkara alas mama terdakwa ZUHRONI ale ZAINUDDN FATDMI als ONI als MBAH als
ABU IRSYAD als ZARKASIH ALS NIPAIM. dan Putusan PN Jakarta Selatan Mo. 2189/Pid.B/
2607/PN Tkt Sel tanggal 21 Apeil 2008 dalem perkara afas nama terdakwa AINUL BAHRI als.
YUSRON MAHMUDI als. ABU DUJANA als. ABU MUSA als, SORIM als. SOBIRIN als. PAK
GURU als DEDY als MAHSUN BIN TAMLITAMAMIL

7 Terdalowa ZUHRONI als ZAINUDIN FAHMI als OMI als MBAH als ABU IRSYAD
als ZARKASIH ALS NUATM didakws dengan dalowaan kumulatif kesaty primair : Pasal 135 o
Fasai 0 PERPPI MNo. 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disabkan mengadi UU Mo, 13 Tahun 2003,
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dengan demikian komporasi dianggap telah melakukan tindak pidana (terorisme}
dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana maupun dipidana?

Teloh divraikan di atas, bahwa dalam perkara tersebut pengadilan telah
menerima organisasi of Jomaoh of Islumivah sebagal termasok dalam pengertian
“korporasi”. Dalam kasus ini, Majehis Hakim mempertimbangkan kedudukan
para terdskwa dalem organisasi tersebul dan menganggap perbuatan dan
kesalahan para terdakwa juga mwerupskan perbuatan dan kesalahan korporasi
sebagaimana terlihat dalam pertimbangan hukum berikut

Menimbang, bahwa dari fakia-fakio terschut di alas, dihubungkan dengan apa

vang telah terbukli pade dekwaan kesatu primer, telah temyata pula bahwa

perbuatan terdakwa selake LILA pada korporasi berupa Jamaah af Islentiyal
tidak ierigpas dori perawan ierdakwa dalsm organisasi atau korporasi
tersebut.??

Berdasarkan pertimbangan hukam di atas, Majelis Hakim menyatakan
perbuatan pidana terdakwa yang telah terbukii pada dakwaan sebelumnya juga
merupakan perbuatan pidana korporasi terscbut. Dengan demikian, menuruat
pengadilan korporasi juga telah melakukan perbuatan tindak pidana terorisme,
melalui pengurus korporasinya (terdakwa), Oleh karenanya, pertanggungjawaban
pidana juga dapat dibebankan kepada korporasi tersebut. Selanjuinya, selain
menjatuhkan pidana kepada pars terdakwa, Majelis Hakim juga menghukum
korporasi untuk membayar denda.

Sebaggimana telah disebulkan sebelumnya, meskipun formulasi sorat

dakwaan terkait keterlibatan korporasi dalam tindak pidana dalam kasus ini mirip

suhsidair Pasal 13 huruf a PERPPU Mo, 1 Tabun 2002 schagaimana telab disshkap meniads Ui}
Neo.15 Tahun 2003 dan kedug @ Pasal 17 ayat (2) PERPPU No. 1 Tabun 2002 sebagaimang telah
disehkan menjadi UU No.15 Tahun 2003 woteng Pemberaotasan Tindak Pidana Terorisme.
Sedangkan terhadap terdabwa AINUL BAHRI als. YUSRON MABMUDI als. ABU DUJANA
als. SORIM als. SOBIRIN zks. PAK GURY als DEDY sls MAHSUN BIN TAMLI TAMAMI
juga didakwa dengan dalewsan kumwiatif vaity kesatn - Pasal 15 jo Pasal $ PERPPU No. | Tahun
2002 jo Pasal 1 UU No.15 Tabuo 2003, kedus @ Pasal 13 haraf a PERPPU No. 1 Talum 2002 jo
Pasal 1 UU No.15 Tahun 2003, korea  Pasal 13 horuf b dan ¢ PERPPU No. T Tabun 2002 jo
Basal 1 U No.15 Tahun 2003 dan keempat primair @ Pasal 17 {13 den (2) jo Pasal 15 jo Pasal &
PERPPU Wo. | Tahun 2002 sebageimouna telsh disabkan menjadi UU Ne.l5 Tahun 2603,
sobsidair: Passl 17 (1) dan (2} io Pasal 13 hunuf a PERPPU jo Pasal 1 No. 1 Tabun 2002
sebagaimans telab disahkan meniadi WU No 18 Tabun 2603, lebih subsidatr : Pasal 17 (I} dan (2)
jo Pasal 13 haruf b dan ¢ PERPPU No. | Tehun 2602 Pasal 1 UU Ne.15 Tahun 2003 teatang
Penetapan FERPPU No. | Tahun 2002 1aotang Percberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi
Undan%uunéang,

% Putusan PN Jukarta Selatan No. 2191/Pid B/2007/PN Jkt Sel tanggal 21 April 2008,
op.cit.,, hal. 87. Dapat juga dilthat dalam Putusan PN Jukara Selatan No. 2188/Pid BI2007/
PN.¥kr.8el tanggal 21 April 2008, ap.ofr., hal. 76.
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dengan kasus pembukaan lahan dengan pembakaran di atas, tetapi ternyata
berbeda dalam putusan terhadap korporasi. Disamping menjatuhkan pidana
penjara kepada kedua terdakwa tersebut masing-masing selama 15 tahun, Majelis
Hakim juga menghukum A! Jamaah Al Islamiyal sclaku korporasi dengan pidana
denda (pada masing-masing kasus itu) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta
rupiall) dan menctapkan korporasi terscbut dinyatakan sebagai korporasi yang
terlarang.

Persoalan yang muncul dalam pemidanaan kasus tersebut adalah
berkaitan dengan diterimanya organisasi ! Jamaah al Islamiyah sebagai
korporasi yang statusnya bukan berbadan hukum. Hal ini menyangkut pertanyaan,
jika dalamn kcadaan demikian kepada siapa nantinya akan dituntut pembayaran
pidana denda itu. Bagian ini menjadi penting dijawab, mengingat sekalipun
organisasi tersebut pertama, mempunyai struktur dan kedua, terdapat adanya
pembagian tugas (fob description) sesuai pertimbangan hukum pengadilan yang
telah diuraikan di atas, namun tidak terdapat kejelasan dan kepastian mengenai
kedudukan atau domisili organisasi itu dalam kenyataannya. Singkatnya,
bagaimana sikap pengadilan mengenai persoalan ini.

Mengenai -penjatuhan pidana denda kepada korporasi, dalalﬁ amar-
putusan kedua kasus itu, pengadilan menyatakan sebagai berikut 207

Menghukum Al Jamaah Al Islamiyah selaku korporasi yang salah satu
pengurusnya adalah terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah).

Berdasarkan bunyi amar putusan tersebut, menurut penulis Majelis
Hakim hendak menyatakan pidana denda yang dijatuhkan terhadap korporasi itu
ditanggungkan kepada terdakwa selaku salah satu pengurusnya. Penafsiran ini
didasarkan pada pertimbangan hukum yang berbunyi :*'°

Menimbang, bahwa dengan melihat dan mencermati perkara ini maka
Majelis berpendapat bahwa korporasi ini jelas dan tidak akan mungkin
berbadan hukum karena untuk mencapai tujuan dari sekelompok orang
tersebut yaitu terdakwa dengan terdakwa lain dalam perkara terpisah
dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi dan faktanya adalah ada diantara

% Putusan PN Jakarta Selatan No. 2189/Pid. B/2007/PN.Jkt.Sel, ibid., hal. 93.

210 1hid., hal. 77. Pertimbangan hukum menyangkut kepada siapa pidana denda akan diper-
tanggungkan demikian tidak pemulis temukan dalam putusan PN Jakarta Selatan No. 2191/
Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel tangpal 21 April 2008.
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mercka saling kenal tetapn juga ada orang-orang tersebut tidak perlu
dikenalkan,

Meanimbang, bahwa dengan tidak ada kejelasan korporast dalam tmdak
pidana ierorisaic dipastiken belumn berbentuk badan hukum maka kalaupun
korporasi terschui diiatuli pidans maka kepade terdakwalah yang harus
mepangeung pidana denda”

Pendapat serupa dikemukakan oleh Tolok Bambeng, saloh satu
anggota tim Jaksa Penuntut Umum dalam kedua kasus ito, dengan menyatakan
bahwa berdasarkan putusan demikian maka eksekusi mengenai putusan pidana
denda {tuntutan pembayaran denda) ditujukan terhadap para terdakwa.?'!

Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan putusan kasus tersebut adalah
pengadilan telah dapat menerimia korporasi sebagal subyek huokurn, sehioggs
kepadanys dapat dituntut pertanggungjawsbkan pidana. Dalam konteks demikian
memungkinkan pengadilan menjatubkan pidana kepada korporasi.

Menurut penulis, seperti hainya dalam kusus pembukaan lahan dengan
permbakaran di atas, maka spabila menganggap korporasi juga terlibat dalam
tindak pidana terseébut dan hendak dilakukan penuntutan pidana kepadanya,
seyogysnya Jaksa/Penuntut Umum mendakwa korporasi secara tersendiri
{meskipun mungkin termuat dalam satu surat dakwaan fetapi dengan identitas dan
materi terpisah dengan dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa). Misalnys,
terdakwa I (perorangan) dan terdakwa Il (korporasi). Sekalipun panti dalam
pembukiian mengenal kesalahan dan tindak pidana korporasi dilakukan dengan
menpambil alih kesalahan dan tindak pidana terdekwa 1. Dengan demikian,
pertanggungjawaban yang dituju, dalem hal ini disnaksudkan korporasi (seiairz
terdakwa perorangan) menjadi jelas sehingga tidak menimbulkan keragoan bagi
hakim dalam penjatuhan pidana terhadap korporasi. Karena dengan formulasgi
surat dakwaan seperti dalam kasus imi tidak menggambarkan secara jelas apakah
terhadap korporasi juga dilakukan penunfotan pidane atanksh tuntutan pidana
hanya ditujukan terhadap terdalowa perorangan,

' Berdasarkan wawancara dengan Totok Bambang, 8H pada hari Selasa tanggal 3 Maret
2009 di ruang Satuan Tugas Pemberantasan Tindak Pidang Terorisme di Kejaksaan Agung RI.
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24.5 Kasus PT Newmont Minghass Raya

Berkaitan dengsn pertanggungiawaban pidans ferhadap korporast,
perkembangan  lebibh maju torlihal dalam kasus perkara  hingkungen yang
melibatkan PT Newmont Minghass Raya (PT NMR}“Z& Mengapa demikian?
Berbeda dengan kasus-kasus di alng, kasus yang disidangkan di PN Manado ini
merupakan kasus pertama dalam praktek peradilan pidana yang menempatkan
korparasi sebagai terdakwa (lerpisah dengan pengurusnya).

Y
Menurut Purwanm,””

salah scorang Jaksa/Penuntut Umum dalam
perkara itu, PT NMR mesti dijadikan terdabova terpisah dan pengurusnya karena
perbuatan pencemaran jaet dt Teluk Buysl merupakan tanggung jawabnya,
Dengan melakukan pembuangan tailing ke laut, PT NMR mendapat keuntungan
karena biaya yang dikeluarkan lebih murah dani pada menggunakan bentuk
pembuangan dengan cora  lafn. Itulah  sebabnya  Jaksa/Penuntut  Umum
mengajukan terdakwa | yatte PT NMR (korporasi) yang diwalahi oleh Richard B,
Ness {Presiden Direktur PT NMR) *™ dan terdakwa 1f Richard B. Ness selaku
Presiden Direktur PT NMR ke persidangan dengan dakwaan pencemaran dan
perusakan lingkungan di Teluk Buyat.*"”

Berkaitan dengan subyek hukum korporasi, Majelis Hakim dalam
putusan tersebut tidak mempersoalkan mengenai terdakwa 1 yaitu PT NMR
(korporasi) tersebut. Deagan kats lain, hakim bersandar kepada peagertian istilab
“orang” dalam Passl | angka 24 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup, yang menyebutkan: orang adalah orang perseorangan, dan/
atau kelompok orang, dan/atau badan hukum. Lebih jauh lagi, mengenal siaps
yang mewakili korporast itu juga tidak mendapat perhatian darl Majelis Hakim,
Dengan demikian, PT NMR vang diwakili oleh Richard B. Ness (Presiden

2 putisan PN Manado No, 284/Pid B/2065/PN Mdo tanggal 24 April 2007,

8 Berdasarkan wawancara dengan Purwanta, $H, pada tanggal 17 Juni 2008

M Dalam kasus ini Terdakwa T (PT NMR) didakws denpan dakwaan  primaiy: Passl 41 ayat
{1} jo Pasal 45, Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 UL No. 23 Tabun 1997; sbsidaic Pasal 43 ayst (1)
JFo, Pasal 46 ayat {1} dan Pasal 47 UL No, 23 Talma 1997; lehih subsidair Pasal 42 ayat {1} fo,
Pasal 46 ayat (1)} dan Pasal 47 UL No. 23 Tahun 1997; lebih subsidair lagi: Pasal 44 ayst {1}, Pasal
46 ayat {13 dan Pasal 47 UU No. 23 Tahun 1997,

@ "z‘erdakwa I Rmzm H. Ness didakowa dengan daimaan prmair: Pasal 41ayat {Z} Uy

UU MNe. 23 Tahun 199? Wﬁgm P&saf 44 ayat (1} UU No. 23 'lahuzt 1997,

Universitas Indonesia
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Direktur PT NMR) dianggap patut secara hukom. Menurut penulis hal t penting
berkaitan dengan mekanisme penunjukkan perwakilan korporasi di persidangan,

Sikap berbeda ditunjukkan oleh terdakwa | {(PT NMR) yang memper-
soulkan berkaitan dengan pihak yang didakwa mewakilinya. Hal ini dikemukakan
schagal berikut 21

PT NMR scbagai badan hukum memiliki organ-organnyva yang terdint terdin
dart pengurys {direksi} dan karyawan, komisaris, pemegang saham.
Sebagaimana lelah disampaikan dalam BAP, struktur organisas PT NMR
adalah terdiri Presiden Direkiur dan 4 direkturdirektor. Dalam tingkat
operasional selidaknya ada & manajer yang membidangt masing-masing
hidang yang berbeda. Karyvawan sckitar 400 orang selama masa periode
tambang. Semuanya secara hukum dapal hadir dalam sidang ini atau
menunjuk siapa yang mewakilinya. Akan tetapi dalam perkara ini, secara
sepihak dan begitu saja Richard Bruce Ness dipanggil penyidik dan
kemudian dijadikan scbagai Terdakwa dalam kapasilasnya untuk mewakili
PT NMR oleh Tim Jaksa Penuntut Umum, Padahal pada saat yang sama
karena kedudukannya sebagai Presiden Direktur, Richard Bruce Ness juga
telah dijadikan sebagai Terdakwa IL Secara teorisis kepentingan keduanya
bisa berbeda atau conffict of interest. Dengan menetapkan derikian maka
Surat Dakwaan telah melanggar asas non self incrimination (vide, Pasal 163
betir 2 KUHAPY. Oleh karenanya, sccara hukum seharusnya bukan peoyidik
dan Tim Jaksa Penuntut Umum yang menentukan siaps wekil PT NMR
sebagai Terdakwa dalam perkars ini tapi PT NMR sendin, Namun, tanpa ada
pilikan Terdakwa I diwakili oleh Richard Bruce Mess, pada hsl sudah
ditetapkan juge sebagai sekarang terdakwa Il dalam kapasitasnya scbagai
Presiden Direktur PT NMR.

Keprihatinan mengenai permasalahan int pernah dilontarkan Mardjono
Reksodiputro pada saat men}}zmpaii(aa Pidate Diss Natalis Pergoruvan Tinggl
Iimu Kepolisian vang ke-47 di Jakarta tanggal 17 Juni 1993, Hal itu dinyatakan
berkenasan dengan hipotesis belfau bahwa nampaknya kalangan penegak hukum
belum siap menenima korporasi sebagal tersangka dan terdakwa di sidang
pengadilan. Padahal kemungkinan meouniut dan memidapa korporasi telah
dimungkinkan sejak tahun 1955. Berkut pemyataannya:

Sebagal indikator belum tertariknya kalangan penegak hukum meuguii
kemungkinan suatu korporasi menjadi tersangka ataupun terdakwa adalah
bahwa permasalahan inipun tidak pernah terungkap pada waktu kalangan
hukum (para teoretisi maupun praktisi}) memperdebatkan penyonsunan
KUHAP lebih dari sepuluh tabun lalu, Bukankah dalam KUHAP seharusnya

HE | uhmt M.P, Pangaribuan, did, Pembelaan (Pleidoi} Terdakwa [ P1' Newroont Misahasa
Raya) yang disampaikan pada persidangan tanggal $ Jamwari 2007 i PN Manado, hal. 27,
Penegasan keterangan lersebul juga disampaikan Dymas Satrioprojo, SH dari Luhut Marihot
Parolian Panganbuan (advocates & counsellors ar lovw)y pada sast dilakukan wawancara pada
taneaal 3 Maret 2009,
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diatur siaga yang mewakili apabila korporasi menjadi tersangka dan
terdakwa??"’

Tentang persoalan siapa yang mewakili korporasi di persidangan
dalam kasus ini patut mendapat perhatian. Titik pangkal persoalan ini dapat dilihat
dalam perumusan UU No. 23 Tahun 1997 (Pasal 46 ayat 3 dan 4} yang
nampaknya merumuskannya kurang tegas.”'® Ketentuan itu berbunyi :

(3) Jika tuntutan dilakukarn terhadap badan hukum, perscroan, perserikatan atau
organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-surat
panggilan itu ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau di
tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.

(4) Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan,
yayasan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakili cleh bukan
pengurus, hakim dapat memenntahkan supaya pengurus menghadap sendin di
pengadilan. .

Oleh karena PT NMR merupakan korporasi berbentuk badan hukum

sehingga mestinya perusahaan ini tunduk pada ketentuan UU No. 1 Tahun 1995

tentang PT (sebelum diganti dengan UU No. 40 Tahun 2007). Ketentuan Pasal 82

UU itu fnehyebut : Direksi bertanggung jaWab -penuh atas pengurusan persercan

unfuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam

maupun di luar pengadilan. Dikaitkan dengan Pasal 83 ayat (1) UU tersebut maka

”Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, maka yang

berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi kecuali ditentukan

lain dalam Undang-undang ini dan atan Anggaran Dasar”. Berdasarkan itu maka

mekanisme penunjukkan “siapa yang mewakili” korporasi dalam penuntutan di

pengadilan merupakan kewenangan intemal perusahaan (korporasi). Persoalan ini

mestinya mendapatkan jawaban dalam putusan kasus itu.

Persoalan lain dalam perkara ini adalah berkaitan dengan teori
pertanggungjawaban pidana korporasi mana yang hendak digunakan dalam
menentukan status terdakwa II Richard B. Ness selaku Presiden Direktur PT

217 Mardjono Reksodiputro (b), op.cit., hal. 102-103.

1% Bandingkan dengan rumusan ketentuan Pasal 20 ayat (5) UU No. 31 Tahun 1999 yang
dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang
menyebutkan : “Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi
tersebut diwakili oleh pengurus.”

Universitas Indonesia
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NMR. Permasalghan ini berkadan dengan pengelekan terdakwa atas tuduban
Jaksa/Penuntut Umuom kepadanya dengan mengatakan :

Sistem perwakitan dan tanggung jawab Direksi sualy perseroan ferbatas,
termasuk Birckst NMR, mempakan susla sistem perwakilan dan tougguog
jawal kolegial {Pasal 83 Undang-undang Perserosss Terbatas), dun sebagal
awran unvnm tidek dimalksudkan sebagni tanguung jawab personal, sehingaa
karonanya hanya dengan menggantuagkan pada satu fakia babhwa saya
menjabat schagat Presiden Direldur NMR, dan {skia bahwa Anggaran Dasar
NME enyslokan bahwa saya berwenang mewskill NMR tidak borarit
bahwa saya dapat dipsrapggungiawabkan secara pribadi dalam Perkara
Pidana vang didakwakan kepada NMR *1?

Disamping iti, alasan yang dikemukakan terdakwa I, bahwa sesual
dengan aturan internal yang secara umum berlaku di NMR dan sesuai dengan
ketentzn-ketentuan Anggaran Dasar NMR (Pasal 11 Ayat 9), dan sebagaimana
juga diperbolehkan oleh ketentvan Undang-undang Perseroan Terbatas (Pasal 8!
Ayat 1}, maks di antara anggota Direksi NMR dilakukan pembagian tugas seeara
tegas schagaimans peraturan dalam  Anggaran Dasar PT NMR, terdapat
pembagian tugas direksi. Pada bagian lain, terdakwa 1! menjelaskan

.. dalamn pembagian tugas tersebut, maka tugas dan kewajiban saya sebagai
Presiden Direktur WMR difokuskan pada hubungan dengan pemerintah
Republik Indonesia (government relations), dan menatza kelola koordinasi
atas pengurusan NMR secara umunt (cogrdination of general managemen).
Exalam tugas sehari-harl vang saya lakukan sebagai Presiden Direktur NMR
tidak pernah ditupaskan atau dipercayakan kepads says untuk beriaopgung
jawab alas wasalab-masalah operasi, sktivitas dan icknis penambangan
NMR, dan tidsk pornsh ditugaskan kepada seya untuk bertanggung jawab
atas kondisi perfambangan &l Wilaysh Penambangan NMR, dan tidak pernah
ditugaskan  kepada saya untuk berangpung jawab  atas pengelolaan
lingkungan di Wilaysh Pepambangan NMR dan daemah diselctamya, dan
tidak pernah pula ditugaskan kepada saya untuk bertanpgung jawab atas
rencana dan realisasi penempatan Tailing NMR di Dasar Laut Teluk Buyat

dan segala akibatnya terhadap lingkungan di sckitar Wilayah Penambangan
NMR tersebut.”

Tegasnya, terdakwa 1T mengelak pertanggungjawaban secara pidana
selaku pribadi uotuk dakwaan yang dituduhkan kepadanys. Alasannya, terdapat
peiabat lain dalam struktur PT NMR yang bertanggung jawab menyangkut aspek-
aspek feknis lingkungan dari operasi dan aktivitas korporasi ihiy lermasuk

7% Richard B. Ness (Terdakwa II), “Verilas Pencarian Kebenaran dan Keadilan dalam
Kasus Teluk Buyat”, Nota Pembelaan (Pleidoi) yvang dissmpaikan di persidangan tanggal 9 Januari
2007 di PN Maunado, hal, 38-39,

2 mid., bal. 42-43,
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memberikan penntabh atau mengambil posist sebagat pemimpin atau bahkan

ditugaskan untuk menempatkan Tailing NMR di Dasar Laut Teluk Buyat,

Sangat disayangkan jawaban hekim atas permasaishan ini tidak
ditemukan. Padahal persoalan di atas penting dalam praktek peradilan pidana kita.
Putusan kasus tersebut tidak sempat memasuki tahap perthmbangan hukwm
mengenal pertanggungjawaban pidang dart para ferdakwa. Lebih jauh lagi
mengeaat pemidanaannya. Namun menurut kevakinan Joksa/Peauntot Umum para
terdakwa tersebut terbulti bersaleh, sehingga dalam sural tuntutan pidananya
(reguisitoly) menuntut agar terdakwa [ {(PT NMR) dijatubkan pidana berupa
pidana dends sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) dan terdakwa 11
Richard B. Ness selaku Presiden Direktur PT NMR dijatuhkan pidana berupa
pidana penjara selama 3 {tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000,-
{Hira ratus juta ruptah)

Yurisprudensi mengenal perfangpungjawaban pidana oleh korporasi
melalyi perkara ini memang tidak dapat ditemulan. Namun demikian, kasus ini
merupakan leading case dalam penuntutan pertanggungjawaban pidana terhadap
kaorporasi.

Praktik peradilan i atas menunjukkan tahapan peckembangan
penerimaan korporasi sebagai subyek tindak pidana dalsm praktik pengadilan.
Berdasarkan pembahasan kasus-kasos dalam prakiek peradilan pidana diatas,
terdapat permasalahan yang mengemuka berkaitan dengan proses hukum acara
penuntutan pidana terhadap korporasi, diantaranya
a. Bagaimana mekanisme penunjukan pihak yang mewakili korporasi sebagai

tersangla/terdakwa? Apakah ditentukan langsung oleh penyidik atau ditunjuk
oleh korporasi?

b. Identitas siapakah (korporasi atau yang mewakilinya) vang mesti dicantumkan
dalam administrasi peradilan (yaitu dalam berkas perkara, surat dakwaan dan
putusan hakim)?

¢. Bagaimanakah sebaiknya konstruksi surat dakwaan terhadap korporasi
sehingpa pada akhimya korporasi juga dapat dijatuhi pidana?

d. Bagaimanakah apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi tidak
dapat dibayar oleh korporagi?
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Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penuntutan pidana
terhadap korporasi yang ditemukan melalui kasus-kasus di atas akan dibahas lebih
lanjut dalam Bab {11,

Penegakan Hukum..., Nophy Tennophero Suoth%ﬁ%%ggg Indonssia



BARB 11}

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORPORASI
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Pada bab ini penulis secsra khusus akan menpgemukakan  hasil
penelitian berkaitan dengan permasalzhan penegekan hukum pidana terhadap
korporasi dalam tindak pidana korupsi dan analisis atas hasil penelitian tersebut.
Pada bagian ini akan diuraikan mengenai latar belakang penetapan korporasi
sebagat subyek tindak pidana korupsi dalam UU PTPK, proses penuntutan pidana
terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi yang meliputi
pembahasan mengenal bagaimana mekanisme penunjukan wakil korporasi dalam
bal korporasi menjadi tersangka atau terdakwa dajam perkara tindak pidana
korupsi, mengenai pencantuman identitas korporasi dalam administrasi peradilan,
mengenai konstruksi surat dakwaan terhadap korporasi dan mengenai pelaksanaan
putusan pidana denda, serta kendala-kendala yang ditermui dalam penegaken

hukum pidana terhadap korporasi serta konsep pemidanaan korporasi dalam UU
PTPK.

3.1. Korporasi sebagai Subyek Tindak Pidana dalam UU PTPK

Peraturan-peraturan mengenai tindak pidana korupsi yang pernah ada
maupun yang berlaku sckarang ini sesunggubinya terbilang sudah banyak, Namun
demikian, dzlam perkembangannya peraturan-peraturan itu mengalami banyvak
perubahan, dicabut dan digantt dengan peraturan baru, Hal ini dapat dimengerti
karena di satu pihak perkembangan masyarakat demikian cepat dan modus
operandi tindak pidana korupsi makin canggih dan variatif sedangkan di lain
pihak perkembangan hukum relatif tertinggal dengan perkembangan masyarakat,

Dalam sejarahaya, perundang-undangan pemberantasan tindak pidana
korupsi yang pernah beriaku di Indonesin yakni: Peraturan Penguasa Militer
Nomor: Pri/PM-06/1937 tanggal © April 1957 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, Peraturan Penguasa Militer Nomor: Pri/PM-08/1957 tanggal 27
Mei 1957 tentang Penilikan Terbadap Harta Bends, Peraturan Penguasa Militer
Nomor: Prt/PM-11/1957 tanggal 1 Juli 1957 tentang Penyitasn dan Perampasan
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Barang-barang, vang kemudian dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan
Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Pri/Peperp/013/1958
tanggal 16 April 1958 jo Peraturan Penguasa Perang Kepala Staf Angkatan Laut
No. Prt/ZU/U/7 tanggal 17 Apnil 1958 tentang Pengusutan, Penuntuian, dan
Pemeriksaan Perbuatan Korupst Pidana dan Penilikan Harta Benda, difkuti dengan
berlakunya Peraturan Pemerintah Penggantt Undang-undang (PERPPU) Neo. 24
Tahun 1960 tentang Pengusuian, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana
Korupsi (kemudian dengan UU No. 1 Tahun 1961 ditetapkan menjadi UU No, 24
Prp Tahun 1960) dan UU No, 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi. Setelah berlaku setama 28 tabun, peraturar ink diganti dengan UU
No. 31 Tahun 1989 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian
diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 {(UU PTPK) Berksitan dengan
pembentukan Komisi Pemberantasen Tindak Pidana Korupsi, terbit UU No. 30
Tshun 2002. Perkembangan peraturan tindak pidana korops:t ferbaru yakni
terbitnya UU No. 7 Tahun 2006 vang meratifikasi United Nations Convention
Against Corruption 2003 (UNCAQ).

Mesklpun sejarah peraturan perundang-undangan pemberantasan
tmdak pldana karups: di Indancsm telah melalut perjalanan panjang, namun
pengaturan dan penetapan korporasi sebagai subyek hukum tindak pidana korupsi
baruiah ditemukan dalam UU PTPK,

3.1.1 Latar Belskang Penetapan Korporasi sebagai Subyek Tindak Pidana

Korupsi

Pertanyaan mendasar berkaitan dengan pengaturan dan penetapan
korporasi sebagai subyek tindak pidana dan pertanggnngjawabannya dalam dalam
UU No. 31 Tahun 1999 yakni mengapa dan apa latar belakangnya sehingpga
pembuat undang-undang merasa penting untuk mengaturnya dalam UU ini

Uniuk mengetabul latar belakang pemikiran korporust dijadikan
subyek tindak pidana dan karena itu terhadapnya dapat dilakukan penuntutan
pertanggungjawaban pidana dalam peraturen tindek pidans korupsi, secara
sederhana dapat terlihat dalam penjelasan pasal dan/atau proses pembahasan
Rancangan Undang-undang (RUU PTPK) itu pada semua tingkat pembicaraan di
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Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)."?" Dengan demikian, tidak bisa dilepaskan dari
proses penyusunan RUU PTPK.

Setelah berfaky dalam kurun waktu selama 28 tahun, U No. 3 Tahun
1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dianggap sudah tidak sesvat
dengan perkembangan kebutohan masyarakat. Selain itu, pemeriotah berpendapat
terdapat lima kelemahan wmendasar dalam UU tersebut. Pemerintah menyebut
ketemahan-kelemahan ity sebagai berikut*!

Pertama, ietletsk pada ketentwan mengenal rumusan delik yang bersifat
materiil,

Kedua, perihal sanksi pidana yang hanya menelapkan maksinum khusus dan
tidak ada batay minimman khusus.

Ketiga, subyek hukwm yang menjadi sasaran Undang-undang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi dimmana “korporast” bukan sebagal subyek hubum
tetapi subyek hukumnya hanya “perorangan®.

Keempat, terletak pada sistem pembukiian yang masih telap memper-
tahankan regotive wettelijke beginsel.

Kelima, UU No. 3 Tahun 1971 tidak sccars tegas memuat ketentuan yang
memperiuaz yurisdiksi keluar batas teritorial {extra teritorial jurizdiction).

Atas dasar pefifical will pemerintah untuk melaksanakan pencegahan
dan pemberantasan prakiik-praktik tindak pidana korupsi yang telah merugikan
keuangan negara dan perckonomian negara serta menghambat pembangunan
nasions!, maka pemerintah berpandangan diperlukan suatu produk peraturan
perundang-undangan yang lebih efektif dalam mencegah dan memberantasan
tindak pidana korupsi. Pada tahap ini, maka pemerintah menyusun Rancangan UU
PTPK yang dimaksudkan sebagai upaya revisi terhadap UU No, 3 Tzhun 1971.
Upaya ini dilakukan oleh Pemerinteh melaloi Departemen Kehakiman. Sebagai

%% pembahasan Rencengan Undang-uodang testang Pemsberantasan Tindak Pidana Konupsi

(R&mangan UUPTPE) dilakokan melaloi 4 {empat) tingkat, yaim :

. Pembivarsan Tingket 1 dilaksanakan dalam Sidang Paripuma dengan wcara penyampaian
Keterangan Pemerintah atas Rancangan UUPTPR.

2. Pembicaraan Tingkat II dilaksanakan dalam Sidaog Paripurna, dengan acara Penyampainn
Pemandangan Umuo Fraksi-faksi atas Rascangan YUUPTPK dan penvampaian Jawaban
Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksd,

3. Pembicarsan Tingkat I¥ adalah pembzhassn matert Rancangan UUPTPR yang dilaksanakan
wmelalel Rapat Kerjs dengan Menteri Kebakiraan (Raker), Rapat Panitic Khusus (Paasus),
Rapat Panitia Kerja {Pagjs), Repat Tim Perumus {Timus), Rapat Tim Kecil {Ticil) dan Rapat
Tim Sinkronisasi {Fimsin).

4, Pembicaraan Tingkat IV adalah penpesshan Rancangan UUPTPE vang dilaksanakan dalam
sidang Paripurna,

Lihat : Direktorst Jenderal Hukum dan Perondangandangan Departemen Hokum das Perundang-

mdan%u Republik Indonesia, ap. cif, hal. 33,

' Ibid., bal, 46-47
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langkah awal, pelaksanaan penyusunan Rancangan UU PTPK diserahikannya
kepada tim pakar Departemen Kehakiman, 2

Namun teryata latar belakang pencantuman korporasi sebagai subyek
tindak pidana korupsi tidak ditemukan dalam penjelasan UU PTPK 1990,
Mengenat hal ini hanya disebutkan secara singkat dengan menyaiakan :

Perkembangan baru vang distur dalam Undeng-undang ini adalah korporast
schagai subyek tndsk pidena korupsi yeosy dapat dikenskan sanksi. Hal ini
tidak diatur dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 1971

Dari penjelasan ini, tampak tidak terdapatnya argumentasi yang kuat
dan jelas serta meyakinkan dalam upaya penetapan korporasi sebagai subyek
tindak pidana korupsi dan pertungpungiawsban pidapanya. Demikian jugs dalam
Keterangan Pemerintah atas Rancangan UU PTPK yang disampaikan oleh
Menteri Kehakiman RI, Prof. Muladi, SH pada Pembicarsan Tingkat [ dalam
Sidang Paripurna tanggal 1 April 1999 jupa tidak tergambar argumentasi
mengenai alasan pentingnya korporasi dijadikan sebagai subyek tindak pidana
korupsi.223

Oleh karenanya tidak mengherankan bila sejak awal konsep mengenai
korporasi sebagal subyek tindak pidana dan pertanggungiawaban pidana tersebut
menimbulkan pertanyaan dar Fraksi Karya Pembangunan (FKP) dan bahkan
mendapat resistensi dan Frakst Partal Demokrasi Indonesia (PDI). Mengenai hal
im FKP menyampazikan sebagal beriknt ¢

Terhadap adanva perkembangan baru bahwa korporasi merupakan subyek
tindak pidana, schingga dapat dikenakan sarksy, hal ind diperlukan penjelasan
Iebib lanjut darl pemeriotah, mengingal sclama ini hanya manusia yang
menjadi subyek tindak pidana, dan dapat dikenakan sanksi pidana *2*

Selain itu, FKP meminta Pemerintah agar menjelaskan secama lebih
mendetail mengenai korporasi dan pertanggungjaowaban pidana serta sanksi

%% Tim Pakar Depareiomen Kehakiman dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Meateri
Kehakiman Nomor MACPR.O%.83 Tahon 1998 ntang Pervbaban Ates Xepuotusan Menfed
Echakiman Rl Nomor M 28 PR.G5.03 Tabun 1998 tentang Pembentukas Tim Refomesi Hokum
Departemen Kehskiman Rl scbagaimana telah divbah dengan Keputusan Menteri Xehaliman
Nomor M.31.FR.C5.03 Tahun 1998, Ihid, hal. 50

™ Ihid., hal. 432.

24 Lihat : Pernnndangan Umum Fraksi Kerya Pembangunan Terhadap Rancangan Undang-
undang Tenieng Pemberantagan Tindak Pidena Korupsi disampaikan oleh Drs. K. Dyatmiko
Scemodiardjo, SH pada Pembicaraan Tingkat IF dalam Sidang Paripuma tangeal 8 April 1999,
Toid., bal, 439,
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maupun kriteria yang jelas sehingga korporasi dapat dimintakan pertanggung-

jawaban secara pidana, dengan mengemukakannya dernikian 223

Agar dalam pelaksanaan nantinya dapat memberikan kepastian hukum bagi

korporasi dan pengurusnya, maka diperlukan kejelasan antara lain :

I. Apa saja yang termasuk dalam pengertian korporasi menurut Rancangan
Undang-undang ini ?

2. Apakah ada perbedaan dalam menetapkan sebagai subyek tindak pidana
terhadap korporasi yang merupakan badan hukum dan korporasi yang
bukan badan hukum ?

3. Dalam hal bagaimana suatu tindak pidana dapat dinyatakan dilakukan
oleh suatu korporasi ?

4. Dalam hal suatu korporasi melakukan suatu tindak pidana, apakah sanksi
pidana dikenakan terhadap korporasinya saja sebagai subjek tindak
pidana ataukah sanksi pidana yang juga dijatuhkan terhadap
pengurusnya?

3. Diharapkan ada kriteria yang jelas, apakah sualn tindak pidana dilakukan
oleh korporasi atau oleh pengurusnya?

Berbeda dengan FKP, Fraksi PDI dalam pemandangan umumnya
justru secara tegas menyatakan penolakan dimasukkannya korporasi sebagai
subyek tindak pidana dalam Rancangan UU PTPK. Fraksi PDI berpendapat
korporasi tidak dapat dituntut melakukan tindak pidana korupsi. Tentang hal itn,
Fraksi PDI menyatakan sebagai berikut 2

Tentang korporasi, dalam pengantar Pemerintah dikatakan bahwa korporasi
ini merupakan hal baru dalam rancangan undang-undang ini dan belum ada
dalam KUHP. Menurut Fraksi PDI, korporasi memang mempakan badan
hukum, tetapi ia bukan subjek hukum. Adalah tidak masuk akal mepuntut
sebuah korporasi karena dituduh tindak pidana korupsi. Yang dapat
melakukan tindak pidana adalah subjek hukum, yaitu manusia dan bukan
badan atau lembaga!. Walaupun dikatakan bahwa di pengadilan korporasi
diwakili pengurusnya, tetapi apa yang dapat dilakukan terhadap sebuah
korporasi? Kalau dikatakan bahwa hal itu tidak diatur di dalam KUHP,
apakah hal itu disebabkan oleh kelupaan atau kesengajaan? Atau para
pembuat KUHP orang bodoh? Rasa-rasanya kok tidak begitu. Tidak
dicantumkannya korporasi sebagai subjek hukum karena korporasi memang
tidak dapat dimasukkan ke sana. Sebab yang dapat melakukan tindak pidana
korupsi bukanlah badan atau lembaga hukum, tetapi manusia. Sekali lagi
manusia!.

Tanggapan kedua fraksi di DPR RI menunjukkan bahwa pada awalnya
perumusan korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam Rancangan UUTPK
tersebut menimbulkan perdebatan. Bertolak dari argumentasi FKP dan Fraksi

5 Ibid., hal. 439-440.

2 pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia DPR-RI Terhadap Rancangan
Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disampaikan oleh Sajid Soetjoro,
Bsc pada Pembicaraan Tingkat IT dalam Sidang Paripurna tanggal 8 April 1999. 1bid., hal. 447.
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FDl, terlihat perdebatan mengenat hal tersebul terjadi karena kurangnya
pemahaman legislator terhadap perkembangan pertanggungjawaban pidana oleh
korporast. Pemahaman mengenai tindak pidans para legistator masih berorientast
kepada subyek tindak pidana perorangan. Berbeda dengan kedua frakst di atas,
rancangan mengenai korporasi schagal subyek Hndak pidana dan pertanggung-
jawaban pidana korporasi, penulis tidak menemukan tanggapan mengenat hal ini
dart Fraksi ABRI dan Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) dalam penvampaian
pemandangan umum frakei-fraksi tersebut atas rancangan UU PTPK.

Pro dan kontra dalam upaya menefapkan korporasi sebagat subwyek
tindak pidana sehingga kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana
sebenarnya pun telah terjadi jauh sebelum perumusan Rancangan UU PTPKL
Pihak yang tidak setuju menempatkan korporast sebagai subjek tindak pidana
mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Menyangkut masalah kejahatan sebenarnya kesengajaan dan kesalahan
hanya terdapat pada persona alamiah,

2. Bahwa tingkah laku materiil yang mempakan syarat dapat dipidananya
beberapa macam delik, hanya dapat dileksanskan oleh persona alamiah
(mencuri barang, menganiaya orang dan sehagainya);

3. Bahwa pidana dan tindakan yang berupa moerampas kebehassn orang,
tidak dapat dikenakan terhadap korporasi;

4. Bahwa funtutan dan pemidanaan terhadap korporasi dengan sendirinys
munglin menimpa erang yapg tGdak bersalah;

5. Bahwa dalam prakttknya tidak mudah menentukan nornma-norma atas
dasar apa yang dapat diputuskan, apakah pengorus saja atau komorasi iy
sendiri atau kedua-duanya haras ditentut dan dipiémn?

Sedangkan menurut Elliot dan Quinn scbagaimana dikutip Sjahdeim, pihak vang
menghendaki perlunya pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi
mengemukakan alasan benkut

1. Tanpz pertangguogiawaban pidasa kerporasi, perusabaan-peresahaan
bukan mustahil dapat menghindarkss diri dard persturan pidans dan
hanya pepawainya yang dituntuz,

2. Dalam beberaps kasus, demi tujuan prosedural, lebih muds antuk
menuniut suab perisshaan daripada pagawainya.

3. Dalom hal sualu tindak pidana vang serius, sebuah perusabasg lebih
memiliki kemampuan untuk membayar pidaoa denda yang diaituhian
daripada pegawai perusahaan tersebut,

%7 3. M. van Bemmelen, Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Material Bagian Umum,
diterjemahkan oleh Hasnan, (Bandung: Binacipta, 1986), hal 239,
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4. Ancaman tuntulan pidana terhadap perusahaan dapat mendorong para
pemegang saham untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan-
kegiatan perusahaan dimana mereka telah menanamkan investasinya.

5. Apabila scbuah perusabaan telab mengeruk keuntungan dan kegiatan
usaha yang ilegal, maka seharusnys perusahean Ho pula yang memikul
sanksi atas tindak pidana wang ielah dilakukan bukannya pegawsi
perusahaan o,

§. Perlangguogiawaban korporasi dapat mencegeh perusahaan-porusahasn
urfuk meockan para pegawainya, balk secara langsung atau lidsk
langsung, agar para pegawal iy mengusahakan perolehan laba tidak dart
kegiatan usaha yang ilegal.

7. Publisitas yang merugikan dan pengenaan pidana dends terhadap
perusahaan ity dapat berfungsi sebagai pencegah bagi perusabasn antuk
melakukan kegiatan yang ilegal.

Menjawab tanggapan dari FKP dan resistensi dan Fraksi PD1 di atas,
Pemerintah kemudian menjelaskan mengenal perkembangan hukum pidana
menyangkut pertanggungiawaban pidana korporasi, Sedangkan mengenai pokok
pikiran pentingnya korporasi ditetapkan sebagai subyek tindak pidans korupsi
dijelaskan berikut;

...Dalam masyarakat modern, peranan korporasi sangat strategis, bahkan
dalam prakiik dapat menjadi sarana untuk melakukan kejahatan {corporate
erimingl) dan memperoleh keuntungan dar hasil kejahatan (crimes for

c:orpm;ggtion)» Dalerm hal ini, pemidanaan hanya kepada pengurus jelas tidak
adit.... 1 '

Dari keterangan ini terlihat pemerintah sangat menyadari dan
mengkhawatirkan peranan korporasi dalam tindak pidana, termasuk dalam tindak
pidana korupsi. Dengsn demikian, sebenarnya terkandung keinginan kuat dani
pemerintah untuk menjadikan UU ini sebagai landasan melakukan penuntutan
terthadap korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi karena korporasi diyakini
dan diprediksi memiliki potensi melakukan tindak pidana korupsi.

Di samping itu, Pemerintah juga mengemukakan bahwa dalam hukum
positif Indonesia, hal ini sudah tidak asing lagi, antara lain terdapat dalam UU Ne.
7 Drt Tabun 19585 dan UU No, 23 Tabun 1997 tentang Lingkungan Hidup.
Penjelasan serupa juga diongkapkan oleh Ketus Tim Pakar Departemen
Kehakiman yang turut menyusun Rancsngan UU PTPK Barda Nawawi Aref
Dikemukakannys, penetapan korporasi sebagai subyek hukum tindak pidana

28 Sutan Remy Sjabdeini, op. cit., hal. 55,
™9 {ihat: Jawaban Pemerintah atas Pemandangan wewm Froksi-Fraksi DPR RI terhadap
Rancangan GUPTPK yaug dibecakan tanggal 16 April 1999, ibid. hal, 482.483.
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korupsi dilakukan dengan pertimbangan bahwz pada beberapa undang-undang
schelum UU PTPK telah menetapkan korporasi sebagai subyek tindak pidana ™
Menurut penulis, perkembangan pemikiran im juga tidak dapat dipisshkan dari
perkembangan konsep Rancangan KUHP aasional™ vang telah mencrima
korporasi schagai subyek tindak pidana. Dengan demikian, pencantuman
korporasi sebagai subyek tindak pidanz korupsi dapat dikatakan juga sckeligus
dimaksudkan untuk mecampung pemikiran-pemikiran di dalam pembentukan
KUHP baru.

Strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi secara intemasional
yang dirumuskan dalam dokumen-dokumen internasions! juga tampaknya turut
mempengaruht penyusunsn RUD PTPK tersebut. Mengenat hal ini, Barda
Nawawi Arief mengemukakan bahwa perhatian serius terhadap peranan korporasi
dalam perkara korupsi sesunggehnya telah mendapat perhatian intermasional. Di
antaranya melalui salah sam rekomendasi Kongres PBB ke-3/1980 wang
menyatakan agar semua negara seharusnya mengambil tindakan yang cocok/tepat
terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat di dalam korupsi*” dan penegasan
dalam Kongres PEB ke-9/1995 di Kairo yang antara fain menyatgkan :

Korporasi munghkin terlibat dalam “penyuapan para pejabat” untak berbagai

alasen. Tujnznnya ialah membujnk para pejabat untuk memberikan berbagai

bentuk perlakuan khuges/istimewa {prefential treatment) antar lain

a. memberikan kontrak (awarding @ contract)

b. mempercepat/memperlancar izin {expediting a license}

c. membuat perkecnalian-perkecualian atau menutup mata terhadap pelang-
garan peraturan (making exception to reguiatory standards or furning o
blind eye to violations of those sz‘etzr::s’cmz’x}.23¢§

Setelzh melalul proses pembabasas, pada akbirnya sernua fraksi di
DPR menyetujul korporasi dijedikan sebagal subyek tindak pidena dalam tindak

pidana korupsi, sclain perorangan.” Dengan demikian, penctapan korporasi

2 Berdasarkan wawancara dengan Barda Mawawi Acdef pada tangeal 7 Maret 2609,

#! Mengenai hal ind secacs lengkap dapat baca Mardjono Reksodipuiro (1), Pemboharuan
Hhkwm Pidona, Kumpulan Karangan Buba Reempat (Jakarta: Pusat Peleyanan Keadilan dan
Pengabdian Hulum (64 Lembapa Kriminologi} Universites Indonesia, 2007}

22 Eiwi Danil, op. cit., hal. 93,

®? Barda Nawawi Adef (8}, o, cit., hal. 138

= bid

5 persenjuan konsep itu setelab melalui Pembicaraan Tingkst T yekni pembsbasan
meteri Rancangan UUPTPK, yang dilaksanakan melalai Rapat Kerja dengan Meater] Kehakiman
{Rakey), Rapat Penitia Khusus (Pansus), Rapat Panitia Kerjs (Pagja), Rapat Tim Perumus (Timus),
Rapat Tim Keoil (TicHly dan Rapat Tun Sinkronisasi (Timsin) venp kemudian sctiap fraksi
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sehagai subyek findak pidana korupsi sebagai periuasan subyek hukum dalam
tindak pidana korupsi dianggap penting mengingat peranan korporasi yang
berpeluang terlibat melakukan tindak pidana korupsi.

Tidak dapat dipungkini lagi, dewasa ini korporasi telah dimanfaatkan
untuk melakukan penggerogotan keuangan negars, Hal ini scbagaimana dikemu-
kakan oleh Elwi Danil dalam disertasinya. Dicontohkannya, seperti yang tenjadi
dalam kasus-kasus di bidang perbankan, misalnya kasus penyalahgunaan Bantuan
Likuiditas Bank Indonesia dan kasus pelanggaran Batas Pemberian Maksimum
Kredit. Oleh karena itu, menurutnya wajar apabila pembuat UL PTPK
memperluas subyek tindak pidana korupsi sebingga meliputi korporasi juga.”®

Menurut Mardjono Reksodiputro, korupsi yang besar terjadi dalam
dunia bisnis. Hal ini dilakukan oleh korporasi delem persaingan bisnis dalam
rangka untuk mendapatkan proyek atau berbagal keringanan Berkaitan dengan
hal inz, terdapat kesulitan untuk melakukan penuntutan pidana terhadap korporasi,
terutamaz bagi korporasi yang berbentuk multinational corporation. Kesulitannya
adalah tidak mudahnya untuk menentukan siapa sebenarmya yang dapat dimintai
pertanggungjawaban pidana. 2’

3.1.2 Tindak Pidana Korupsi dan Korporasi dalam UU PTPK

3.12.1 Pengertian Istilah Korupsi

Istilah korupsi berasal dan satu kata dalam Behasa Latin yekmd
corruptio atau corruptus yang disalin ke berbagal bahasa, Misalnya disalin ke
dalam bahasa Inggris menjadi corruption atau corrupt, dalam bahasa Prancis
menjadi corruption dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah corruptic
(korraptie). Agakoya dari bahasa Belanda itclah lahir kata korupsi dalam babrasa
Indonesia. Corruptie yang juga disalin menjadi corruptién dalam bahasa Relanda
itu mengandung arti perbuatan korup, penyuapan.**?

menyampaikas pendapat skhimys dalam Sidang Paripursa pada pembicarsan Tinghkat 1V pada
tanggal 23 Juli 1999, Direktorat Jenderal Hukum dan Perondanp-undangan Departemen Hukum
dan Perurdang-undangan Republik Indoanesia, op.cit., hal, 319

5 Elwa Danil, ap. ¢it, hal, 241,

BT pendapat Prof, Mardjono Reksodiputro, SH, MA tersebut disampaikan pada sidang tesis
tangeal 10 Juli 2009,

B8 andi Hamzah (a), Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemscabannya, (Jakarta : PT
Cramedia, 1984), hal. &,
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Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang
tidak baik, seperti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disnap,
tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atan ucapan yang
menghina atau memfitnah seperti vang dibace dalam The Lexicon Webster
Dictionary schagaimana dikutip Andi Hamzah sebagat benkut :

corruption (L. corruptio (n-} - The Act of corruption; or the staie of being
corrupl,  pdrefective  decomposition, purid matter, moral pravession:
depravity; perversion of integrity : corrupl or dishonest proceedings,
bribery: perversion from a staie of purity [ debasment. as longuage [ a
debased from the world, *°

Pengertian lebih sempit dikemukakan oleh Centre of International
Crime Prevention (CICP) dart UN Office for Drug Control dan Crime Prevention
(UN-ODCCP) yang berkedudukan di Wina yang mendefinisikan korupsi sebagal
“misuse of (public) power for privat gain® >

Sedangkan secara yuridis formal, pengertian findak pidans kKorupsi
terdapat dalam Bab 1 tentang Tindak Pidana Korupsi (Pasal 2 sampai dengan
pasal 20}, Bab If tentang Tindak Pidana Lain yang berkattan dengan Tindak
Pidana korupsi (Pasal 21 sampai dengan Pasal 24) UU No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan

UU No. 20 Tahun 200 {UU PTPK).

3.1.2.2 JYenis Tindak Pidana Korupsi
Berdasarkan jenis atau bentuk perbuatannya, dalam UU PTEK terdapat

31 jenis delik korupsi yang tersebar tujuh kelompok begar.”*! Ketujuh kelompok

tersebuf meliputi

1. Perbuatan yang menyebabkan kerugian kevangan negara (Pasal 2 dan 3) ;

2. Perbuatan suap-menyeap (Pasal 5 ayat (1) haof a dan b, Pasal 5 ayat (2),
Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, ¢
dan d, Pasal 13);

3. Perbuatan penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, 9, 10 hurufa, b dan ¢);

29 Andi Hamzah (b}, Pemberantasan Korupsi ditinjan davi Huloen Pidana, (Jakarta: Pusat
Study Hukom Pidana Universitas Trisskti, 2002), hal 4.

20 pomli Atmasasmita (a), op. cit., hal. 5.

241 Kejoksnan Agung RY, Tindak Pidana Korupsi delam pengadaon Buarangliasa
Pemerintah, (Jakaria: 2007}, hal, 26-28.

Penegakan Hukum..., Nophy Tennophero Suoth, FH uL%E}é'e’s'ms Indonesia



99

4. Perbuatan pemerasan (Pasal 12 huruf e, g dan h),

5. Perbuatan curang (Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, ¢ dan d, Pasal 7 ayat (2} dan
Pasal 12 huruf h);

6. Adanya benturan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i}

7. Perbuatan gratifikasi (Pasal 12 hurufb jo Pasal 12 buruf ¢}

Selain itu, terdapat juga delik lain yang burkaitan dengan perbuatan

korupsi dalam UL tersebut. Perbuatan itu sebagat berikut :

a. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi (Pasal 21);

b. Tidak memberi keterangan ataw memberikan keterangan yang tidak benar
(Pasal 22 jo Pasal 28),

c. Barnk vang tidak memberikan keterangan rekening tersangka (Pasal 22 jo
Pasal 29),

d. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau membernikan kelerangan
palsu {Pasal 22 jo Pasal 35)

e. Orang vang memegang rahasia jabatan Gidek memberi keterangan atau
metmberi keterangan palsu (Pasal 22 jo Pasal 36)

f. Saksi yang membuka identitas pelapor (Pasal 24 jo Pasal 31)

Berdasarkan penpgolongan jenis tindak pidana korupsi di atas,
korporasi tidak dapat menjadi subyek pada semus jenis tindak pidana korupsi
tersebut. Menurut Andi Hamzah, korporasi tidak mungkin menjadi subyek delik
dalam rumussn delik yvang subyeknya mempunyai kualites tertentu schagal

‘pegawal negeri atau pejabat’ >

3.1.2.3  Pengaturan Korporasi sebagai Subyek Tindak Pidana dalam UU FTPK

Dalam peramusan UU PTPK, pelaku tindak pidana korupsi disebut
dengan kalimat “setiap orang”. Pengertizn istilah “setiap orang” telah diben
tafsiran sutentik vang terdapat dalam Pasal 1 angka 3, yaitu orang perseorangan
atau termasuk korporasi. Dengan demikian menurot UU ini, pelaku tindak pidana
korupsi adalah orang perseorangan dan stmu korporasi, Rumusan terssbut
mengandung arti bahwa orang perscorangan atau korporasi dapat menjadi
tersangka atau terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi.

# Andi Mamzah, Pemberantasan Korvupsi melalui Hudoun Pidana Nasional dan
Internasional, (Yakarta ; PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal, 92-93.
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Dimungkinkannya penuntutan terhadap korporasi sebagal tersangkal

terdakwa atau dengan kata lain sebagai pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam
ketentuan Pasal 20 UU PTPK sebagai berikut -

i

Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atan stas nama suatu
korporasi, maks tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap
korporasi dan atau pengurusnys.

Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut
dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun
berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut
baik sendiri maupun bersama-sama.

Dalam hal tuntatan pidana dilakukan terhadap suvate korporasi, maka
korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Pengurus mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat
diwakili oleh orang lain,

Hakim dapat memerintahkan supaya penguros korporasi menghadap sendiri di
pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa
ke sidang pengadilan.

Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan
untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan terschut disampaikan
kepada pergurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus
berkantor.

Pidana pokok yang dapat dijatubkan terhadap korporasi hanya pidans denda,
dengan ketentuan maksimum pidana ditembah 173 {satu pertiga).

Dengan dijadikannya korporasi sehagai subjek tindak pidana korupsi

dalam UU PTPK, maka sistem pidana dan pemidanasnnya juga scharusnya

berorientasi pada korporasi. Qleh karenanya, hal ini berarti harus ade ketentuan

khusus mengenai :2
1.

43

Kapan dikatakan korporasi melakukan tindak pidana (korupsi) ?

2. Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan ?
3.
4. Jenis-jenis sanksi apa yang dapat dijatubkan untuk korporasi?

Dalam hal bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan 7

3 Barda Nawawi Ardef (8), op.ot, hal. 151-152.
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Mengenai pertanyaaan pertama, UU PTPK telah mengatumya dalam
Pasal 20 ayat (2), yaitu “apabila tindak pidana dilakukan oleh orang-orang, baik
berdasarkan hubungan kerja mavpun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan
korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama”. Dengan
demikian, korporasi dikatakan melakukan tindak pidana korupsi apabila tindak
pidana tersebut dilakukan oleh ; *
a. oleh orang-orang vang berdasarkan hubungan kerja, bertindak dalam

lingkungan korporasi, baik sendid maupun bersama-sama;
b. oleh orang-orang yang berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam
lingkungan korporasi, baik sendiri maupun bersama-samna.

Jika demikian, siapakah yang termakiub dalam poin (@) im? UU PTPK tidak
menjelaskan secara rinci mengenai hal im. Wiyono mengemukakan bahwa orang-
orang yang berdasarkan hubungan kerja dalam lingkungan Kkorporasi yakni
mereka yang tercantum di dalam angparan dasar sebagal pengurus.”” Pendapat
lebih lvas disampakan Sutan Remy Sishdeini. Discbutkannya, orang-orang
berdasarkan hubungan kerja adalah mereka yang memiliki hubungan kerja sebagai
pengurus atan sebagai pegawai, berdasarkan anggaran dasar dan perubahannya,
berdasarkan pengangkatan sebagai pegawai dan perjaniian kerja dengan kﬂrporas'i,
berdasarkan surat penganpkatan sebagian pegawai atau berdasarkan perjaniian
kerja sebagai pegawah >’
Sedangkan orang-orang berdasarkan hubungan lain dalam lingkungan korporasi
{poin b) mencakup merekas yang tidak tercantum scbagal pengarus di dalam
anggaran dasar tetapi bertindak untuk dan atas nama korporasi melalol sorat
kuasa.®* Namun tidak terbatas demikian saja, Sjahdeini memperjelas dengan
mengatakan bahwa hubungan itu didasarkan pada pemberian kuasa, berdasarkan
pmjanj'ian dengan pemberian kuasa {pemberian kuasa bukan diberikan dengan
surat kuasa tersendiri, tetapi dicantumkan dalam perjanjian ifu sehingga
merupakan hagian yang tidsk terpisshkan darl pedanjian terscbut atan
berdasarkan pendelegasian wewenang 248

R, Wiyono. op. it,, Hal, 139-140,
35 Ibid., hal. 140,
6 Sutan Remy Sjahdsini. op. cit. hal. 152-153
47 : .
B Wiyono, lve. oit,
24 Swtan Remwy Sishdeint. op. cit. Hal. 153

Penegakan Hukum..., Nophy Tennophero mmﬁ,‘%—‘ﬁ‘fﬁ?&?s indonesia



102

Pertanyaan mengenai kapan korporasi dikatakan melakukan tindak
pidana korupsi di atas sangat berkaitan dengan pertanyaan ketiga, yakni dalam hal
bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan? UU PTPK tidak membuat
ketentuan khusus yang rinci mengenal hal ini tetapi diintegrasikan/terkandung
dalam Pasal 26 ayat (1) dan avat (2) di atas.**® Berkaitan dengan hal ini, penting
diperbatikan unsur “bertindak dalam lingkungan korporasi” dalam ketentuan
tersebut. Dengan kata lain, korporasi yang melakvkan perbuatan tindak pidana
korupsi melalui orang-orang berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan
hubungan lain harus dalam rmang lingkup usaha/kegiatan korporasi yang
bersangkutan.

Sedangkan fentang jenis sanksi vang dapat dijatuhkan terhadap
korporast yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, diatur dalam ketentuan
Pasal 20 avat 7 UU, yakni pidana pokok vang dapat dijatuhkan kepada korporasi
hanya pidana denda, yang maksimumnya ditambab/diperberat 173 (satu pertiga).

Hal penting mendapat penckanan dalam penelitian ini adalah berkaitan
dengan pertanyaan kedua di atas yaitn siapa yang dapat dipertanggungjawabkan
dalam penunfutan pidana terhadap korporasi. Secara umum, jawaban ini dapat
diternukan dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU PTPK yang menyatakan -
“Dalem hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi,
maka tuntutan dan penjatuhan pidans dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau
pengurusnya . Artinya, penunfufan dan penjatuban pidana bagi tindak pidana
korupst yang dilakukan oleh atau stas nama korporasi dapat dilakukan terhadap
korporasi saja atan pengurus saja atau kedva-duanya yaitu korporast dan
pengurusnya, Model rumusan demikian disebut sistem “kumulatif-alternatif”,”*°

Dalam penjelasan Pasal 20 ayat (1) UU PTPX discbutkan pengurns
merupakan organ korporasi yang menjalankan kepéngurusan korporasi vang
bersangkutan sesual dengan anggaran dasar, termasuk mereks vang dalam
kenyataannya memiliki kewenangan dan tkut memutuskan kebijakan korporasi
yang dapat dikualifikasikan sebagal tindsk pidana korpsi.

Dalam kaitan dengan hal tersebut, menurut Ramelan, pengertian istilah
“pengurus” penting unfuk meneptukan subyek hukum pidana dan beckaitan

9 Barda Nawawi Arief (a), loc. cit.
B0 R, Wiyona, loc. cit,
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dengan penerapan teori pertanggungiawaban pidana kerporasi.®*"

Dengan
demikian, ketentuan Pasal 20 ayat {1} UU PTPK ini merupakan kriteria atau
ukuran menentukan status kepengurusan korporast, Oleh karenanya, berdasarkan
rumusan penjelasan pasal tersebut, Sutan Remy Sjshdeini membagi menjadi dua
frasa, yasitu; frasa pertarna organ Korporasi vang menjalankan kepengurusan
korporast yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar” dan frasa kedoa
“mereka yang dalam kenyatasnnys memiliki kewenangan dan ikut memutuskan
kebijakan korporasi”.?? Dengan demikisn, pengertian pengurus tidak terbatas
hanya pada mereka yang menjadi organ korporasi sebagaimana tercantumn dalam
anggaran dasar, tetapi termasuk juga termasuk mercka yang dalam kenyataannya
atau secara faktual menentekan kebijakan korporasi, meskipun dirinya tidak
tereantum sebagai pengurug, ™

Apabila diamati, kefentuvan Pasal 20 ayat (1) UU PTPK di alas
menitikberatkan pertangpungiawaban pidana dan pengurus korporast Namun
ketentuan dalam pasal 20 ayat (2} justru memperluas perfangsungiawaban pidana
korporasi berdasarkan kesalahan dani beberapa orang yang mungkin tidak
termasuk pengurus atau penentu kebijakan korporasi, melainkan juga didssarkan
pada kesalahan beberapa orang termasuk manajer, agen atau pimpinan cabang
-yang berdasarkan prinsip “kesatuan kesalahan™ dapat dipertanggung-jawabkan
secara pidana kepada korporasi.*™

Mendasarkan pada teori pertanggungjawaban pidana korporasi®,
tampak UU PTPK ini menganot pendinan teori identifikasi. Hal ini ditanda
dengan dirumuskannya kepada siapa pembebanan perfanggungiawaban pidana
ditujukan, yakni terdibiat dalam romusan ketentuan Pasal 20 ayat Y UU PTPK i,
Selain m, menurnt Sjahdeini, bedakv juga ajaran agregrasi {doctrime of
aggregation) yang ditu‘ujukkan dari kalimat “apabila tindak pidana tersebut

dilalukan ... baik sendiri-sendini maupun bersama-sama” 2

¥ Ramelan, “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidans”, rakalal disampai-
kan pada Seminar Nasional "Aspek Perinnggungjawaban Fidana Dalamm Kebijakan Publik dari
Tindak Pidana Komupsi®, Sesrisrang, 67 Mei 2004, hal. 19,

#2 Sutan Remy Sjahdeind, op.eit. hal. 154,

%3 R, Wiyosio, op.cil., hal. 141,

2 Ramelan, op.cit., hal. 20

%3 pembahasan teori-teori perlanggunginwabas ini dapat dilihat dalam Bab 1l

% Sutan Remy Sjshdeini. op.oir, hal, 132,

Penegakan Hukum..., Nophy Tennophero Suoth%ﬁﬁ%ggg Indanesia



104

Sebagaimana telah dikemukakan dalam Bab I, pada penclitian i
penulis melakukan pembahasan berkaitan denpan korporasi yang berbentuk
Perseroan Terbatas {perseroan). Berkorelasi dengan hal ind, dalam kenyatsannya
pada beberapa korporasi, terstama yang berbentuk perseroan, tidak menyebut
organ pelaksana kepengurusannya dengan istilah “pengurus”. Dalam hal
demikian, maka yang harus diperhatikar bukanlab sebutannya melainksn tugas

dan kewenangan dari organ korporasi tersebut®’

Dengan demikian, dalam hal
korporast berbentuk sustu perseroan meka yang dimsksud dengan “pengorug”
. mengacy kepada UL No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas {UU PT) %8

Menurut Pasal 1 angka 2 UU PT, organ Perseroan Terbatas (perseroan)
terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)™, direksi**® dan komisaris®®,
Direksi perseroan dapat terdinl atas satu orang anggota direksi atau lebih (Pasal 92
ayat 3). Bagl perseroan vang menjalankan kepiatan usshanya dalam bidang
tertenty, Pasal 92 ayat (5) UU PT mewajiblkan perseroan itu mempunyai paling
sedikit dua orang anggota direksi. Dalam praktik, direksi persercan vang
berbentuk dewan direksi terdiri atas beberapa anggota direksi. Dengan demikian,
direksi meliputi seluruh direktur, termasuk direktur utama atau presiden direktur
yang diangkat oleh RUPS.

Direkst berwenang dan bertanggungiawzb penvh atas pengurusan
perserosn untuk kepenfingan perseroan sesuai dengan maksud dan fojuan serta
usaha perseroan (Pasal 1 angka § jo pasal 92 ayat 1 dan 2 jo pasal 97 UU PT).
Tugas direksi demikian merupakan pelaksanaan berdasarkan prinsip fiduciary
duty.”® Berkeitan dengan tugas dircksi tersebut, Try Widiyono menjelaskan
sebagal benkat

7 bid hal. 154. -

% Undang-undang ini menggantikan UU No. I Tahun 1995 tentang Persercan Terbatas,

*? Rapat Umum Pemcgang Sabam (RUPS) adaleh organ perserosn yang mempunyal
wewenang yang Hdak dibecikan kepads Direksi atsu Doewan Fomisaris dalam batas yang
ditentukan dalam Undang-undang ind dan/atau anggaran dasar (Pasal 1 angka 4 UU PT},

0 Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab peoub atas
pengurusan perseroan uniuk kepentingan perserozn, sesuai dengan maskud den tujuan perseroan
senty mewakili perseroan, baik 4i dalam mavpun di huar pengadilan sesual dengan ketentuan
anggaren desar (Pesal 1 angks 5 QU PTL

%! PDewan Komisaris adatah nrpan persercan yang bertuges melaimban pengawasan secara
wmum den/atan Khosus sesusd denpan angeamn dasar serfa memberikan nasihat kepada Direksd
(Pasal 1 angka 6§ UUPT)

¥ Try Widiyono, Direksi Persercan Terbaius {Keberadaan, Tugas, Wewenong dan
Tanggung Jowab), (Jakarta : Ghalia, 200%). Hal. 50
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Tugas direksi mengurus perscroan adalah direksi berwenang dan ber
tanggungjawab penuh untuk mengelola, menyelenggarakan, memimpin,
mengarahkan, serta mewakill perseroan, baik di datem mauwpun 4i lwer
pengadilan. Dengan kewenangan yang demikian itu, direks: harus ber-
tanggungjawah kepada stakeholder, baik kepada pemegang saham, relasi,
rekanan, nassbah, pegawai, gamcrimah, dan pituk-pihak lsin yang ber-
hubungan dengan perseroan. ™

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya terdapat duz fungsi
utama direksi perseroan, yekni : (1) fungsi manajemen, dalam arti direksi
melakukan tugas memimpin perusabaan, dan (2) fungsi representasi, dalam arti
direksi mewakili perusahaan di dalam maupun di Juar pengadilan 2%

Dalam hal dircksi berbentk dewan direksi, pembagian tugas dan
wewenang masing-masing anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan
RUPS {Pasal 92 ayat 5} atau jika tidak diator oleh RUPS ditetapkan berdasarkan
keputusan direksi (Pasal 92 avat 6). Sedangkan berkaitan dengan tugas mewakili
perseroan baik di dalam maupen di Juar pengadilan, setiap angpota direksi
berwenang mewakili perseroan, kecuall ditentukan lain dalam anggaran dasar
(Pasal 92 ayat 2}, Artinya, UU ini menganut sistim perwakilan kolegial. Dengan
demikian, setiap anggota direksi berwenang mewakill perseroan. Namun untuk
kepentingan perseroan, anggaran dasar dapat menentukan bahwa perseroan
ciwakili oleh anggota direksi tertentn.

Berdasarkan wewenang dan tanggung jawabnya di atas, maka direkst
perseroan merupakan organ sekaligos jups sebagat pengurus perseroan. Namun
demikian, besarnya kewenangan yang diberikan kepada direksi tidak berarti
kewenangan diveksi tanpa batas, Kewenangan direksi dibatasi oleh kewenangan
bertindak gecara intern, baik bersumber pada dokfrin hukum maupun bersumber
pads ketentuan peraturan yang berlakuy, termasuk anggaran daser. Dengan kats
lain, kewenangan direksi menjadi terbatas dalam ruang Hogkup ketentuan
peraturan perundsng-undangan dan anggaran dasar perseroan. Apabila direkst
melanggar ketentuan kewensngannya schagaimana telah ditentukan dalam

*® rbid., hal, 50.

* Edi Yunara, Korupsi dan Pertanggungiowaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kesus,
(Bandung: Citra Aditya Baksi, 2005), hal, 26.
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anggaran dasar perseroan maka direksi telah melasggar asas ufira vires.® UU PT
secara fegas menganut 2sas ini. Hal ini terlihat dalam ketentuan Pasal 92 ayat |
yang menyebut "Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan
perserpan dan sesual dengan maksud dan tujuan perseroan’. Aslinya, segala
tindakan direksi harusiah dalam ruang lingkup usaha/kegiatan untuk mencapai
maksud dan tujuan korporasi,

Dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasl, asas ini
penting terutama dikaitkan dengan penerapen teon wvicarious Hability, Teort i
mensyaratkan  korporasi dapat ditumtut pertanggungiawaban  ates perbuatan
pegawai vang dilakekan dalam ruang lingkup tugss atau pekeriaannya,
Schaffmeister, Keijzer dan  Sutorius  mengemukakan korporasi  dapat
dipersalahkan cukup apabila tindakan tersebut sesual dengan ruang lingkup
pekeriaan dan badan hukum.**

Tindakan-tindakan hukurn direksi dalam melakukan kepengurusan
persercan fidak munglkin dapat dilakokaa sendiri oleh anggota direksi. Imlah
sebabnya, hampir scbagian besar kewenangan direksi mengumis perseroan
didelegasikan kepada pihak lain, baik kepada pegawat dan atau kepada pihak Jain
blikalz pegawai. Widiyonc menycbut model pendelogasian sebagian tugas dan
kewenangan direksi ity, antara lain berdasarkan surat keputusan, surat edaran,
pemberian kuasa langsung, berdasarkan pemberian kussa kepada jabatan ex
officio atau berdasarkan kuasa nota 1iil.**’ Dengan kata lain, pegawai atau pihak
lain yang mendapat kuzsa melakukan tindakan-tindakannya melakukannya untuk
dan atas nama perseroan {korporasi). Oleh karenaava, persercan harus
bertangpung jawab, balk secara perdata maupun pidana atas perbuatan-perbuatan
pegawai atau pibak lain itu.

% Ptira vires diartikan sebagai bertindak melebihi kewenangannya, Lihat Try Widiyono,
ap. cif., hel, 83, Umdan lengkap mensenai hal ind dalam perstuman perundang-undangan pidana
fmdonesia dapat dibaca jugs dalam Sutan Remy Sjahdeini, op.cit. hal, 162-163.

8 Schaffmeister. ot, al. op.cit,, bal, 281,

*1 Try Widiyeno, op.cit., hal. 63,

Penegakan Hukum..., Nophy Tennophero Suoth, FH UI,"EB&?EH‘;":&s Indonesia



107

3.2 Proses Penuntutan Pidana Terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi

Pembahasan mengenai proses penuntutan pidana berari menyangkut
suatu proses yang berisikan mengenai prosedur atau tata cara dilakukannya
kegiatan penuatutan terhadap porkara pidana. Dengan kata lain, membicarakan
mengenai hukum pidana formil. Dalam konteks penelitian ini, yvang dibicarakan
adalah proses penuntutan pidana terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana
korupsi. Dengan demikian, pembicaraan dalam pembahasan penelitian ini
menyanglt hukum acara pidana dalam tindak pidana korupsi yvang mengatur
subyek hukum korporasi.

Penangsnan dan penyelesaisn perkara pidana dalam sistem peradilan
pidana™® Indonesia dilakukan berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana beserta dengan peraturan-peraturan pelaksansannya (KUHAP).
Pensnganan perkara lindak pidana korupsi, selain mengacu pads KUHAP,
terdapal aturan kbusus lain vang mengaturnya. Peraturan khusus yakni UU No, 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidans Korupsi yang dirubsh dengan
UU No. 20 Tahun 2001 (UU PTPKY™ dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Kegiatan penyidikan dan pemuntutan perkarma tindak pidana korupsi
yang dilalkatkan oleh lembaga Kepolisian dan lembaga Kejaksaan dilaksanaken
berdasarkan KUHAP -dan UU PTPK. Khusus penyidikan dan penuntutan yang
ditakukan Komisi Pemberantasan Tindek Pidana Korupsi (KPK) juga berlaku
hokum acara yang diater dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). 2™

Alur penanganan dan pepyelegaian perkara tindak pidana korupsi
delam sistem peradilan pidanz Indonesis secara sederthana dapat digambarkan

dengan menggunakan model sistem peradilan pidana sebagal proses inpus

*® Sistem Peradilen Pidana (criminal justice system) adalah sistem dalarm suaty masyaraket
untuk menanggulang! wasalah keiabatan Sistesn it disngaap berhasil apabila sehagian besar dari
iaporan maupun kelubun masyarakat yang meniad] korban keishatan dapat “disclosaikan, dengan
diajukannya pelaku kejshaton ke sidang penpadilan dan dipuiuskan bersalsh serta mendapat
pidana. Baca : Mardjono Reksediputra (e}, op. i, hal. 84.

*® Mengenai hal ind diatar dalam Pasal 26 UU PTPK yang menyebutkan : “Penyidikan,
penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korapsi, dilakukan
berdasarkan hukum acara pidans yang berlaku, kecoali ditentukan lain dalam undang-undang ini.”

¥ Hal ini diatur dalam Pasal 39 ayat (1) jo Pasal 62 DU KPK.
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autpuz,m Dalam kosteks ini, laporan dugaan adanya tindak pidana korupsi
merupakan input, proses penyvidikan, penuntutan dan pemeriksaan oleh aparat
penegak hukum sebagai swatu proses dan penyelesaian kasus tindak pidana

korupsi sebagail euipr yang diharapkan, Hal ini dapat dilihat dari gambar benkut

Laporan « Fenvidikan Peayelesaian
Bugaan = Posuntuin Pernra TPK
Perkan TPK + Pomeetiszn di Peogaditug

Input »  Proses > Output

Gambar | ; Penvelesalan Perkara Tindak Pidans Korupsi

Berdasarkan XKUHAP, schagaimana halnyas pada perkara pidana
urmurn, penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi berawal dani
proses penyidikan™’* yang dilakukan oleh penyidik™, Pada proses ini, titik berat
tekanannya diletakican pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti” supaya
tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan
dan menentukan pelakunya ””

Selanjumya basil penyidikan penyidik tersebut diserahkan kepada
Penuntut Umum (Pasal 110 KUHAP). Apabila penunnot uvmum berpendapat

bahwa hasil penyidikan tersebut dapat dilakukan penuntutan®

umum®™ segers membuat surat dakwaan dan melimpakkan perkara itu ke
pengadilan negen untuk disidangkan {Pasal 140 jo pasal 143 ayat (1} KUHAP jo
Pasal 52 jo pasal 53 UU KPK), Penuntut Umum dar lembags Kejakssan

melimpahkan perkara tindak pidana korupsi ke Pengadilan Unmum, sedangkan

maka penuntut

! Madel ini menslankan pengpambaran seekanisme dan proses penyelesajan suaty perkars
tindak gzzdana
Benyidikan adalah seranghkaian tindakan penyidik dalam hal dan megwt care vang di-
ator dalam undang-undang ind ontuk mencan serta mengompulkan buky veng lefadi dan gona
menemukan tersangkanys (Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tehun 1981 tentang Undang-undang Hukum
Agcars Pidana (selonjutnya dalam penelitizn int disebut KUHAPY).
\ 7 Penyidikan perkars Tindak Pidana Korupsi (TPK) difakuken oleh penyidik pads kepo-
lisian, Kejaksaen dap Komisi Pemberantasan Tindak Fidana Korupsi KPR
7 Yahys Harapap, Pembahasan Permasalaban dan Penerapan KUHAP. Penyidiken dan
Pemuntutay, Fdisi Kedua Cetakan Keempat, (Jakars, Siaznr Grafika, 2002), hal, 3835,
7 penuntatan adalah tindakan penuntut umum otk melimpahkan perkar ke pengadilan
negeri yang berwensng dalam hal dan menurt cara vang diatur dalam Hukum Acarg Pidans
© dengan permintasn supaya dipesiksa dan dipotus oloh bakim di sidang pengadilan {(Pasal | angka 7
KUHAP dan Pasal 1 angka 3 UL No, 16 Tahua 2004 tentang Kejaksaan RI)
7 penuntutan perkara TPK dilakukan cleh Penontut Umum pada Kejaksaan dan Peountut
Umu pada KPX.
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perkara yang ditangani oleh Penuntot Umum dari lembaga KPK dilimpabkan ke
Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi.®”

Berdasarkan surat dakwaan tersebut, pengadilan melalut hakim vang
ditunjuk menyidangkan perkara tersebut melakukan pemeriksaan perkara tindak
pidana korupsi dengan menggunakan acara pemeriksaan biasa®™® {Pasal 152
KUHAP). Pada tzhap ini, hakim akan menjatuhkan putusan berdasarkan
keterangan para saksi, ahl dan terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan
petunjuk (Pasal 184 KUHAP jo Pasal 26A UU PTPK). Putusan mengenat pokok
perkara dapat berupa putusan bebas® , lepas dari segala tuntutan fwkum?® atan
pemidanaan. Dalam hal pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah
melakukan tindak pidana yaong didakwakan kepadenya, maka pengadilan akan
menjatuhkan pidana {Pasal 183 KUHAP). Selanjninya, terdakwa atau penuntut
umum mempunyai hak untuk melakukan apaya hukum terhadap putusan tersebut,
Kemudian sctelah putusan pemidanaan telah memperoleh kekuatan hukom telap,
putusan tersebut dileksanakan oleh jaksa (Pasal 270 KUHAF).

Berdasarkan prosedur di atas, terlihat tahap penyidikan memegang
peranan penting dalam proses penuntutan perkara tindak pidana korupsi.
Penyidikan yang maenghasilkan berkas perkara penyidikan merupakan dasar
dilakukannys penuntutan oleh pepuntuf umum dalam membuat sural dakowaan.
Selanjutnya berdasarkan berkas perkars hasil penyidikan terscbut, hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi.

Penuntutan pidana bagl korporasi yang diduga tedibat dalam
melakukan tindak pidana korupsi merapakan bagian dari proses penuntutan dalam
perkara tindak pidana kornpsi. Dengan kata lain, proses penuntutannya sesual
dengan ketenfuan hukum acary pidana yang berlaku baginya, Mamun demikian,
ternyata KUHAP tidak mengatur kotentuan mengenal proges penuntutan ze:ézaéa;;
korporasi, Materi hukom ascara pidana yang distur dalam KUHAP hanya

M Berdasarkan UU No. 30 Tabua 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (KPK), untuk periama Ekelinya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada
Pengadilan Megeri Jakarta Pusat (Pasal 54 ayat 2).

7 Dalam KUHAP, berdasarkan bobot perkeranys meka pelimpaban dan penyelesaian
petkara pidana dikenal 3 (tiga) bentuk scara pemeriksaan, yaite Acara Pemeriksasn Binsa, Acars
Pemerikszan Singkat dan Acars Pemeriksapn Cepat. Pelimpaban dan pemeriksaan perkera tindak
pidana korupsi menggueskan Acars Pemerikssan Biasa

#9 1 isat Pasal 151 ayat {1} KUHAP

01 that Pasal 151 ayat {2) KUHAP
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berorientasi kepada subyek tindak pidana perorangan dan tdak mengatuc
mengenai subyek tindak pidana korporasi. Padahal telah ada juga undang-undang
lain yang telah mengatur kemungkinan penuntutan pidana kepada korporasi yang
fabir sebelum KUHAP diterbitkan. Hal ini merupakan salah sato kelemahan
KUHAP,

Proses penuntutan pidana khusus terhadap korporasi dalam tindak
pidana korupsi hanya diternukan dalam Pasal 20 UU PTPK. Meskipun terbilang
sumir, ketentuan tersebut telah menpatur sebagian prosedur atau tala cara
peniuntutan kepada korporasi. Hal yang distur hanyalab berkaitan dengan
ketentuan mengenai pihak yang mewakili korporasi {ayat 3 dan 4}, kewenangan
hakim untuk memerintabkan pengurus korporast menghadap sendirl dan perintah
unfuk membawa pengurus ke sidang pengadilan {ayat 5) serta mengatur tentang
penyerahan surat panggilan terhadap korporasi (ayat 6). Jika demikian, apakah
ada perbedaan yang mendasar mengenai proses penuntutan pidana kepada
korporasi dan perorangan dalam perkara tindak pidana korupsi?

Dalam pandangen aparat penyidik maupun Jakss/Penuntut Umnum
tindak pidana korupsi, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Dharmawangsga®®'
dan Tyas Widiarto™ mengemukakan bahwa pads dasarnya tidak terdapat
perbedaan dalam hal menyangkut proses atau lats cara penuntutan dalam perkara
tindak pidana korupsi baik perorangan maupun terhadap korporast. Meskipun
demikian Hilman Azazi®™® mengungkapkan perbedaan dalam proses tersebut
yakni dalam ha! upayas paksa tgrhadap tersangka/terdakwa, Berbeda dengan
subyek tindak pidana perorangan, karens sifatnya, terhadap korporast tidak dapat
dilakukan penangkapan maupun penahanan, Dengan demikian, kecualf
sebagaimana ditentukan dalam kefentuan tersebut, maka dapat disimpuikan bahwa
Secara wnurn proses penuctutan, yaitu sejak {ahap penyidikan hingga pelaksanaan
putusannya, terhadap korporast berlaku sebagaimana halnya penuntutan terthadap
tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh perorangan. Tegasnya, proses

M perdasarkan wawancarm deagan Andi Dharmawangss, SH. ME {(Rasobdit Penyidiksa
pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tiodek Pidana Khusus Kojaksaan Agung RI) pada
tangpat 24 Maret 2009,

* Bertasarkan wawanvara dengan Tyas Widiarto, SH, MH {Jaksa/Penuniut Umum padsa
Jaksa %%uug Muda Tindek Pidsne Kiusus Kejaksaan Agopg RE) pada tanggal T Mei 2009,

Berdaserkan wawpncara desgen Hilman Azazi, SH, MH, MM (Jaksg/Penuatut iimum
pada Jaksa Apung Muds Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RY) pada tanggal 1 Mei 2009.
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penuntutan pidana terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi pada

dasarnya berlaku ketentuan sama seperti penanganan perkara pidana terhadap

pelaku perorangan, yakni sebagaimana ditentukan dalam hukum acara maupun
ketentuan-ketentuan yang berkaMan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Meskipun sccara umum tidek terdapat perbedaan dalam proses
penuntutannya, nsmun berdasarkan sifat dan bentuk subyek tindak pidananya
miaka secara khuosus terdapat beberapa hal yang datam praktiknya harus dibedakan
antara subyek tindak pidana korporasi dan peorangan. Berkaitan dengan hal ini,
hasil penelitian memperoleh beberapa permasalahan. Oleh karena itu, pembahasan
dalam penelitian inf akan membahas hal-hal yang menyangkut pertanyaan sehagai
berikut ;

(1) Bagaimanakah mekanisme penunjukkan perwakilan dalam hal korporasi
sehagal tersangkafterdakwa?

(2} Berkaitan  dengan  perianysan  kesatu, identitas sispekah vang akan
dicantumkan dalam administrasi peradilan (seperti: berkas perkars, surat
dakwaan maupun surat putusan)? Apakah identitas korporasi ataukah identitas
pengurug yang mewakilinya?

' (3) Bagaimanakah konstruksi surat dakwaan terhadep korporasi? dan

{4) Bagaimapakah pelaksanaan putusan terkait dengan pidana denda vang tidak

dibayar oleh terpidana korporasi?

321 Mengenai Perwakilan Korporasi
Apabila seseorang pribadi disangka melakukan tindak pidana, hukum
acarz pidana mengharuskan yang bersangkutan menghadap langsung. Artinya,
orang tidak tidak dapat diwakill oleh orang lain selain dirinya sendiri. Berbeda
halnya dengan penuntutan pidana terhadap korporasi, Dalam keadean demikian,
korporasi akan diwakili oleh pengurusnya. Dalam konteks tindak pidana korupsi,
hal int ditegaskan dalam ketentuan Pasal 20 ayat (3} dan {4) UU PTPX yang
menentukan sebagal berikut ¢
(3) Dalam hal tuntutann pidana dilakukan terhadap suatu Xkorporasi, maka
korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
{4) Pengurus mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat
diwakili oleh orang lain,
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Penggunaan istilah “tunfotan pidane” dalam rumusan iersebut juga
dipergunakan dalam ketentuan di dalam Pasal 182 ayat (1) hurnf a KUHAP.
Hal ini menimbulkan persepst bahwa kefenfuan itu hanya berlaku pada tahap
pemeriksaan di sideng pengadilan. Karenanya persoalan yang muncul adalah
apakah ketentvan itu berlsku jupa pada lahap pesvidikan? Dengan kata lain,
siapakah yang mewakili korporasi dalam pemeriksaan pada tabap penyidikan?

Pemertksaan perkara pidana, termasuk perkara tindak pidana korupsi
di sidang pengadilan merupakan kelanjutan proses dan kegiatan penyidikan, QOlch
karena itu, maka penggunaan istilah "tuntutan pidana” dalam rumusan terscbut
harus ditafsirkan termasuk pula dalam proses penyidikan** Jadi, dalam hal
penyidikan perkara tindak pidana korupsi dilakukan kepada korporasi sebagal
tersangka, maka pada tahap tersebut korporasi bersangkutan juga diwakili pula
oleh penpurus dari korporasi itu. Permasalahannya adalabh bagaimanakah
rockanisme permunjukkan perwakilan bagi korporasi vang diduga melakukan
tindak pidans korupsi itu? Apakab ditentukan langsung oleh penvidik seperti
halnya pada perorangan? ataukah wakil korporasi tersebut ditunjuk oleh korporasi
bersanghkutan?

' Pengaturan mengenai hal ini temnyata tidak ditemokan distur dalam
KUHAP maupun tidak jelas diatur oleh UU PTPK. Berkenaan dengan hal
tersehut, menurut R, Wiyono, anggaran dasar korporasi biasanya mengatur -
ketentuan yang menunjuk pengurus tertentu untuk mewakili korporasi, baik di
luar maupuen di dalam pengadilan 28

Ketentuan mengenai perwakilan korporast imi erat kaitannya dengan
pengaturan mengenai tata cara pemanggilan unfuk menghadap dan penyerahan
surat panggilan kepadz korporasi yang disangka atau didakwa melakukan tindak
p_idf;na korupsi (Pasal 20 ayat 6 UU PTPK). Dengan kata lain, kepada siapa
panggilan menghadap dan surat panggilan terhadap korporasi dalam proses

B pasal 182 ayat (1) hunef 8 KUHAP menyebuikan . “Setelah pemeriksaan dinyatakan
selesni, permantut wmurm soengejukan tuntutan pidana”, Dalam praktiknya, pada tabap ini tuntutan
pidana yang digjukan penunmt umum tersebut berupa surat tuntutan yang berisi kesimpulen dari
proses pemeriksaan di sidang pengadilan vang disertai dengan pembukiiao nogur-unsur pasal yang
didakwakan kepads terdakws. Pada bagian akhir susat funmisn tersehut pesentot wmun akan
mengainkan pernyataann tedhukti atan tidsk terbuldinya kesalahan terdakws serts poerrainiean
penjainhan pidans kepada hakim.

# R Wivono. op. ¢it, hal. 141

¢ mhid,
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penuntutan pidana dalam tindak pidana korupsi tersebut disampaikan. UU PTPK
menentukan bahwa panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan
tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat
pengurus berkantor.

Seyogyanya panggilan menghadap (baik pada tahap penyidikan, tahap
penuntutan maupun tahap pemenksaan di sidang pengadilan) tersebut ditujukan
kepada pengurus yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam menjalankan
kepengurusan korporasi sesuai dengan anggaran dasar dari korporasi, misalnya
direktur utama atau presiden direktur dari suatu pf:rseroa'm.;!iw Namun demikian,
mengenai siapa “pengurus” yang akan mewakili korporasi dalam proses
penuntutan tersebut diserahkan kepada korporasi tersebut. Terkait hal ini, R.
Wiyono mengemukakan, bahwa direktur utama mungkin menunjuk salah satu dari
pengurus untuk mewakili korporasi atan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang
terdapat di dalam Anggaran Dasar dari korporasi yang bersangkutan.”®® Dengan
demikian, sangat dimungkinkan bagi korporasi untuk menunjuk perwakilannya
yang akan mewakili korporasi bersangkutan. Tegasnya, penunjukan mengenai
perwakilan korporasi untuk mewakili korporasi baik di luar maupun di dalam
pengadila;l merupakan urusan intermn dari korporasi yang bersangkutan.

Seperti telah dibahas sebelumnya, bagi korporasi berbentuk perseroan
maka berlaku ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT. Berdasarkan
wewenang dan tanggung jawabnya, maka direksi perseroan merupakan organ
sekaligus juga sebagai pengurus perseroan, dan salah satu fungsi utama direksi
adalah berkaitan dengan fungsi representasi, yakni mewakili perusahaan di dalam
maupun di luar pengadilan, maka yang mewakili korporasi dalam proses
penuntutan pidana adalah direksi. Mengenai hal ini juga telah dinyatakan secara
tegas dalam Pasal 98 UU tersebut yang menyebut :

(1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

(2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang
mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain
dalam anggaran dasar.

27 Ibid., hal. 142.
28 1hid.
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{3} Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain
dalam Undang-Undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS,

{4} Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pads ayat (3} tidak boleh
bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ind dan/atau anggaran dasar

Perseroan.

Oleh karenanya, dalam melakukan penuntutan tindak pidana korupsi
yang melibatkan korporasi berbentuk perseroan maka baik penyidik, penuntut
urmuns rmaupun hakim seyogyanya memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut,

Bertalian  dengan  tugas mewakili  korporasi, maka dalam
pelaksanaannya menurut R. Wivono pengurus harus dibekali surat tugas atau surat
perintah dari korporast bersanghkutan. Mengenai hal ini dikatakan sebagai berikut :

Dntok dapat mewakili korporasi sebagai 1erdakwa misalnya di pemeriksaan

sidang pengadilan, pengurus harus dibekalt surat tugas ataw sural perintah

dan bukan surat kuass karenz di dalam hukusg acara pidana tidek dikenal

adanya terdakwa yang memberikan kuasa kepada orang lain untuk hadiy di

pemeriksaan sidang pezzgadilara,%

Menurut hemat penulis, pendapal mengenai perwakilan korporasi
sebagai terdakwa harus dengan menggunakan surat fugas atan surat perintah
tersebut tidak mutlak berlaku. Sepaniang telah diatur secara tegas dalam anggaran
dasar atau keputusan Direksi, maka surat tugas ateu surat perintah tersebut tidak
diperlukan, Dalam hal ind, penguros melakukan tugas dalam fungsi representasi.
Surat tugas atau suraf perintsh dipediukan dalam hal yvang menghadap langsung
dalam proses penuntutan terssbut bukan pengurus {direkst) melainkan karyawan
korporasi bersangkutan.,

Sebubungsn dengan hal di atas, maka pengertian istilah “pengurus”
dalam tahap ini harus dibedakan dengan “pengurus” dalam ketentuan Pasal 20
ayat (1) UU PTPK. Pengertian “pengurus” dalam ayat (1) tersebut dimaksudican
adalah “pengurus” yang dapat dibebani atau dituntut pertanggungjawaban pidana,
Dengan kata lain, pengurus yang dapat menjadi tersangka/terdakwa dalam perkara
tindak pidana korupsi, Untuk maksud pengertian tersebut, pembentuk undang-

undang memperluas pepgertian istilah “pengurus” yang tidak terbatas pada

* rbid hal, 141,
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mercka yang tercantum dalam anggaran dasar saja.”’ Sedangkan “pengurus®
dalam bagian ini adalah pengertian “pengurus™ dalam karannya untuk mewakili
korporasi. Dengan demikian, menyangkut kapasitas pengurus korporasi pada
proses penuntutan pidana, yaitu sejak tahap penyidikan, penuntutan maupun
dalam tahap pemeriksaan sidang pengadilan, kemungkinan akan dijumpai adanya:
a. Pengurus yang mewakilt korporasi sebagai terdakwa
b. Pengurus dari korporasi sebagat terdakwa

Pengurus pada poin {8} di atas dimungkinkan diwsakili orang lain (ayat
4). Dengan kata lain, pengurus yang bersangkutan tidek horus secara pribadi
tampil ke hadapan polisi, jaksa atau ke muka sidang pengadilan. Sjahdeini
mengemukakan bahwa prinstp ini sebenarmya diadopsi dari asas hukum perdata®’
yang memungkinkan suata subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum,
dalam melakukan perbuatan hukum tertentu, diwakili oleh pihak lain. Hal ini
biasanya dilakukan dengan cara pemberian kuasa. Namun demikian, ketentuan
tersebut hanya dapat diberlakukan apabila anggota penguros yang mewakilkan
dirinya kepada orang lain itu bukan pelaku tindak pidana yang diatributkan
sebagai tindak pidana yang dilakukan korporasi’® Sedangkan apabila pelaku
tindak pidéﬁavitu adaiéh anggota pengurus yang bersarigkutan, maka tidak boleh
mewakilkan dirinya kepada orang lain, misalnya kepada advokat, Advokat yang
diberi kuasa olehnya bukan untuk mewakili melainkan mendampinginya.”

Ketentuan ini sesungguhnya kontra-produktif dengan ketentuan dalam
Pasal 20 ayat (3) di atas, karena jika demikian maks hal ini memberi
kemungkinan bagi korporasi untuk menunjuk perwakilannya adalah orang yang
tdak mengetahui atzu bahkan ftidak mempunyal kepentingan dengan aktifitas
korporasi tersebud. Hal ini fentunya akan menimbulkan persoalan dalam
melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Berkaitan dengan ketidakhadiran pengurus korporasi secara langsung,
UU PTPK juga telah menentukan hakim berwenang memerintahkan supaya
pengurus  korporasi menghadap sendiri di  pengadilan dan  dapat pula

%56 ¢ ihat Penjelasan Pasal 20 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tehun 2001
r)) % v - .
Suian Hemy Sjshdeind, op. ¢if, hal. 177.
»
hid,
S Ihid,
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memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan {ayat 5).
Maksud pencantuman ketentoan ini, menurut Sutan Remy Sjahdeini didasarkan
pada pertimbangan agar hakim dapat mempercieh kevakinan dalam memeriksa
dan memutuskan perkara terscbut sehingga hakim dapat memperoleh kebenaran
materiil ** Dengan ketentuan ini, tampaknya pembuat undang-undang bermaksud
agar hakim jupa dapat melthat dan mendengar langsung dani pengurus tersebut,

Dalam praktik peradilan pidana, permasalahan mengenal perwakilan
dan mekanisme penunjukannya mencuat dalam kasus PT Newmont Minahasa
Raya (PT NMR).*’ Terdakwa I (PT NMR) mengajukan keberaton (cksepsi) atas
sural dakwaan penuntst vmum, salah satunya berkaitan permasalahan imi, yakni
mengenai penctapan Richard Bruce Ness sebagal mewskili badan hukum PT
MMR sebagai terdakwa I sebagai berikut ;

Tersangka dalam perkara ini adalah PT NMR schapai terdakwa 1 vang

diwakili oleh Richard Bruve Ness dan Richard Bruce Ness hanys kareoa

jabalannya sehagal Fresiden Direktur, Dalam pasal 46 UULH korporasi

{badan hukum) sebagai terdakwa ditentukan diwakili oleh pengurus atau bila

tidak diwakili pengurus hakim dapat memerntabkan supaya penguros

menghadap sendin. Artinya,menuwrut UULH, PT NMR yang telah ditetapkan
sebagai Terdakwa tidak harus diwakili oleh Richard Bruce Ness sekalipun
dia salah secrang pengurvussz6

Keberatan yang diajukan Tim Advokat PT NMR di atas temyata tidak
mendapat jawaban yang tegas oleh pengadilan dalam pertimbangan hukumnya.
Namun peagadilan menyatakan menolak eksepsi yang disjukan oleh terdakera
PT NMR.Z?

Berkaitan dengan pengurus korporasi, PT NMR menyatakan strukiur
organigast PT NMR terdiri Presiden Direktur dan 4 (empat) orang direkiur. Dalam
tingkat operasional terdapat ¢ (enam) orang manajer yang membidangi masing-
masing bidang yang berbeda, Karenanya, permasalahan ini juga disampaikan
dalam pembelaan PT NMR. Hal ini dikemukakan sebagai berikut %

 Ihid., hal, 177-178

% Mengensi kasus iri dapat dilitmt dafam pembohasan Bab I

% Tim Advokat Terdakwa I PT Newmont Minabass Raye, Keborstan (cksepsi) BT
Terdakws 1 PT Newmont Minahasa Rays yang dibscakan pada tanpzal 19 Agustus 2008, bel, 13,

2 putusan Sela PN Mansde No.284/Pid B/2005/PN Mdo tanpgal 20 September 2005,

2% 1 yhut M P. Panparibuan, dik, Pembelaan {(Pleidoi) Terdakwa I PT Newont Minahasa
Raya) yang disawmpaikan padz persidangan tangpal ¢ Januari 2007 di PN Manado, hal, 27,
Penegasan keterangan tersebut juga disasmpaikan Dvinas Satrioprojo, SH deri Tahut Marilot
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PT NMR sebageai badan hukum memiliki organ-organnya yang terdiri ierdiri
dact pengurus {direk#l} dan karyawan, komisaris, pomegang sahany
Sebagaimana telah disampaikan dalam BAP, struktur organisasi PT NMR
adalah terdinn Presiden Dirckiur dan 4 direbur-direktur. Dalam tingkat
operasional sefidaknya ada 6 manajer yang membidangi masing-masing
bidang yang boerbeda. Karyawan sekitar 400 crang selama masa periode
tambang, Semuanya secara hukum dapar hadic delam sidang ial swu
meounivk siapa yang mewakilinys. Akan tetapl dalam perkarn iol, sceara
sepihak dan begitu saja Richard Bruce Ness dipanggil penyidik dan
kemudian dijadikan sebagai Terdakwa dalam kepasitasnya unduk mewakili
FT NMR oleh Tim Jaksa Penuntut Umum. Pzdahal pada saat yang sama
karena kedudukannya sebagai Presiden Direktur, Richard Bruce Ness juga
telzh dijadikan sebagai Terdakwa I1. Secara teoritis kepentingan keduanya
bisa berbeda atau conflicr of interest, Dengan menetapkan demikian maka
Surat Dakwaar telah melansear ases non self incrimination (vide, Pasal 168
butir 1 KUHAPY. Oleh karenanya, secara hukum ssharusnya bukan penyidik
dan Tim Jaksa Penuntut Umiin yang menentukas siapa wakil PT NMR
sehagal Terdakwa dalamy perkara ini tapt PT NMR sendiri. Namun, tanpa ads
pilihan Terdakwa I diwakili oleh Richard Bruce Ness, pada hal sudah
ditefapkan juga schagai sckarang terdakwa 11 dalam kapasitasnya scbagai
Presiden Direktur PT NME.

Apakah dengan demikian pengadilan menerima penunjukan Richard
Bruce Ness oleh penvidik dan penuntut umum sebagal wekil perusahaan itn dalam
perkara pidana tersebut? Ternyata pengadilan juga tidak memberikan jawaban

yang tegas mengenal masalgh ink— R oo

Sehubungan dengan permasalahan ini, ketentuan mengenai mekanisme
penunjukkar perwakilan korporasi dalam proses penuntutan pidana penting diatur
sgcara tegas. Karena itu, sepantasnya KUHAP mengatur hal ini.*? Dengan
demikian di masz yang akan dafang persoalan tersebut tidak menimbulkan
masalah dalam prakiik peradilan pidana.

Kelemahan mengenai bukum acara berkaitan dengan proses
penuniutan pidanas bagi korporasi tampaknya sudah mulai dipikirkan oleh
pembust nﬁdang«undmg, Hal ini tampak telah mulai diator dalam Rancangan UU
Hukum Acara Pidana (RUU KUHAPY™ geperti terlihat pada Pasal 137 ayat (7)
dan {8) yang menyebutkan :

Parulian Pengeribuan (advocates & counsellors af Jaw) pada seat dilskukan wawaneara pada
tangeal 3 Maret 2005,

% Mardjono Reksodiputre (b, op.cit, bal, 102-103

* Direldorat Jenderal Peraturag Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi
Masusia RI, Rancangan KUHAP 2008,
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(7) Apabila terdakwa adalah korporasi maka panggilan disampaikan kepada
pengurus ditempat kedudukan korporasi sebagaimana tercantum dalam
Anggaran Dasar korporasi tersebut.

(8) Salah seorang pengurus korporasi waiib menghadap di sidang pengadilan
mewakili korporasi.

Adanya ketentuan dalam ayat (R} tersebut menonjokkan bahwa

pengurus korporasi dibebant kewajiban mewakili korporasi dalam pemeriksaan di
sidang pengadilan. Dengan demikian, perancang undang-undang bermaksud
menentukan mengenal mekanisme penunjukkan perwakilan korporasi ditentukan
oleh korporasi yang bersanghkutan. Sayangnya, pengaturan mengenai hal ini tidak
diternukan dalam tehap penyidikan. Ketentvan ini tampakoya hanya dikhususkan
pada tahap proses pemeriksaan di sidang peogadilan. Oleh karena itu, demi
menghindart penafsiran yang berbeda, maka semestinya pengeturan ketentuan
demikian secara tegas diatur dan herlaku sejak tshap penyidikan.

3.2.2 Mengenai Jdentitas Tersangka/Terdakwa Korporasi

Sebelum  ditetapkannya korporasi sebagal subyek tindak pidans
korupsi, penyebutan identitas fersangka/terdakwa dalar surat dakwaan ataupun
penyebutan identitas tersangka dalam berita acara pemeriksaan penyidikan, atau
putusan pengadilan sering tidek dipermasalahian. Hal ini karena penyebutan
identitas  tersangka/terdakwa dengan kedudukannya dalam kepengurusan
korporasi tetap dianggap sebagai orang perorangan dari subyek hukum pidana.

Namun dengan ditetapkannya korporasi sebagai subyek hukum pidana
datam U PTPK, mengenai pencantuman identitas tersangkasterdakwa menjadi
penting. Hal ini terutama berkaitan dengan identitas siapa yang akan digunakan
dalam proses penuntutan pidana tersebut. Konkritnya berkaitan dengan
perfanyaan, identitas sispakah yang akan dicantumkan dalam administasi
peradilan? Apsaksh identitas korporasi atau identitas penpurus yang mewakili
korporasi atavkah identitas orang lain, dalam hal bila pengurus juga diwakili
crang lain yang dipergunakan dalam proses penuntutan bagi korporasi. Ramelan
mengemukakan bahwa penyebutan identitas wyang jelas penting patuk
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membedakan terdakwa dalam kedudukan sebagai pribadi perorangan atau sebagai

pengurus yang mewakili korporasi sebagai terdakwa,*®

Permasalahan tersebut menjadi bagian penting untuk memperoleh
jawabannya, ferutama menyangkul syarat formal surat dakwoan yang dibuat
penuntut umum. Dalam hukum acara pidana, surat dekwaan merupakan dasar
serta ruang hngkup yang membatast bagi hakim/majeliy hakim dalam melakukan
pemeriksaan di persidangan. Dengan demikian maka surat dakwgan yang dibuat
penuntut umum memegang peranan penting dalam persidangan perkara pidana,
termasuk dalam perkara tindak pidana kerupsi. Oleh karenanya, pembuatan surat .
dakwaan harus memenubi syarat-syarat vang telah ditentukan dalam perundang.
undangan,

Pengatoran kriteria surat dakwaan secara implisit diatur dalam Pasal
143 ayat (2) KUHAP yang menentukan bahwa : Penuntut umum membuat surat
dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berist :

a mnama lengkap, tampat tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin,
kebanggaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;

b. uraian sccara cermat, jelas dan Jepgkap mepgenal tindak pidana vang
didakwakan dengan menﬁ«‘ehutkan wékta éaﬁ ternapt #indak pidana itu
difakukan,

Ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP tervebut tidak secara eksplisit
membatasi syarat-syarat apa yang harus dipenvhi agar suatu surat dakwaan sah
schingga tidak diancam batal dend hukwm (Pasal 143 ayat (3) KUHAPR).
Wataupun demikian, menurut pandangan dokirin dan kelaziman dalam praktik
peradilan, ketentnan Pasal 143 ayat (2} KUHAP menyebutkan adanya 2 {dua)
syarat esensial yang harus diperhatikan dalam pembuatan sucat dakwaan, yaitu ©°0
1. Syarat formal (Pasal 143 ayat (2) hurufa KUHAP)

2. Syarat materiel (Pasal 143 ayat (2) baruf b KUHAP)

Dalam prakiik peradilan pidana, syarat formal tersebut diperlukan
demi menghindari terjadinya error in persona. Tidak dipenvhinya syarat formal
tersebut  menyebabkan surat dekwaan penuntut wmum dapat dibatalkan

! Remelan, op. cit., hal. 24
2 1 ilik Mulyadi, op. cit., hal. 191,
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(vernicteghaar) atau dinyatakan batal.’” Dengan demikian, dapat dipahami
identitas tersangka atau terdakwa mempakan hal vang esensial. Pencanturnan
identilas terdakwa dalam adminisirasi peradilan {berkas perkara, berila acara
pemeriksaan, surat dakwasn, surat tuntutan dan sural putusan) berkaitan dengan
konsckucosi pidana yang dijatuhkan pengadilan. Artinya, kepada siapa nantinya
putusan pengadilan tersebut akan dilakukan oleh penuntut umum.

Jika demikian, identitas stapakah yang mestinys dicantumkan dalam
administrasi pengadilan tersebut? Berkaitan dengan persoalan ini, bagaimana
praktik peradilan pidana menjawabnys. Meskipun bukan merupskan kasus dalam
perkara tindak pidana korupsi, namun oleh karena kasus PT NMR merupakan
kasus pertama yang menjadikan korporasi sebagai terdakwa, maka dalam
penelitian ini akan dilakukan pembahasan ferkait persoalan vang telah
dikemukakan Ji atas.

Pada persidangan kasus PT NMR yang disidangkan di PN Manado,
salah satu keberatan (eksepsi) alas surat dekwaan penuntul wmum yang diajukan
oleh Tim Advokat Terdakwa I (PT NMRY? adalah mengenai pencantuman
identitas, Tim Advokat meminta pengadilan untuk menyatakan surat dakwaan
penuntut umum  batal demi lmkmﬁ atau ﬁ&ak dapat diterima dengan
mempersoslkan sorat dakwaan vang 6dak mencantumkan identitas PT NMR
sebagai terdakwa melainkan identitas yang mewakili perusabaan itu. Dalem surat
dakwaan kasus itu, terdakwa [ PT NMR (korporasi) diwakili oleh Presiden
Direktur PT NMR, Richard Bruce Ness. Menurut Tim Advokat, identitas yang
dimaksud dalam ketentuan Pasal 143 gyat (2) huref a KUHAP adalah identitas
dari badan hukum PT NMR. Deraikian dikatakannya ©

Selgin i, identitas Terdakwa I tidak divanturnken dalam Surat Dakwaan
akan tetapi hanye identites Terdakowa I yang kemudian ditetapkan sccara
sepibak sebagal wakil dani PT NMRE. ldenfitas vang mewakili dan yang
diwakili secara hukum zdalah dua hal yang sangat berbeda khususnya karena
yang mewakili tidak dapat menggantikan akibat hukwin yang mungkin texjadi
dari putusan hakim. Oleh karena itw, ketentuan Pasal 143 ayat (2) huraf &
KUHAP jo Pasal 46 UULM harus dibaca sebagai identitas dari badan hekum
PT NMER

W rhid., bl 191-192, _
¥ Tim Advokat Tecdakwa 1 PT Newmont Minabase Rays, Keberatan {eksepsh PT
Terﬂak;g;g TPT Mewmont Minshasa Raya yang dibacakan pads tanggal 19 Agustus 2603,
hid., hal. 13,

iversitas Indonesia
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Pengadilan dalam putusan sela perkara tersebut menyatakan bahwa
surat dakwaan penuntot umum telah memuat identitas lengkap terdakwa 1 yaitu
PT Newmont Minahasa Raya yang diwakili oleh salah satu Direksi PT NMR.%
Dengan kata lain, menunut pengadilan pencantuman identitas pengorus sebagat
pihak yang mewakili korporasi dapat dibenarkan,

Meskipnn dalam praktik peradilan di atas, pencantuman identitas pthak
yang mewakili dalam surat dakwazan telah diterima, namun menurut penulis, hal
ini masih memerlukan kajian lebih lanjut secara yuridis. Terlebih lagi terdapatnya
ketentuan yang memungkinkan pengurus diwakili oleh orang lain (Pasal 20 ayat 4
Ul PTPK). Apakah dengan demikian, maka identitas vang dicantummkan adalah
identitas “orang lain” tersebut. Dalam kaitannya dengan penuntutan pidana bagi
korporasi sebagai terdakwa, Ramelan menggaskan bahwea semestinyas identitas
korporasilsh yang dicantumkan”®”’ Dalam  hal korporasi turut dinuntakan
pertanggungjawaban pidapa (terpissh dari pengurusnyas), penulis menyelujui
pendapat bahwa seharusnya identitas korporasilah yang dicantumkan dalam
administrasi peradilan. Pencantuman ini juga penting untuk membedakan
penuntutan pidana tersebut memang dilakukan terhadap korporasi. Disamping itn,
dalam hal korporasi dijatuhf pidana, maka meﬁjadi jelas kepada siapa
perfanggungjawaban pidana akan dilaksanakan. Dengan demikian, pencantoman
identitas korporasi dalam administrast peradilan berkaitan dengan konsekuens:
pidana yang dijatuhkan,

3.2.3 Mengenat Surat Dakwaan Korporasi

Pada dasarnya, dalam tindak pidana yang dilaknkan korporasi terdapat
satu tindak pidana dengan lebih dar satu pelaku.’® Dengan kata lain, tindak
pidana korporasi terjadi dalam bentuk penyertaan, yakni kesalahan korporasi
merupakan lanjutan dari kesalahan pelaku materiilnya. ™ Hal ini dapat dimaklumi
karena korporasi menjalankan kegiatannya melalui manusia.

% putusan Sela PN Manado No. 284/Pid B/2008/PN.Mdo tanggal 20 September 2005, ap,
cit, bal, 136,

W7 Ramelan, Joc, cit.

3% Sutan Remy Sjahdeini, op. oit., bal. 198

3% Chainnl Huds, op. ¢it., hal. 119
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Secbagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, UU
PTPK menentukan penuntutan pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak
pidana korupsi dapat dilakukan terhadap korporasi, pengurus atau kedua-duanya.
Dalar: hal demikian, maks surat dakwaan menjadi dasar penting bagi penuntutan
pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi.

Menurut Sjahdeini, dalam hal tuntutan pidana dimaksudkan untuk
ditakukan terhadap kedua-duanya maka surat dakwaan cukup dibuat satu saja’'’
Dalam pembuktiannya, oleh karena korporasi melakukan kegiatannya melalui
pengurusnya, maka penuntat umum ferlebih dahule harus dapst membuktikan
tindak pidana korupsi yang dilakukan olgh penpurus memang dilakukan untuk
atau atas pama korporasi. Selanjutnya, barulah kemudian perdanggungiawaban
pidana dapat dibsbankan kepada korporasi yang bersangkutan.

Penelitian veng dilakukan pada kasus-kasus pidanaz yang berkaitan
dengan korporasi sebagaimana telah divraikan sebelumnya pada Bab {1 di atas,
sctidaicnya menemukan tiga konstruksi surat dakowaan berkaitan dengan
keterlibatan korporasi, yakni
a. Penpurns korporast sebagai terdakwa namun perbuatannya dikaitkan dengan

korporasi. Perumusan surat dakwaan berbentuk zimMan terlihat pada kasus

pembukaan lahan dengan pembakaran. Pada kasus ini, terdakwa Terdakwa

Mr. C. Gobi selakn General Manager PT. Adei Plantation & Industry didakwa

bertindak atas nama General Manager PT, Adei Plantation & Indusiry dengan

dakwaan ;

Primair :  Pasal 41 ayat (1) jo Pasal 46 UU No. 23 Tahun 1997 jo Pasal 55
ayat (1) ke-Te KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

aubsidair ; Pasal 42 ayat (1} jo Pasal 46 UL No. 23 Tahun 1997 jo Pasal 55
ayat {1) ke-1e KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Penuntut umum mendakwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan natuk dan
atas nama korporasi. Hal itu terlihat deapan dijuntokannva dakwaan dengan
ketentuan Pasal 46 UU No. 23 Tahua 1997 Dalam kasus ini, Majelis

8 gvtan Remy Sjahdeini, foc, cit.
3 ¥ etentuan Pasal 46 UL No. 23 Tahun 1997 barbunyi -
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Hakim PN Bangkinang yang wmemeriksa dan mengadili perkara ito
berkesimpulan bahwz tindak pidana yang dilakukan terdakwa tersebut
dilakukan uatuk dan atas nama PT Adei Plantation & Industry dan kapasitas
terdakwa adalah sebagai pemimpin pelaku perbuatan (factual leader)’’
namun pemidanaarmya hanya diterapkan terhadap ‘pembuat materiilnya’,
yaitu terdakwa, yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar
Rp.250.000.000,- {(dua ratus lima pulub juta rupiah). Sedangkan terhadap
korporasinya (PT Adeci Plantation & Industry), tidak dikenakan pidana apa
pun.

Demikian juga dalam puiusan bandingnya, Pengadilan Tinggi Riau
menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara sclama 8
{delapan) bulan dan denda sebesar Rp.160.000.000,- (seratus juta rupizh).
Putusan kavasi Mahkamsh Agung menguatkan putusan Pengadilan Tinggi
Riau tersebut.

Pengurus korporasi sebapai terdakwa perorangan dan pengurus korporasi
sebagai terdakwa mewakili korporasi. Konstruksi surat dakwsan demikian
terlihat pada kasus terorisme. Dalam kasus ini, Terdakwa Zulroni als
Zainudin Fahmi als Oni als Mbah als Abu Irsyad als Zarkasih Als Nu'aim
didakowa dengan dakwaan kumulatif ;

(1)

(2

(3

4

hal,

Jika tindak pidana sebegaimana dimmaksud dalam Bab ini dilakokan oleh atau atas nama badan
hukus, perseroan, perserikaian, yayssan afeu organisaci lain, runtutan pidana dilskukas dan
sanksi pidana serts tindakan $ata tertib sebagaimana dimaksud dalam Passl 47 dijatubican baik
ierhadap badas hukum, perserosn, perserikatan, yayasan atau organisasi Isin tersebut maspun
terhadap mereke yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidena tersebut atau vasg
bertindak sebagal pemimpin dalam perbuatan itu atau terbadap kedoa-tnanya.
Jika tindak pidana sebagaimana dimeksud datsm Bab ini, dilakokan oleh atau atzs sama badan
hukun, perseroan, porserikatan, yayasan atas orgenisasi lam, das dilakvkan oleh omng-orang,
baik berdasar bubungan keds manpun berdasar hubupgan lgis, veng bertindak dalem
lingkungan badan hukum, perserosn, perserikaian, vayasan abw organisasi lain, tunfeten
pidana dilakukan dan sanksi pidans dijatubkan terhadap mwercka yang memben periatah atgn
yang bertindak sebapai pemimpin fanpa mengingat apakah oreng-orsng tersebut, baik
berdasay hubungan keria maupus berdasar hubungan lads, melakukag tindak pidana secara
sendidd stan bersama-sania,
Jika wntutan dilakukan terhadap badan hokue, persercan, perserikatan atau organisasi lain,
panggilan untuk menghadap dan penyershan surat-surat pangeilan ifu ditujukan kepada
pengurus di tempat tinggal mereka, atau di tempat pengurms melakukan pekerjaan yasg tetap.
Bka tunteiss difakukan terhsdsp badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau
organisasi lain, yang pads ssst pesuntrtan diwakili oleh buken pengurss, haldm dapat
memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiel i pengadilan.

2 Putusan PN Bangkinasg No. 19/Pid B2001/PN.BEN tangpal 1 Oktober 2001, op.cit.,
84,
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Kesatu

Primair

Pasal 15 jo Pasal 9 PERPPU No. | Tahun 2002 schagaimana telah disahkan

menjadi UU No. 15 Tahun 2003

Subsidair:

Pasal 3 huruf a PERPPU No. 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disaltkan

menjadi UU No. 18 Tabhun 2003

Kegdua: Pasal 17 ayat (2) PERPPU No. 1 Tahun 2002 sebagaimana telah
disahkan menjadi UU No, 13 Tahun 2003 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme,

Sedangkan terdakwa Atnul Bahui als. Yusron Mahmudi als. Abu Dujana als.
Sorim als. Sobirin als. Pak Guru als Dedy als Mahsun Bin Tamli Tamami juga
didakwa dengan dakwaan kumulatif yains
Kesate: Pasal 15 jo Pasal 3 PERPPU No. 1 Tahun 2002 jo Pasal 1 UU Ne.
15 Tahun 2003,
Kedua: Pasal 13 huruf a PERPPU No. 1 Tahun 2002 jo Fasal 1 UU No. 15
Tahun 2003, .
Ketiza: Pasal 13 horaf b dan ¢ PERPPU No. | Tzhun 2002 jo Pasal 1 UU
No. 15 Tahun 2003 dan
"Keempat :
Pritaiy |
Pasal 17 ayat (1) dan (2) jo Pasal 15 jo Pasal 9 PERPPU No. 1 Tahun 2002
sebagaimana telak disahkan menjadi UU No. 15 Tabun 2003
Subsidair:
Pasal 17 ayat {1) dan {2} jo Pasal 13 huruf 3 PERPPU No. 1 Tabon 2002
sebagaimana felah disahkan mengadi UU No. 15 Tahun 2003
Lebih subsidair
Pasal ayat 17 (1) dan (2} jo Pasal 13 huruf b dan ¢ PERPPU No, 1 Tabun 2002
pasal 1 UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Talun 2002
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme meniadi Undang-undang,

Pada dua perkara ind, selain mendakwa terdakwa $elaku perorangan tindak
pidana, penuntut wpum juga mendakwa terdakwa dalam kapasitas scbagal
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pengurus melakukan findak pidana atas nama korporasi. Hal int tampak
dengan dakwaan menggunakan Pasal 17 PERPPU Neo. 1 Tahun 2002
schagaimana telah disahkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003.°" Dalam kasus
i, meskipun tidak memisahkan surat dakwaannya, korporasi {organisasi a/
Jamaah al Isfamiyah) didakwa dengan konstruksi melalui perbuatan terdakwa.
Dalam kasus terorisme ini, menurut pengadilan, korporasi (organisast al
Jamaah al Islamivah} juga ikut terbukti melakukan tindsk pidana sehinggs
kepadanys juga dijatubikan pidana. Selain menjatuhkan pidana kepadz para
terdakwa, Majelis Hakim jupa menghukum korporasi untuk membayar denda.
Kedua terdakwa tersebut dijatubi pidana penjara masing-masing selama 15
tahun, Sedangkan terhadap korporasi A/ Jamaah Al Islamiyah, Majelis Hakim
menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,~ {sepuluh juta rupizh) dan
menetapkan korporast tersebut dinyatakan sebagai korporasi yang teriarang,

. Pengurus dan korporasi masing-masing sebagal terdakwa. Konstruksi surat
dakwazn demikian terlihat dalam kasues PT NMR. Dalam kasus ifu,
Jaksa/Penuntut Umum mengajukan terdakwa [ yaitu PT NMR. (korporasi)
yang diwakili oleh Richard B. Ness (Presiden Dirgktur PT NMR) dan
terdakwa I Richard B. Ness selaku Presiden Direkiur PT HNMR.

Terdakwa 1 PT NMR {(korporasij didakwa dengan dakwaun:

Primair:

Pasal 41 ayat {1) jo Pazal 45, Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 UU No. 23 Tahun
1997;

Subsidair:

Pasal 43 ayat {1) jo Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 UU No. 23 Tahun 1997;
L.ebih subsidair:

Pasal 42 avat (1) jo Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 UU No. 23 Tahun 1997;

M ¥ etentuan Pasal 17 PERPPU No, 1 Tahun 2002 schagaimana telub disahkan menjadi Ut

W, 13 Tabun 2003 menyebutkan sebagai berikut
(1) Dalam hal tdndak pidana terorisme dilakukean oleh atan alas pama suatn korporasi, maka

tuntufan dan penjatuhan pidana dilekakan terhadap korporasi dan/atan pengurasnya.

{2) Tindak pidana terorisme dilekukan oleh korporasi apabila tndsk pidana tersebut dilakukan

oleh orsng-orang baik berdasarkan bubungan kerja maupun hulnngan lsin, berfindak dalam
Hagkungan korporast tersebut baik sendirt maupun bersama-sama,

{33 Dalem hal tontutan pidama dilskukan terhadap susin korporssi, maks korporasi tersebut

diwakili oleh pengurus
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L.ebih subsidair lagi:
Pasal 44 ayat (1), Pasal 46 ayat {1) dan Pasal 47 UU No. 23 Tahun 1997,

Sedangkan kepada Terdakwa 1l Richard B, Ness dengan dakwaan:
Pramair: Pasal 41 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997,

Subgidair: Pasal 43 UL No. 23 Tahun 1997;

Lebih subsidair: Pasal 42 ayat (1) UU No. 23 Tahan 1997,

Lebih subsidair lagl:  Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997

Konstruksi surat dakwaan dalam kasus terakhir ini telah Iebih tegas
menempatkan korporasi {PT NMR) sebagai terdakwa selain pengurusaya
Jaksa/Penuntut Umum telah menuntut agar terdakwa [ (PT NMR) dijatulikan
pidana berupa pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah}
dan terdakwa I Richard B. Ness selaku Presiden Direktur PT NMR
dijatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 3 (tiga) talwn dan pidana
denda sebesar Rp.300.000.000,- (lima ratus juta rupish). Namun sangat
disayengkan kita tidak mendapatkan yarisprudensi dalam kasus ini. Putnsan
kasug tersebut tidak sempat memasuki tahap pertimbangan hukum mengenai
pertanggungjawaban pidans dan para terdakwa. Lebib jauh lagi mengenai
pemidanaan  terhadap korporasinya, Meskipun  demikian, penempatan
korporasi sebagat terdekwa tersendird {terpisah dan pengums) memungkinkan
kepadanya ;:Eijaw}:zé pidana yang berbeda dengan penjatuhan pigana kepada
pengurusnya,

Berdasarkan tiga konstruksi surat dakwaan tersebut membawa

implikasi terkait penuntutan pidana terhadap korporasi, yakni dalam hal kesalahan

korporasi terbukii, maka pengadilan akan menjatuhkan pidana kepada korporasi
apabita korporasi tersebut juga tkut didakwa.

Hal menarik yang dapat dikemukakan berdasarkan putusan pengadilan

terscbut di atas yaitu dalam dua kasus (a dan b) di atas temyata pengadilan tidak

mempunyai pandangan vang sama. Pada dasarnya, dalam pertimbangan hukum

kedua kasus tersebut, pengadifan telah menystskan bahwa perbuatan yang
dilakukan para terdakwa terscbut dilakukan untok dan atas nama korporast. Pada
kasus pertama {2}, pengadilan menjatuhkan pidana hanya kepada terdakwa
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{pengurus), tetapi pada kasus kedua (b}, pengadilan tidak hanya menjatuhkan
pidana terhadap terdakwa {pengurus), melainkan juga terhadap korporasinya.

Pada kasus lain, vakni dalam kasus korupsi pengadaan busway
Majelis hakim dalam pertimbangsn hukumnya menyatakan bshwa kerugian
keuangan negara dalam  tindak  pidana  korupsi Hu  yaits  sebesar
Rp.7.237.061.97232 ditanggung olch korporasi. Di samping itu, oleh karena
korporasi (PT AUB) dinyatakan bersalah sehingga kepadanys dijatubi pidana
denda sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (7) UU PTPK yaitu
ditambah 1/3 (satu pertiga). Mengenai hal ini dinyatakan demikian 315

Menimbang bahwa, aleh karena sudah diperiimbangkan dimuka, Terdakwa
telah memperkaya diri sendin sebesar Rp.2.124.717.264,00 {dua milvar
seratus dua pudeh empat juis fuish ratus injoh belas ribu dus ratus enam
puleh empat rupiah) dan orang lain sebesar Rp.1.255.322.353,00 {satu milyar
dua ratus lima pulub sembilen juta tiga wmitus dua puluh dus ribu tigs ratus
enam puluh tiga rupiah), maka selisih dan kerugian keuangan negara sebesar
Rp.10.621.101.594,32 (sepuluh milyar cnam ratus dua pulu satu jula seratus
sate ribu Hma rtus sembilan puluh empat rupiah tiga puluh dua sen)
dikurangi Rp.3.384.039.622 {tigs milyasr tiga rafus delapan puluh cropat tiga
puluh  sembilan riby enam  ratus dua puluh duz  rupish)  vaite
Rp.7.237.061.972,32 (tujub miliar dua ratus tiga puluh tujub juta enam puluh
satu ribu sembilan ratus tujuk puluh dua rupiah fige puish sen) bamus
ditanpgung korporasi,

Menirpbang bahwa, sesual dengan Pasal 20 ayat 7 UU No. 3171999 bahwa,
terhadap korporasi tersebut hanya dipidana denda dengan ketentuan pidana
denda ditambah 1/3 (sepurtiga).

Menimbang  bahwa, dengan demikian pidana dends yang  harus
dikenakan/diganti kepada tian oleh korporasi dalam perkars aguo adaiah
Rp.7.232.061 972,32 ditwbah 173 (sepertiga) dari Rp.7.237.061.972,32
yaitu schesar Rp.2.412, 333 §9{} 71, sehingga keselurulannya menjadi sebesar
Rp.9.649.415,963,09 {sembilan milyar epam ratus empat pulub sembilan
inta empat ratus Broan belas ribu sembilan ratus enam pulub figs rapiak
sembilan zen}.

Menimbang bahws, dalam perkars aquo, korporasi yang mengikatkan din
dengan Dishub DK Jakaria hanyalah PT. AUB.

Dari pertfimbangan hukom di atas, terlihat jelas bahwa korporasi (FT
AUB) dibebankan pertatnggungjawaban mengganti kerugian keuangan negara
yang diakibatkan oleh perbuatan tindak pidana korupsi yang terbukti dilakukan
aleh terdakwa. Dengan kata lain, pengadilan menyatakan bahwa pertangpung-

3% Lihat pembahasan kasus tersebut dalam Bab T peda bagian pembabinsan mesgenai
Z’eﬁangmg;awabm Pidana Korperusi Dalam Praktik Peradilan
3 Putasan Pengadilan Tindak Pidans Korupsi pada FN Jakarta Pusst No. 19PIDB/TPR/
2006/PNLIKT PST tanggal 04 April 2007, op.cit., hal. 362

Penegakan Hukum..., Nophy Tennophero Suoth, H’I‘Eﬁ%g hdonesia



128

jawaban pidana tidak hanya dikenakan kepada terdakwa saja tefapi juga kepada
korporasi (PT. AUB), yaitu berupa denda, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20
ayat {7} Ul No.31 Tahun 1999 ientang Pemberaniasan Tindak Pidana Korupsi
Namun lemyata dalam amar putusannya, Pengadilan Tindsk Pidana Korupsi
hanya menjatuhi pidana kepada terdakwa perorangan (Budhi Susanto}, sedangkan
terhadap korporasinya Majelis Hakim tidak menjatubikan sanksi apa pun.

Hal ini tentu saja menimbaulkan pertanyaan, mengapa peagadilan tidak
menjatuhkan sanksi kepada korporasi padahal korporasi tersebut telah dinyatakan
bersalah dan mestinya pertanggungiawaban pidana terhadapnya juga dapat
dijatuhkan. Menurut Anwar’'"® angpota Majelis Hakim perkara tersebut, hal inj
terjadi karena Majelis Hakim berpatokan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut
Umum vang tdak mendakwa korporasi (terpisah dari organnya), sehingga
berdasarkan prinsip ulfra pefita maka hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman
terhadap Korporasi,

Berkaitan dengan konstruksi surat dakwaan terhadap korporasi, Jaksa/
Penuntut Umum Hilman Azazi’'’ dan Tyas Widiarto®® berpendapat konstruksi
surat dakwaan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sebailinya
mer-z-gg&mkan konstruksi ééﬁgums dz’dé&wa berséma ‘dengan _ic%oméi_§ecara
terpisah, Menunt penulis, dengan penyusunan surat dekwaan dengan konstruksi
demikian berkaitan dengan penuntutan dan penjatuhan pidana. Artinya, dengan
demikian, apabila perbuatan dan kesalahannnya terbukii maka selain pengurus,
korporasi yang bersangkutan juga dapat dituntut dan dijatubi pidana tersendiri.

Oleh karema itu, dalam proses penuntutan pidana bagi korporasi,
semestinya terhadap korporasi secara fegas dituntut scbagai tersangka/terdakwa,
terpisah dari pengurusnya. Dengan demikian tidek gkan ada keraguan bagi
pengadilan untuk menjatuhkan pidava terhadap korporasi sehingga pemidanaan
dapat diterapkan juga terhadap korporasi. Penyusunan konstroksi surat dakwaan
demikian juga berlaku dalam perkara tindak pidana korupsi.

3% Berdasarkan wawancara dengan Anwar, SH, MH (hakim pads Pengadilan Tindak Pidana
Kompsi} yang joga merupakarn sulab satu appgota Majclis Hakim dalam perkara No.19/Pid.
BITPK/2006/PN, Jki. Pst

3171 ibat catalan kaki no. 282

3® 1 ihat catatan kali no. 281
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3.2.4 Mengenai Pelaksanaan Putusan Pidana Denda

Bagian akhir dari proses penunitutan pidana adalah pelaksanaan
putusan pengadilan vang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinys, pada
tahap ini penuntut amum melakokan eksekusi atas putuzan peogedilan, Dalam UU
PTPK, pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya berupa
pidana denda (Pasal 20 ayat 7). Pembuat undang-undang juga telah menentukan
bahwa maksimum pidana ditambah 173 {satu pertiga).

Berdasarkan ketentuan KUHAP, kepada ferpidana yang dijatuhi pidana
denda maka kepadanyz diberikan jangka waktu selama satu bulan untuk
melakukan pembayaran. Jangka wakto tersebut dapat diperpanjang paling lama
satu bulan (Pasal 273 ayat 1 dan 2). Dalam praktikeya, bagi terpidana tindak
pidana korupsi perorangan maka penjstuban pidana denda oleh hakim selaiu
dikuti dengan ketentuan pidana pengganti {subsider) berupa pidana kurongan. Hal
ini mendasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat {2} KUHP. Artinya, apabila
terpidana tersebut tidak membayar pidana denda sesuai putusan pengadilan maka
pidana itu diganti dengan pidana kurungan, Lamanya pidana kurongan biasanya
telah ditentukan oleh hakim dalamn putusan perkaranya. Dengan demikian, pidana
kurungan dimaksudkan sehagai pidana alternatif sekaligus bersifat memaksa agar
terpidana membayar denda yang dijatubi halam.

Kelentusn pasal 20 ayat (7) UU PTPK temyata tidak mengatur
alternatif saoksi lain sebagai pengganti apabila terdapat keadaan korporasi tidak
membayar pidana denda dimaksud. Hal ini dapat menimbulkan masalah, karena
ketentuan pelaksanaan pidana denda dalam Pasal 30 KUHP tidak dapat diterapkan
untuk korporasi®'” Konsekuensinya, tidak ada alat pemaksa untuk mencgakkan
agar sanksi pidana denda terschut harus dibayar oleh korporasi.” Dengan begjty,
sanksi pidana yang dijatubkan hakim kepada korporasi menjadi tidak berarti.
Artinya, Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengekseknsi putusen pemidanaan
tersebut apabila terdapat keadaan terpidana korporasi itu tidak mempunyai
kemampuan membayar pidana dendanya, Lebih-lebih lagi jika korporasi tersebut
beritikad tidak mau membavamya. Eksekutor tidek dapat memaksskan agar

¥ Bards Nawawi Arief{a), op. cit., bal. 152,
* Dwidia Priyatno, op. cit., hal. 216
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terpidana melskukan pembayaran dendanys. Karenanya, hal ini merupakan
permasalahan dalam proses penuntutan pidana terhadap korporasi yang harus
mendapat perhatian darl pembentuk undang-undang.

Menarik untuk dikemukakan dalam pembahasan im, pelaksanaan
putussn pengadilan terkait pidana denda dalam kasus teronsme stas nama
terdakwa Zuhroni als Zainudin Fahmi als Oni als Mbah als Abu Irsyad als
Zarkasih Als Nw'aim dan terdakwa Ainul Behri als. Yusron Mahmudi als. Abu
Dujana als, Sonim als. Sobinn als. Pak Gurn als Dedy als Mahsun Bin Tamli
. Tamami. Pada kasus ini, disamping menjatubkan pidana penjara kepada kedua
terdakwa tersebut masing-masing selama 15 tahun, Majelis Hakim juga
menghukum Al Jamaah Al Islamivah selaku korporasi dengan pidana denda (pada
masing-masing kasus itu) sebesar Rp.10.000.000,~ (sepuluh juta repiah) dan
menetapkan korporasi tersebut dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang,

Schubungan dengan putusan pengadilan tersebut, temyata peagadilan
menanggungkan beban pidana denda tersebut kepadas para terdakwa. Hal ini
tampak dalam pertimbangan hukum yang berbunyi 2!

Menimbang, bahwa denpan melihat dan mencermati perkara ini maka
Majelis berpendapat bahwa korporasi ini jelag dan tidak akan munagkin
berbadan hukum karena untuk meocapai tujusn dari sekelompok orang
tersebut yaitu terdakwa dengan ferdakwa lain dalam peckara tevpisah
dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi dan fiktanya adalak ada diantars
mereka saling kenal tetaph juga ada omng-orang lerscbut tidak perlo
dikenaikan;

Menimbang, bahwa dengan tidak ada kejelasan korporasi dalam tindak
pidana fexorisme dipastikan belum berbentuk badan bukum maka kalanpun
korporasi tersehut dijatubi pidana maks kepada terdakwalah yang harus
menanggung pidana denda.

Salsh satu anggota fim Jaksa Peountut Upumn dalam kedua Kasus it,
Totok Bambang mengemukakan bahwa berdasarken putusan demikian maka
eksekusi mengenal putusan pidana denda (tuntutan pembayaran deoda) ditujukan
tethadap para terdakwa*” Hal fersebut dapat dipshami karena tidak terdapat
kejelasan dan kepastian mengenai kedudukan atau domisili organisasi itu dalam

3 hid,, hal. 71, Pertisbangan hukum menyangkut kepada simpa pidana denda akan
dipertanggungkan demikian tdak penwlis termukan dalam putusan PN Jakarta Selatan No. 2191/
Pid B/2007PN.Jkt.Sel tanggal 21 April 2008.

2 Berdasarkan wawancars dengan Jaksa Totok Bambang, SH pada tanggal 3 Marct 2009,
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kenyataannya. Narmun demikian, apakah putusan demikian tepat atau tidak masth
harus memertukan penelitian lebih lanjut lagi.

Terkait permasalaban ini, Mardjono Reksodiputro® berpendapat
dalam hal korporasi tidak mau membayar pidona dends vang dijatubkan
kepadanya maka Jaksa/Penuntut Umum dapat melakukan perampasan aset
korporasi tersebut sebagal pengganti pembayaran pidana denda tersebut. Dengan
demikian, korporast dipaksa untuk haros melakukan pembayaran pidana denda
yang dijatuhkan kepadanya. Sedangkan terhadap korporasi yang tidak mempunyai
kemampuan membayar pidana denda, maka terhadap korporasi demikian perlu
dilfiknidasi. Dengan kata lain, korporasi tersebut tidak boleh hidup lagi. Selain itu,
upaya lain yang dapat dilakukan yakni melskukan tuntutan kepada pengurus
korporast terschut,

Dalam permasalahan demikian, Reksodiputro menekankan pentingnya
Kemamgpuan aparat penegak hukum untuk melakukan antisipasi sejak awal proses
perkara tersebut, Dengan demikian, sejak awalnys aparat penegak hukum telsh
mempercich data mengenai kekayaan maupun aset korporasi tersebut.?*

Bertolak dari pembahasan di atay, ketentuan Pasal 20 ayat (7) UUJ
PTPK i at;is jelas masih menyisahkan mesalah dalam implementasinya.
Karenanya, demi efektifitas pelaksanaan pidana terhadap korporasi dalam petkara
tindak pidana korepsi, seyogyanya permasalahan mengenai ketentuan alternatif
sebagal pengganti pidana denda yang tidek dibavar oleh korporasi ind jugs diatwe
dalam kelentuan perundang-undangsn. Meskipun bary scbatas rancangan,
problematik ini telah diskomodir dalam Rancangan KUHP (draft tahun 2008).
Dalam Pasal 85 rancangan itu ditentukan bahwa apabila pidana denda tidak
dibayar oleh korporasi dikenakan pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha

atau pembubaran korporasi.””

*# Berdasarkan vmwancara deogan Prof, Mardjone Reksodiputro, SH, MA pada tanggal 16
Juni 2009
S Ibid

328 1 ihat juga pendapat Dwidja Priyatuo, op.cit., hal, 214,
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3.3  Kendala Penegakan Hukum Terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana
Korupsi Dan Upaya Mengatasinya

Sebogaimana telah sempat disinggung dalam pembahesan sebelumnya,
penuntutan pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana datam perkara
korupsi telah dimungkinkan sejak tahun 1999 yakni berlakunya UU PTPK, namun
ternyata sampat sckarang tidak ditemukan adanya putusan pengadilan mengenai
hal ini. Berdasarkan penelitian penulis, hingga sekarang ini penyidik belum
pernalt  melakukan kegiatan penyidikan perkara korupsi yang menjadikan
korporasi sebagai tersangka. Hal ini juga ditandai dengan hingga saat in1 belum
adanya korporasi yang diadili sebagai terdakwa di pengadilan.

Meskipun mesurut Syasief S. Nahdi'™™ wpaya penuntutan terhadap
korporasi dalam tindak pidana korupsi penting dalam rangka menimbuikan efek
jera natmun demikian penuntutan pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana
korupsi sebagaimana dister dalam ketentuan Pasal 20 UU PTPK sulit antuk
diimplementastkan dalam praktiknya.’®’ Persepsi lainnya dikemukakan oleh Andi
Darmawangsa bahwa meskipun mungkin tindak pidana korupsi dilakukan oleh
korporasi namun tuntutan pidana korporasi pada akhirnya juga akan diajukan

kepada pengurus korporasi tersebut, >

Dalam praktik peradilan pidana terutama dalam perkara tindak pidana
korupsi vang betkaitan dengan korporast, penuntutan pidana selama ini hanya
dilakukan terhadap pengurus korporasi (seperti direktur utama, direktur,
komisaris). Dengan kata lain, penuntotan pidana dalam kasus-kasus tindak pidana
korupsi sclarna ini hanya dilakukan terhadap subyyek tindak pidana perorangan.
Mengenat hal ini setidaknya terlihat dalam data perkara sebagai berikut:

36 perdasarkan wawancara dengan Syarief S, Nahdi, SH, MH (Jaksa Penyidik pada Jaksa
Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI) pads tanggal | Mei 2009,

2 Berdasarkan wawancara dengan Kombes Dis. J. A. Sumempouw (Penyidik Utama pada
Direlctorat 1 Badan Reserse dan Xrimina] Mabes Polrd} pads tanggai 4 Maret 20009,

2 Lerdasarkan wawancara dengan Andi Dharmawengsa, SH. MH (Kasubdit Penyidikan
pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Mada Tindak Pidasa Khusus Kejaksazn Agung RY) pada
tanpgal 24 Maret 2009,
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Tabel 3.1 Data Penyidikan KPK Tahun 2008 yang melibatkan pengurus korporasi.’>

Neo. Tersangka Jabatan Perkara
i. 1 Henpky Samuel  § Direkiur PT Istana Perkara TPK. dalam Proyek pengadaan mobil
Daud Sarana Raya pemadam kebakaran merk Tohatsu tipe V 80
ASM dan merk Tohatsu tipe V 80 ASM di
Pemerintzh Provinsi/Kota/Kabupaten Jawa
Barat, Bali, Riay, Bengkuly, Medan dans
Makasar menggunakan AFBN dan APBD
tahun 2803 s/d tahun 2005
2. | Malyono Direkusr PT Perkara TPK dalam proyek pengembangan
Subroto Mulindo Agung sistera pelatihan dan pemagangan TA 2004
Trikarss pade Dirien Pombinasn Pelatihan dan
Penempatan Tensga Kenja dan Transmigeasi RI
3. | ErryFuad Disekivr CV Dareta | Perkara TPK dalam proyek pengembangan
sistemn pelatthan dan pemagangan TA 2004
pada Digjen Pembinaan Pelatihan dan
Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi R
4, | Ines Walansari Direktris PT Gita Perkara TPK dalam proyek pengembangan
Setvawsti Vidya Hularma sistem pelatihan dan pemagangasn TA 2004
pada Dirfent Pembinaan Peladhan dan
Penempatan Tenapa Keris dan Transmigrasi Ri
$. | Vaylana Dirskine PT Perkara TPK dalan proyek pengembangan
Dharmawan Suryentara sistem pelatthan dan pemagangan TA 2004
Patzawibawa. pada Disjes Peambisasr Pelatthan dan
Penempatan Tenegs Kena dan Transmigrasi R1
6. | Kanawi Direkiar PT Panton | Perkara TPK. dalam proyek pengembangan
Paub Putra sistem pelatiban dan pemagangan TA 2004
pada Dirden Pembingan Pelatihan dan
Penempaian Tepara Keda don Transmigrasi Ri
7. | Dedi Suwarsone | PT Binamina Karye | Kasus Pemberian sosuaty dan atan menianjikan
Perkasa sesuaty kepada pegawad pegerd atau
peayelonggara negan {penyuapan) dalam
proyek pengadasn kapal Patrol oleh Dirckiorat
Jenderal Perhubnnpan Laut
£, | Chandra Antonic | Direkiur PT Perkara TPK sehubnngan dengan pemberian
Tan Chandratex sejumlzh dana Jepada pegawai negeri atan
penyelenggars negara torkait dengan proses
permohonan alib fungsi hutan lindung Pantai
Air Telang Sumustera Selatan
9. { Yusuf Setiawan | Dirckine PT Perkara TPK dalam pengadasn mobit percadarg
Setiapays Mobilinde | kebakeran, mobil ambulance, mobil tanggs,
stooms walls, backhoe losder dan dump eruek di
Pemerintah Provinst Jawa Barat tabun 2003
dan 2004
10, ¢Billy Sindoro Presiden Direktor Perkars TPK memberikan dan atan
PT First Media Tbk | menjaniikan sesustu kepads Pegawai Negeri

atau penyelenggars negara {penyuapan)
terkadap anggota KPPLY

Fakta tersebut menunjukkan bahwa walaupun sudah diakui secara
tegas sejak sepuluh tahun yang laly, yaifu sejak ditetapkan dalam UU PTPK,

2 R omisi Pemberantasan Koropsi, op. cit., hal. 28-34 (sumbsr diclah penulis)
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ternyata dalam implementasinya penegakan hukum pidana terhadap korporasi
dalam tindak pidana korupsi belum dapat dilakukan dalam praktik peradilan &
Indonesia.

Belum jelasnys penegakan hukum pidana terhadap korporasi di
Indonesia sebagaimana gambaran tersebut di atas, termasuk dalam perkara tindak
pidana korupsi, tentunya akan menimbulkan efek terhadap penegakan hukum,
terutamna berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Tidak dilakukannya penuntutan terhadap korporasi yang sebenarnys
telah memperoleh keunfungan dari melakokan findsk pidana korupsi vang
dilakukan melahii pengurusnya mengakibatkan korporasi tersebut tidak temsentuh
hukum sehingga tidak mendapat sankst, Dengan hanya melakukan penuntutan
terhadap pengurusnya dan tanpa turut dimintakan pertanggungjawaban pidana
tethadap korporasi menjadikan Korporasi tersebut akan terug melakukan
aktifitasnya dan Hdak menutup kemungkinan korporasi tersebut tetap melakukan
atau mengulangi tindak pidana korupsi lagi. Padahal sebagaimana pembahasan di
atas, salah satu fatar belakang korporasi dijadikan sebagai subyek tindak pidans
korupsi karena korporasi diyakini dan diprediksi memiliki potenst melakukan
tindak pidana. Di samping itu terdapat fakta bahwa belakangan ini korporasi telah
dirnanfaatkan untuk melakuken tindak pidana korupst.

331 HKendala

Pada bagian ini, penulis hendak membahas kendaia penegakan hukum
pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi yang ditemﬁi dalam
penelitian, Pembahasan hasil penelifian dilakukan dengan berpegang pada
kerangka teori yang dikemukakan oleh Scegono Soekants, Penegakan hukum
bergantung pada faktor-faktor sebagai berikut -7

1. Fakitor hukumnya sendiri, yang dibatasi pada undang-undang saja ;

2. Faktor penegak hukum, yalod pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum ;

3. Yaktor sarana atan fasilitas yang mendukung penegakan hukum ;

** Socrfouo Soekanto, op. cif., hat 8.
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4. Fakior masyaraka! vailu lingkungan dimana hukum iersebut berlaku atau
diterapkan ;

5. Fakior kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada

karsa manusia di dalam pergaulan hidop.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya karena
merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolok ukur daripada
efektivitas penegakan hukum,”®' pamun demikian dalam penelitian mengenai
penegakan  hukum  terhadap korporasi dalam  tindak pidana korupsi ind
pembahasen pepelitian dilakukan penulis dengan membatasi pada dua faktor
perfama yakni, faktor hukum dan faktor penegak hukum. Menurut penulis,
mieskipun kelima faktor di atas penting namun kedua fakfor tersebut merupakan
faktor utama dalam penegakan hukum, termasuk dalam perkara tindsk pidana
korupsi., Oleh karena itu, pembahasan hasil penelitian mengenai kendala -
penegakan hukum terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi dapat
diuraikan dalam pembahasan berikut.

3.3.1.1 Faktor Hukum

Berkenaan dengan faktor hukum {(undang-undang), Seerjono Sockanto
mengemukakan penyebab pangevan penegakan hukum disebabkan karena &°

1. Tidek ditkutinya asas-asas berlakunys undang-undang.

2. Belum adanya peraturan pelaksansan vang sangat dibutahkaen uniuk
menerapikan undang-undang.

3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan

kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Derdasarkan haéil penelitian, penegakan hukum terhadap korporasi
dalarm tindzk pidana korupsi terkendala karena dua sebab vang dissbutkan
terakhir, yakni belum adanya atau tidak jelasnya peraturan pelaksanaan (tata cara)
penuntutan pidana terhadap korporasi dan ketidekislasan arti kata-kats &1 dalam

33 1hid,, bal 9.
3% mhid., hal 17-18,
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undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsioran di dalam penafsiran serta

penerapannya. Hal-hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut ;

1. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerap-

kan vndang-undang.

Sebagaimana sempat disinggung  sebelumnya, proses penuntutan
pidana terhadsp tindak pidana korupsi berlandaskan pada KUHAP, UU PTPK
dan UU KPK. Namun temyata tata cara mengenal penyidikan, penumbutan,
pemertksaan di sidang maupun pelaksanaan putusan terhadap korporasi yang
melakukan tindak pidana korupsi tidak distur dalam KUHAP’* Pengaturan
mengenai prosedur tersebut dapat ditemukan dalans UL PTPK. Namun demikian,
pengaturannya yang ferbilang sumir v termyste  masth  menimbulkan
permasalahan pada praktikaya. Hal terscbut dapat dilihat dalam kesimpulan
pembahasan kesus-kasus dalam praktik peradilan pidana dalam bapian Bab I
sebelumnya, > terdapat permasalahan yang mengemuka berkaitan dengan proscs
huloum acara penuntutan pidana terhadap korporasi, dlantaranya :

a. Bagaimana mekanisme penunjukan pihak vang mowakili korporasi sebagai
tersangka/terdakwa? Apakah ditentokan langsung oleh penyidik atau ditunjuk
oleh korporasi?

b. Identitas siapakah (korporasi atau yang mewakilinya) yang mest dicantarnkan
dalam administrasi peradilan (berkas perkara, surat dakwaan dan puinsan
hakim)? ’

c. Bagaimanakah konstruksi surat dakwaan ferhadap korporasi?

d. Bagaimanakah pelaksanaan putusan terkait pidana denda yang dijatuhkan
kepada korporasi yang ternyata tidak dapat dibayar oleh korporasi?

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun peraturan pelaksanaan
mengenai tata cara penuntutan pidana terhadap korporast dalam perkara tindak
pidana korupsi telah diatur tetapi termyata masih sangat terbatas dan kurang
mendetail. Hal ini juga diakui oleh Zet Tadungallo™ dan Syadef §. Nahdi ™

%3 Syt Remy Sjahdeini, op, cit., hal, 200-201

** Lihat materi pembahasan kasus-kasus Bsb IT

¥ Berdasarkan wawancara dengan Zet Teduogallo, SH, MH (Jaksw/Penuntut Umum &
KPK} pada langeal 25 Mare? 2008, : :
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Menurutnya, kelemahan Ul PTPK berkaitan dengan tatz cara tersebut
mengakibatkan timbulnyas keraguan bagi penegak hukum untuk melakukan
peruntutan pidana terhadap korporasi. Hal milah yang menycbabkan sehingga
penyidik atay penuntut vmuom lebih memilih penuntutan terhadap pengurus
korporasi. Pendapat senada juga dikemukakan oleh salah seorang penyidik Tindak
Pidana Korupsi Direktorat III Reskrim Mabes Polri, Kombes J. A
Sumampouw.’”’ Menurutnya, hal ini menyebabkan sehingga implementasi
pelaksanaan ketentuan Pasal 20 (U P'IPK sangat sulit,

Pembzhasan kasus-kasus &i atas juga secara jelas menunjukkan
dipertukannya peraturan pelaksangan yang lebibh jelas dan detall mengenas
pengaturan tata cara penuntutan pidana terhadap korporasi yang terlibat dalam
tindak pidana korupsi. Pada masa mendatang, permasalahan-permasaighan yang
ditemukan di atas sudah semestinya distur dalam hukem acara pidava yang
berlake uwmum (KUHAP) atau dalam hukum acara pidana khosus dalam UL
PTPK, schingga tidak menimbulkan keraguan bagi aparat penegak hukum untuk
melakukan penantutan pidana techadap korporasi.

2. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan
kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Berkaitan dengan bagian ini, permasalshan yang mengemuka adalah
mengenai apakah penuntutan terbadap korporasi berlaku uatuk semua tindak
pidana dalam UU PTPK? Hal ini terutama bertalian dengan perumusan tindak
pidana korupsi dikaitkan dengan encaman pidananya. Sistem sankst ancaman
pidana yang dirumuskan pada pasal-pasal tindsk pidana kompsi dalam UU PTPK
berbentuk kumulatif dan alternatif. Hal tersebut sebagaimana terlihat dalam tabel
mengenai sistem perumusan sanksi pidana dalam UU PTPK di bawah ind.

138 5 that catatan kaks no. 325.
37 1 ihat catatan kald no. 326,

Penegakan Hukum..., Nophy Tennophero Suoth,gﬂiyﬁﬁb@s indonesia



138

Tabel 3.2 Sistem perumusan sanksi pidana dalam UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001

No. | Perumuzan perbuatan Kata yang Bentuk sanksi pidana
tindak pidana korupsi digunakan {perjara, denda)
1 Puagal 2 “dan” kamulatif
z. Pasal 3 “dan atay” kumulatif-aliemanf
L Pasal 5 “dan atay” kumulanialternatif
4, Pasal 6 “dan” kumuiatif
s, Pasal 7 “dan atau” kumulatif-alternatif
6. Pasal 8 “daw” furmalatif
7, Pasal 9 “dan” kumulatif
£, Pasal 10 “dan” kumulasuf
9, Pasal 11 “dan atay” iumilatif-alternatif
10. Pasal 12 “dan” kurnulasif
11, Pasal 124 “dan” kurpulatif
12, Pasal 12B “dan® kormuland
13, Pasal 13 “dan atay” krnulatif-aliernatif

Barda Nawawi Arnief berpendapat perumusan sanksi pidana berbentuk
kumulatif dapat menimbulkan masalah apabila diterapkan terhadap korporasi. Hal
i disebabkan karena terdapainya kelemahan sanksi pidana berbentuk kumulatif,
yaity sifalnya yang sangat kaku dan bersifat imperatif. Schingga dengan begitu,
hakim diharoskan menjatubkan keduaz jenis pidana itu bersama, baik penjara

maupun denda.”*

Hal ini berbeda dengan perumusan yang berbentuk kumulatif.
alternatif, Pada bentuk demikian, hakim diberi peluang untuk memilih jenis sanksi
pidana mana vang dianggapuya paling tepat untuk terpidana. Tegasnya, hakim
dapat menjatubkan pidana penjara dan denda sekaligus, tetapi hakim juga dapat
memilih salah satu dari dva jenis pidana tersebut. Hal ini mengingat terhadap
korporasi tidak dapat dijatuhkan pidana penjara,

Sisterm perumusan demikian menimbulkan keraguan bagi penyidik dan
penuntut umum berkaitan dengan pertanyaan, apakah ketentuan pasal-pasal yang
ancaman pidananya berbentuk kumulatif dapat diterapkan kepada korporasi.
Pengenaan ketentnan pasal-pasal tersebut akan berujung pada pengenaan pidana
terhadap korporasi. Berdasarkan sifatnys, ancaman pidana yang berbentuk
kurulatif tidak dapat dikenaken kepada tersangkafterdakwa korporasi™ Karena
ity, perumusan sistern sanksi ancaman pidana yang dimaksudkan jugs ditujukan
kepada korporasi seyogyanya perumusannya berbentuk altematif atsu altemnatif-
kurnulatif,

% Barda Nawawi Arief. (a), ap. cit., hal. 127,
¥ 1 ihat juga pendapat Sutan Remy $jahdeini, op. cit. hal. 207,

Universitas Indonesia
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3.3.1.2 Faktor Penegak Hukum

Menurut Scetjono Soekanto, di antara semua fakior yang mem-
pengaruhi penegakan hukum tersebut di atas, fakior penegak hukum menempati
titik sentral.’*® Hal ini dapat dipshami, karena meskipun faktor hukum (undang-
undang} telah baik namun hasil pelaksanaannya tetap tergantung kepada aparat
penegak hukum sebagai pelaksananya.

Terkait dengan belum adanya putusan hakim mengenai pertanggung-
jawaban korporasi dalam praktik peradilan pidana, termasuk dalam perkara tindak
pidana tersebut, Mardjono Reksodiputo mensinyalir karena aparat penegak hukum
belum siap menerima korporasi sebagai tersangka dan terdakwa di sidang
pengadilan.®®' Menurut Sutan Remy Sjabdeini, hal ini disebablkan karena sebagian
besar penegak hukum, baik penyidik, jaksa penuntut umum maupun hakim kurang
memahami pertanggungjawaban pidana korporasi.*® Sedangken Andi Hamzah
berpendapat karena penyidik dan penuntut vmum kesulitan untuk membuktikan
kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) korporasi,**

Memang tidak dapat dipungkird, seperii yang disampaikan oleh
Mardjono Reksodiputro bahwa tidaklah mudah menentukan pertanggungiawaban
pida-na écorporési maupun menam;ukan késalm 'Ecorparaéias% Pembuktian
kesalahan korporasi berkaitan erat denpan pencrapan teori-ieori pertangpung-
jawaban pidana korporasi. Dalam praktiknys, menurat Andi Dharmawangse’
dan Syarief 8, Nahdi®®, terdapat kesulitan bagi penyidik dalam hal membedakan
kategori perbuatan pidasa yang dilakukan korporasi dan kategori perbustan
pidana yang dilakukan oleh pengurus. Kesulitan tersebut dapat dipahami karena
hal ind sangat terkait dengan konstruksi dalam perumusan sural dakwaan terhadap
korporasi. :

Scbagaimana juga telah sempat disinggung dalam  pembahasan
sebelumnya, penunfutan pidana terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana

38 goerionc Soekanto, op. cif., kal, 69

*! pfardjono Reksodiputro (b), op.cit., bal. 102-103

*2 gutan Remy Sjahdeini, op. cit., hal. 200-201

3 Berdasarkan wawancara dengan Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, SH pada tanggal 17 Maret
2009.

* Mardjono Reksodiputro, (c), op.cit., hal, 68

7 | ihat catatan kaki no. 327.

¥ 1 ihat catatan kaki no. 325.
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korupsi dapat dilakukan terhadap korporasi, pengurus atan kedua-duanya. Dalam
hal tuntutan pidana dimaksudkan untuk dilakukan terhadap kedua-duanya maka
sural dakwaan cukup dibuat satu saja’?’ Sedangkan mengenai pembuktiannya,
karena korporasi melakukan kegiatannya melalui pengurusnys, sehingga terlebib
dahule harus dapat dibuktikan tindsk pidema korupsi yang dilakukan oleh
pengurusnya dilakukan uniuk atau atas nama korporasi barulah kemudian
pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi vang
bersangkutan.

Kendala berdasarkan fakdor pencpak hukum yang lain adalabh belum
berubahnya pola pikic dan pola tindak aparat penegak hukum.”*® Pola pikir aparat
penegak hulkum (penyidik, peauntut wrowm dan hakim) masih dilandasi oleh
konsep pertanggungjawaban pidana orang perorangan sebagai subyek tindak
pidana. Dengen konsepst demikian, maka pola tindak dalam pembuktian perkara
ditujukan kepada perbuatan pidana korupsi yang dilakukan secara konkrit oleh
terdakwa. Mengenai hal ini sebenarnya telah dikemukakan oleh Mardjone
Reksodiputro juga pada tahun 2004 sebagai berikut:**

Rupzanya meskipun “wajah pelakn kejahatan” mulai diakui oleh pembuat
undang-undang (bidang legislatif) telah berubah dari wajah “manusia”
menjadi waiah “korporasi, badan hukum”, namun pengadilan Indonesia
masih sulit meninggalkan asas “universitas delinguers non potest”. Keadaan
ini masih berlangsung hingea sckarang, meskipun telah banyak usaha untuk
membanty kalanpan penpadilan Inl melalul tulisanctulizan dani para
akademisi.

Dalam tulisannya tersebut, Reksodiputro mengajukan kritik terbadap
aparat penegak hukum. Menurutnya, Mabkamah Agung perlu melakukan
terpbosan, terutama membuat yurisprudensi tetap fentang hal int. Reksodiputre
mensinyalir bahwa halangan tersebut berasal dari bukm teks yang dipergunakan

mendidik para sarjana hukum. Hal tersebut dikemukakan sebagai berikut : >

Buku teks hukum pidana Indonesia merujuk pada WS Nederlands Indie
1918 dan buku-buku teks Belanda sebelum Perang Dunia Kedua yeng
memakai Pasal S lama vang dalam penjelasan resminya mengatakan: “Suatu
tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia. Fiksi tentang sifat badan
hukum tidak berlaku dalam hukom pidana.

M7 Sutan Remy Sfabdeini, op. cit. hal. 198

M¥ Ramelan, op. cit., hal. 21

¥ Mardjono Reksodiputro {8, op. eit., hal, 698,
3% fbid.
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Hal ini terjadi karena pengaruh pengaturan yang terdapat dalam hukum
pidana umum (KUHP) dan berbagai peraturan pemberantasan tindak pidana
korupsi sebelum UL PTPK yang menentukan bahwa hanya orang perseorangan
sala yang dapat dilakukan penpntutan pidana. Kondisi demikian juga karena
Hukum Acara Pidana (KUHAP) masih berorientasi pada subyek tindak pidana
perorangan.

Menurut Ramelan, pola pikir aparat penegak hukum demikian
membawa dampak, yaitu tidak dapat dilakukannya penuntutan terhadap aktor
intelektualis, seperti pemilik perusahaan karena perbustan mereka secara konkrit
tidak terbukti memenuhi rumusan findzak pidana. Sedangkan yang terbukti adalah
pemimpin perusahaan sepert: direks! atau manajer perusahaan, kavena mereka
memang menjadi pelaksana yang secara konkrit melakukan perbuatan,™'

Dengan demikian, faktor penegak hukum memegang peranan sangat
penting dalam upays penegakan hukum pidena terhadap korporasi, termasuk
dalam penanganan perkara tindak pidana koropsi. Meskipun dissdan dalam UU
PTPK terdapat kekurangan dan kelemaghan, namun sangat penting terobosan
hukum oleh dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan penuntutan
pidana terhadap kmimmsi dalam perkara tindak pidana korupsi. Beberapa kasus
tindak pidana korupsi vang menyeret pengurus korporasi sequngguhnya fidak
dapat dilepaskan dari peranan korporast. Karenanya, tidak cukup penjatuban
pidana hanya kepada pengurusnya =aja, melainkan juga terhadap korporasi. Hal
ini cnkup beralasan mengingat korporasi telah mendapat keuntungan dan
sehaliknya telah merngikan negara dan secara tidak langsung merugikan
masyarakat.

3.32  Upaya Mengatasi Kendala

Kendala-kendala di atas jelas mempengaruhi upaya penegakan hukum
mdana terhadap korporasi dalam tindak pidana konipsi. Berkensan dengan hal ini
maka diperfukan upaya unfuk mengatasi kendala-kendala tersebut, Upaya ind
diperiukan supaya penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam tindak
pidana korupsi menjadi ofektif dan berhasil.

Bt Ramelan, foc, vit,
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Berkaitan dengan penuntutan pidana terhadap korporasi dalam tindak

pidana korupsi, beberapa upaya yang dapat dilakukan diantaranya

a.

Diperlukan keberanian dan aparat penegak hukum {penyidik, jaksa/penuntut
umum dan hakim) untuk melakukan penuntutan pidana terhadap korporasi
dalam tindak pidana korupsi. Pada tahap inl, pentingnya perubahan pola pikir

33 porubahan tersebut terutama

dant pola tindak aparat penegak hukum.
menyangkat pola pikir dan pola tindak yang berorientasi kepada korporasi
sehagai subyek tindak pidana selain perorangan. Padz akhimya hal ini
berkaitan erat dengan peningkatan kemampuan sumber dava manusia aparat
penegak hukum (penyidik, penuntut umum maupun hakem) dalam penanganan
perkara tindak pidana korapsi.

Dalam jangka pendek, Mahkamah Agung (MA) mengeluatkan Peraturan
Mahkamah Apung (PERMA) mengenai hukum scara penuniufan terhadap
korporasi.® Hal ini sebagai upays ménutupi kekosongan hukum dalam proses
penuntutan pidana techadap korporasi. Langkah demikian pernah dilekukan
oleh MA ketika mengeluarkan PERMA No.1 Tahun 2002 ientang Gugatan
Perwakilan Kelompok (class action).

Melakukan revisi materi peratuten UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Revist tersebut
meliputi pengataran vang lebih jelas dan mendetall mengenat pertangmumng-
jawaban pidana korporasi dikaitkan dengan teori-fteorinya, seria pengaturan
mengenal sanksi pidana techadap korporasi. Dalam kattan dengan hal tersebut,
menurod hemat penulis, perumusan pengaturan mengenai penuntutan pidana
terhadap dalam UL No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang, fampaknya lebih jelas dan mendetail mengaturnya.
Ketentuan dimaksird adalah sebagai berikut:

Pasal 13
{1} Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi
spabila tindsk pidana tersebut dilakukan oleh oramp-orang vyang
bertindak untuk danfatav atas nama korporasi atau untuk kepentingan
korporasi, balk berdasarkan hubungan kerja msaupun hubungan lain,
bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun
bersama-sama.

% Ihid,
3 1Bid,, 201207
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(2) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu
korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan,
penuntutan, dan pemidansan dilakukan terhadap korporssi dan/atan
PENEUTUSNYE,

Pasal 14

Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan untuk meng-

hadap dan penyershan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di

tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat

tinggal pengurus,

Pasal 15
{1} Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu
korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya,
pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda
dengan pemberatan 3 {figa) kalt dari pidana denda sebugaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

{2) Selain pidana denda scbagaimana dimaksud pada ayat (1), kcrporam
dapat dijatuhkan pldana tambahan berupa:

pencabutan izin usaha;

perampasan kekayaan hasil tindak pidana;

pencabutan status badan hukum;

pemecatan pengurus; dan/atan

pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan Kerporasi

dalam bidang usaha yang sama.

LIS LA L

Meskipun masih terdapat kelemahan yang mestinya turut dicantumkan
dalam perumusan tersebut, yaitn menyangkut pengaturan “siapa yang mewakili
korporasi”, nammun ketentuan tersebut dapat dijadikan standar dalam perunmsan
mengenai pengaturan korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam tindak pidana
korupsi. Menural penulis, pembuat undapg-undang ini sscara tegas dan
mengaturnys secara rinci mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Selain
itu, secara tegas pula disebutkan pidana tambahan yang dapat dijatubkan kepada
korporasi yang diramuskan secara tersendiri.

3.4 Evaluasi Konsep Pemidanaan Korporasi dalam UU PTPK

Mengingat kipreh dan peranan korporasi makin besar  dalam
pembangunan di bidang ckonomi, maka wajar apabila perhatian khusus diarahkan
untuk meningkatkan tanggung jawab sosial korporasi dengan menggunakan
sarana hukum pidana. Berhubungan dengan bal ini, Tim Pengkaiian Bidang
Hukum Pidana Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam Laporen Hasil
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Pengkajian  Bidang Hukum Pidana Tahun 1980/1981 menyatakan dasar

pertimbangan pemidanaan korporasi ialah :

Jika dipwdenanya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi

terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi karena

delik ite cukup besar ataw kerugian vang ditimbelkan dalam masyarakat atau
saingan-saingannya sangat berarti >

Berkenaan dengan laporan iersebut, pemidanaan terhadap pengurus
korporasi tampaknya dianggap tidak dapat memberikan jaminas yang cukup
bahwa korporasi tidak akan mengulangi melakukan perbuatan tindak pidana.
Dengan domikian lampak pemidanaan bagl korporasi mengandung tujuan vang
bersifal preventif dan represif. ™

Dwidia Privaino mengemukakan alasan penggunasn hukum pidana
terhadap korporasi, vakni °°¢ ‘ |
{. Hukwn pidans dipandang mampu melaksanakan peranan edvkatif dalam

mendefinisikan/menctapkan dan memperkuat batas-batas perbuatan yang
dapat diterima (acceptable conduct) ;

2. Hukum pidana bergerak dengan langkah lebih cepat daripada perdata. Dengan
pidana restitusi, lebih cepat memperoleh kompensasi bagi korban;

3. Peradilan perdata terhalang untuk mengenakan sanksi pidana;

4. Penuntotan bersama (korporasi dan agennya) memerlukan suatu forum pidana
apabila ancaman pengurungan digunakan mencegah individu. Dari sudut
penegakan hukum, peradilan bersama itu cukup beralasan karena lebih murah
dibandingkan dengan penuntutan terpisah.

Atas dasar bahwa kerugian vang ditimbulkan skibat perbuatan pidana
korporasi tergolong cukup besar, Remmelink menegaskan perlu adanya sanksi
khusus terhadap korporasi.®®” Oleh karena sifatnya, sanksi khusus tersebut
mestinya berbeda dengan jenis-jenis pemidanaan terhadap subyek tindak pidana
perorangan.

Konsep pemidanaan terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi
tampak terithat dalam ketentuan Pasal 20 ayat (7) UU PTPX. Ketentuan tersebut

3 Dwidis Privatoe, op. cit, hal. 121
% rhid

% mhid., hal, 123

il Remmelink, op. ¢if, hal 99
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menyebutkan : “Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya
pidana denda, dengan ketentuan makstmum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga)”.
Ketentuan demikian cukup wajar, karena dari dua jenis pidana pokok vang
diancamkan dalam perumusan delik {vaitu: penjara dan denda), banys pidana
dendalah yang paling cocok untuk korporasi. ™ Sekalipun tidak ditemukan alasan
pencantuman  dalam  penjelasan UU  PTPK  tersebut, namun nampaknyz
pemberatan pidana denda yakni ditambah 1/3 {(satu pertiga} terhadap korporasi
mengandung maksud preventif dan represif.

Dalam kaltan pengenaan pidana denda terhadap korporast yang
melakukan findak pidana, Mardjono Reksodiputre menyarankan perlumya
mempergunakan ancaman pengenaan pidana denda yang tinggi. Dengan begitu
perusahaan merasakan “kerugian” karena perbuatannya dan secara tidak langsung,
para pemegang sabam juga dirugikan. Upaya demikian didasarkan pada asumsi
bahwa perusahaan tersebut mhemang sangat berorientasi pada “keuntungan berupa
vang” schingga dengan pengenszan denda yang tinggi akan biga berpengaruh
baginya untuk tidak melakukan tindsk pidana. Namun demikian menuruinys,
asumsi ini tidak selalu benar bagi korporasi besar atau yang bersifat
konglomerasi.™ Karenanys, Reksodiputro sampai padé kesimpulan bahwa denda
tinggi belum tentn mampu menghalangl perusahaan berbuat tindak pidana. Hal ini
karena korporasi menafsirkan hal ifu sebagai resiko yang harus diambil untuk
memperoleh keuntungan >

Pendapat fersebut  sesungguhnya hendak menegaskan bahwa
pengenaan ancaman pidana denda (sekalipun sanpgat tinggi nilainya) hanya efektif
dikenakan kepsda korporasi dalam skala kecil dan menengah. Sedangkan bagi
korporasi yang besar, tampaknya keberadaan jenis pidanz ini fidak cukup
memadat. Karena itu mepjadi persoalan yailn bagaimana memilih dan
menctapkan pidana apa vang tepat yang akan digunskan dalame upaya
pengendalian tindak pidana oleh korporasi. Pada sisi lain, harus diakui behwa
tidak semua jenis atau bentuk pidana dapat dikenakan terhadap korporasi. Contoh

*® Bards Nawawi Arief (a) ap. cit,, bal. 151-152
* Mardiono Reksodiputro {s), op.cit, hal. 119-120.
R Ihid., al, 120.
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pidana penjara, pidana kurungan dan pidana mati meropakan jenis-fenis pidana
vang tidak mungkin diterapkan terhadap korporasi.

Dalam kaitannya dengan konsep pemidanaan terhadap korporasi dalam
UL PTPK, harus diakui belum dapat dilihat keefektifannya sceara empirik. Hal ind
karena belum ada satu pun putusan pengadilan mengenat hal ini. Namun dengan
mengacy pada pendapat di atas, maka dapat dikatakan besamys ancaman pidana
denda sebagatmana ditentukan dalam Kketentuan Pasal 20 ayast (7} UU PTPEK
tersebut, Hdak secara otomatis menjadikan korporasi tidak melakukan tindak
pidana korupsi. Mengingat bagi korporasi-korporasi yang memiliki aset kekayaan
tergolong besar, sangat mungkin ancaman pidana demikian bukaniah menjadi
persoalan, Keadaan ini bisa menimbulkan peluang bagi kemungkinan terjadinya
pengulangan tindak pidena korupsi oleh korporasi demikian. Karena itu,
menjadikan sanksi pidana denda sebagai satu-satunya sanksi yang dapat
dijatuhkan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi layak
mendapat evaluasi lagi. Dalam kondisi tersebut, sanksi pidana denda terhadap
korporasi dapat dianggap belum cukup memadai. el karenanya, masih
diperlukan sanksi lain sehingga tujuan pemidanaan terhadap korporasi, terutama
dalam tindak pidana korupsi dapat tercapai. F \

Persoalan lainnya, apabila dihubungkan dengan perumusan tindak
pidana korupsi dalam UU PTPK temyata sistem sanksi ancaman pidana
dirumuskan berbentuk kumulatif dan alternatif™™ Hal tersebut sebagaimana
teriihat dalam tabel 3.2 di atas.

Memuut Barda Nawawi Aref, perumusan sanksi pidana berbentuk
kumulatif dapat menimbulkan masalah apabila diterapkan terhadap korporasi. hal
ini disebabkan karena terdapatnya kelemahan sanksi pidana berbentuk kumulatif
yaitu sifatnya yang séngat kaku dan bersifat imperatif. Sehingga dengan begin,

! Rumusan berbentuk kumulatif ditendai dengan penggunaan kata “dan™ dan rumusan
sanksi berbentuk altermatif menggunakan kata "aten”, Rumusan berbentuk kuamistif dapat dilihat
dalam kelenman Pasal 2 ayvat (1) UL PIPK yang berhunyi : V... dipidana dengan pidens peniam
senmur hidup atsn pidana peniara paling singkat 4 {empat} tabma dan paling lamas 20 (dua pull)
tabnn dan dends palinp sedikit Rp.200.080.800,00 {dus ratus jula rupish) dan paling banvak
Ro. 1. 000.000.000,00 (satv milyar rupish)”. Sedangkan rumusan berbentuk abtematif seperti
terlibat dalam ketentuan Pasal 3 1T PTPK yang berbunyi ¢ 7...<ipidesa dengan pidena penjars
sewnur hidup siau pidana penjare paling singket 1 (satu) tahue dan paling lamas 20 (dua pulub)
tahun dan atsu denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima pulub jula rupiah) dan paling banysk
Rp. 1.000,000,000,00 {sal milyar rapiah)”.
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hakim diharuskan menjatuhkan kedua jenis pidana itu bersams, baik penjara
maupun dends.’®> Hal ini berbeda dengan perumusan yang berbentuk kumulatif-
alternatif. Pada bentuk demikian, hakim diberi peluang untuk memilih jenis sanksi
pidana mana vang dianggapnya paling tepat untuk terpidana. Tegasnya, hakim
dapat menjatuhkan pidana penjara dan denda sekaligus, tetapt hakim juga dapat
memilih salah satu dan dus jenis pidana fersebut. Hal ini mengingat terhadap
korporast tidak dapat dijatubkan pidana penjara. Karena itu, perumusan sistem
sanksi ancasman pidana vang dimaksudkan juga ditujukan kepada korporasi
sevogyanya herbentuk altemnatif atau alternatif-kumulatif.

Selain pidana pokok, sistem pemidanaan yang berlako menurut hukum
pidana Indonesiz mengenal jenis pidans tambahan. Prakiik dalam perkara tindak
pidana korupsi, disamping menjatubkan pidana pokok, Hakim dimungkinkan
menjatuhken pidana tambahan terhadap terdakwa (Pasal 17 UU PTPK). Bahkan
dalam praktiknya, hal im sering dilekukan.

Mengenai pidana tambahan diatur dalam keteatuan Pasgal 18 UU PTPK
yang menyebutkan sebagai berikut :

Hukum Pidana; sebagai pidana tambahan adalah:
a. perampasan barang bergerak vang bervwujud atau vang tidak berwujud

(1} Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksod dalam Kitab Undang-undang

atau barang fidak bergerak yang digonekean untuk atau vang diperoleh dari
tindak pidana komupsi, termasuk perusshasn milik terpidapa di mana
tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dard barang yang
menggantikan barang-barang terscbut;

b, pembayaran vang penggantt yang jumizhnya sebanyak-banyaknya sama
dengan harta benda yvang diperoleh dari tindak pidana koropsi;

¢. penutupan seluruh sfau ssbagian perusahaan unfuk waktu paling lama 1
{satu} tahun;
Penjelasan : Yang dimaksud dengan “penutupan scluruh stau sebagian
perusahaan” adalah pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatan
untuk sementara wakty sesuai dengan putusan pengadilan,

36 Barda Nawawi Arief. (a8}, Joe. 2it.
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d. pencabutan scluruh atau schbagian hak-hak terfentu atau penghapusan
seloruh afae sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan
oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar nang pengganti sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuvatan hukum tetap, maka harta
bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi vang pengganti
tersebut.

(3} Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupt untuk
membayar vang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b,
maka dipidana dengan pidana penjara vang lamanya tidak melebihi ancaman
maksimum dan pidana pokoknya sesuai dengan ketenfuan dalam Undang-

undang ind dan lamanya pidana tersebut sodah ditentukan dalam putusan

pengadilan.

Persoalannya, apakah ketentuan mengenai pidana tambahan
sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ULJ PTPK di atas berlaku juga terhadap
korporasi. Dalam kaitannya dengan hal imi, menurnat R. Wiyono, korporasi masth
dapat pula dijatubi pidana tambahan.*®® Menurut pendapat penulis hal ini masih
merupakan perdebatan yang masth memerlukan pembahasan lebih lanjut. Sepintas
kelihatannya ketenfuan ayat {1} pasal itu dapat juga diterapkan kepada korporast.
Namun apabila diteliti lebih jauh, terutama dihubungkan dengan kelentuan ayst
{2) dan ayat (3) pasal tersebut, ketentuan itu berorientasi kepeda terdskwa atau
terpidana perorangan. Itulah sebabnya maka terhadap ketentuan ayat (1) huruf'b
ditindak lanjufi oleh pembuat undang-uadang dengan fmencantumkan kefenfuan
khusus {ayat 2 dan ayat 3} yaitu apabila terdapat keadaan dimana terpidana tidak
membayar uvang pengganti dimaksud. Dengan demikian, ketentvan ayat {2) dan
ayat (3) hams dibaca sehagai satu kesatman dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1),
kKhususnya burmuf b, Karenanya, jelaslah ketentuan tersebut banya berlaku bag
terpidana  perorangan. Dengan kata lain, ketentuan tersebut tidak dapat
diberlakukan terhadap korporasi. Menurat penulis, ketentuan Passl 18 tersebut,
meskipun ferbatas pada ayat (1), dapat diberlakukan kepada korporasi apabila

R Wiyono. ap, ¢if., hal, 142-143.
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ditegaskan dalam romusan Pasal 20 UU PTPK. Tegasnya, ancaman pidana
tambahan bagi korporasi perlu dicantumkan secara tegas dalam ketentuan,
schingga dalam aplikasinya tidak menimbulkan perdebatan. Mengenai hal i
penulis telah mengemukakan sebagaimana contoh pengaturan dalam LU No. 21
Tahun 2007 tentang Permberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Persoalan ini juga mendapat perhatian dari perancang KUHP baru.
Sebagaimana terlihat dalam Pasal 67 ayat (3) jo pasal 91 avat (2) Rancangan
KUHP telah dirumuskan bahwa terhadap korporasi dapat dijatuhkan pidana
tambahan berupa pencabutan segala hak yang diperoleh korporasi.

Barda Nawawi Arief mengemukakan bzhwa beberapa jenis pidana
tambahan dalam Pasal 18 gyat (1} UU PTPK sesunggubnys dapat dijadikan
pidana pokok bagi korporasi. Dikatakannya : **

Kalau pidana penjara (perampasan kemerdekaan) merupakan pidana pokok
untuk “oranp”, maka pidama pokok untuk korporasi yang dapet diidentikkan
dengan pidana perampasan kemerdeksan adalah sanksi herupa “penutupan
perusahaan/ korporasi untuk wakm terfentu” atau “pencabutan hak/izin
usaha”.

Bersandar pada idenya, kongep double track system mestinya juga
dapat diterapkan dalam peraidanaan terhadap korporasi yang terbukti melakukan
tindak pidana korapsi. Hal ini mengingat potensi akibat tindak pidana korupsi
yang dilakukan oleh korporasi akan sangat berdampak besar. Kongep demikian
dapat ditemukan juga pada beberapa undangundang di luar KUHP yang
mengenal pertanggungjawaban pidans korporasi, seperi UU No.7 Drt Tahon
1955 {UU Tindak Pidana Fkonomi} dan UU No, 23 Tabun 1897 (UU Pengelolaan
Lingkungan Hidup).

Menuarut Muladi, penjatuban sanksi tindakan berupa pemutupan selureh
korporasi, pada dasarnya merupakan “corporate death penalty”, sedangkan sanksi
berupa segala pembatasan terhadap aktivitas korporasi, sebenamnya mempunyai
hakekat yang sama dengan pidana penjara atau kurungan, sehingga ada istilah
“corporate imprisonment”, yang mengandung pengertian larangan suata korporasi
untuk berusaha di bidang usaha tertentu dan pembatasan-pembatasan lain techadap
langkah-langkah korporasi dalam berusaha >® Dengan larangan yang dikemuka-

%4 Barda Nawawi Arisf (), op. ¢if,, hal, 152.
35 Muledi, op.cit., hal. 27
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kan Muladi ini, menurut penulis maka akan menimbulkan efek pencegahan bagi
korporasi untuk terlibat dalam tindak pidana korupst.

Hamzah Hatrik mengemukakan pendapatnya bahwa penting jugs
mempertimbangkan penjatuhan pidana berbentuk pengumuman keputusan hakim
{adverse publicity} sebagai sanksi terhadap korporasi,m Jenis pidana inl memang
merupakan salah satu bentuk pidena tambahan yang bersifat non-financial
impacts. Dengan penjatubian pidana jenis ini dimaksudkan agar masyarakat
mengetahui perbuatan apa dan pidapa bapaimana yang dijatubkan terhadap
korporasi yang melakukan tindak pidana. Hakim dapat memerintahkan biaya
pengumuman putusan hakim dibebankan pada korporasi. Tentunya perintah ini
dicantumkan dalam putusan,

Sutan Remy Sjahdeini menyebut bentuk-bentuk sanksi pidana yang
mungkin dijatubkan kepada korporasi, diantaranya sebagai berikut
1. Pidana Pokok

. Pidana Denda ;
. Pengumuman Putusan Hakim ;

. Pembubaran yang ditkuti dengan Iandasi korporasi ;

a
b
¢
d. Pencabulan izio usaha yang ditknti dengan likuidasi Z(mpsras;% 5
e. Pembekuan kegiatan usaha ;

f. Perampasan aset karporasi |

g. Pengambilalihan korporasi oleh negara ;

2. Pidana Tambahan berupa melakukan kegiatan sosial tertentu dan

3. Penyitaan korporasi.

Dalam kaitan menentukan beptuk-bentuk pidana bagi korporasi,
scbagai perbandingan dapat dikemukakan jenis-jenis sanksi yang juga dapat
diterapkan dalam pemidanaan terhadap korporasi scbagai hasil “International
Meeting of Expert on the Usg of Criminal Sanction in the Protection of
Environment” 41 Porfland, Oregon, USA tanggal 19-23 Maret 1994, scbagai
berikut

3% Mamzah Hetwik, ep. cit., bal. 147
7 Sutan Remy Sjahdeini, op. cit., hal. 205213
32 Drwddia Privaino, op. cit., hai, 132-134,
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1. Sanksi bemilai vang (monefary sanctions)

a.

b,

[

mengganti keuntungan ekonomis {recoups any economic benefil}
yang diperoleh sebagai hasil kejahatan;

menggandi  (recovery semua atau  sehagian biaya pengusulan/
penyidikan dan melslaukan perbaikan {reparation) setisp kerngian
yang ditimbulkan.

denda

2, Pidana Tambahan berupa

&.

b.

larangan melakukan perbuatan/akiifitas yang dapat menycbabdan
berlanjulnya atay terulangnya kejahatan ity;

perintah untuk mengakhin atan tdek melanjutikan kegiatan (untuk
sementarg alay selemanya), pencabutan izin kegiatan, pembuobaran
usaha bisnis;

perampasan kekayaan {property assel) dan hasi! kejabatan dengan
memberi perlindungan hak-hak pihak ketiga yang bonafid;
mengeluarkan  ateu  mendiskuatifikasi terpidanafkorporasi  dari
kontralc-kontrak pemerintah, keuntungan fiskal atau subsidi-subsidi;
memerintahkan pemecatan manajer dan  mendiskoalifikasikan/
membatalkan petugas dari jabatannya;

memerintahkan terpidanafkorporast melakukan perbuatan untuk
memperbaiki atan menghindari keragian terbadap lingkusgan;

mengharuskan terpidana mematuhi syarat-syaravkondisi yang di- .

tetapkan pengadilan untuk mencegah terpidana micogulangi lagi
perbuatannys;

memerintahkan  publikusi fakta-falta yang berbubungan dengan
putusan pengadilan pengadilan;

memeriatabkan terpidana untuk memberitabn  orang-orang  yang
dirugikan ¢leh perbuatannya;

memerintahkan terpidana (apabila merupakan organisasi} untuk
memberitahukan kepa&a publik di semus negara tempat ber-
operasinya organisasi itu, kepada cabang«<sbangnya, kepadz para
dirgktur, petugas, manajer atau karyawanuyz, mengenal pertang-
gungiawab atau sanksi vaog dikenskan kepadanya;

memerintabkan terpidana untuk medakukan pelayanan kera sosial
{community service).

Dalam Rancangan KUHP, pidana dends difctapkan berdssarkan
kategori.’® Terhadap korporasi berlaku ketentuan pasal 80 ayat (4), (5) dan (&)

sebagai berikut:

(4) Pidana denda paling banyak unfuk korporasi adalsh kategori lebih tinggi

berikutnya.

% Lategon tarsebut yaitu :
&, kategori I Rp.1.500.000,00 (sata juta lims ratug ribu rupiah);
b, kategori I Rp.7.500.600,90 {nujub juia Hrms rmtus nbu ropiah);
¢. kategori I Rp.30.000,000,00 {pa pulul juta rupiah);
d. kategosi IV Rp.75.000.000,0¢ {tajuh puluh fima juia rapiah);
e. kategori V Rp.200.000.000,00 {Hga retus juta rupish}; dan
£ kategori V1 Rp.3.600.000.000,00 Giga miliar nupiak).
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(5) Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana
yang diancam dengan
a. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 {lima belas)
tahun adalah pidana denda Kategori V;
b. pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama
20 {dua puluh) tahun adalah pidana denda Kategori V1
{6) Pidana denda paling sedikit untuk korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat
{3} adalah pidana denda Kategori IV,

Sedangkan mengenai sanksi tindakan terhadap korporasi dapat dilihat
pada Pasal 101 ayat {2) huruf b dan © Rancangan KUHP vang menentukan sanksi
tindakan vang dapat dikenakan yeitu perampasan keuntungan yang diperoleh dari
tindak pidana dan perbaikan skibat tindak pidana.

Perancang VU Pemberaniasan Tindak Pidana Korupsi, merumuskan
pidana tambzhan yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa perampasan,
pencabutan izin ussha dan/atan pengumuman putusan hakim (Pasal 26).
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BAB IV
PENUTUP

KESIMPULAN

1.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pembersntasan Tindak
Pldana Korupsi dianggap fidak sesuai lugi dengan perkembangan
kebutuhan masyarakat sehingga UU int menjadi tidak efektif dalam
mencegah dan  memberantas iindak pidana korupsi. Pemerintah
berpendapat bahwa salah satu kelemahan mendasar dalam UU itn adalah
karena Kkorporasi bukan sebagai subyek hukum. Padahal dalam
masyarakat modemn, peranan korporasi sangat strategis, bahkan dalam
praktik dapat menjadi sarang untuk melakukan kejahatan {corporcte
criminal} dan mempercleh keuntungan dari hasil kejahatan (crimes for
corporationy. Tak hahya ity saja, dalam praktik temyata hanys pengurus
korporasi yang dituntut dan dijatuhi pidana. Hal ini, menurut pembuat
undang-undang Gidak adil. Atss dasar inilah, maka pemerintah

~melakukan penyusunan. Rancangan .UJU PTPK. Pada sisi lain, pada

verkembangannyz dalam hukom positif Indonesia, korporasi sebagai
subyek tindak pidana sudah tidak asing lapi, antara lain terdapat dalam
UU No, 7 Drt Tahun 1955 dan UU No. 23 Tahun 1997 tentang
Lingkungan Hidop, Meskipun masih berbentuk ancangan, konsep
Rancangan KUHP Nasional telah mengakomodir pertanggungijawaban
pidana korporasi. Kondisi ini juga tidak terlepas dari perhatian
internasional yang tampsk dalam  dokumen-dokumen internasional
{Kongres PBB ke-8/1990 dan ke-8/1995) yang perfunya semua negara
seharuspya mengambil tindakan yang cocol/tepat terhadap perusahaan-
perusahaan yang terlibat di dalam korupsi seria mewaspadai aktifitas
keterlibatan korporasi dalam tindak pidana korupsi, terotama berkaitan
dengan penyuapan terhadap pars pejabat. Di samping itu, korporasi
diyakini dan diprediksi memiliki potensi melakukan tindak pidana
korupsi,

Penegakan Hukur%éj,sNophy Tennophero SuotHah’@Em Indonesia



154

2. Proscs penuntutan perkara tindak pidana korupsi, selain mengacu pada

KUHAP, hukum acara yang digunakan dalam proses penuntutan tindak
pidana korupsi dilakukan berdasarkan ketentuan UU No, 31 Tahun 1989
tentang Pemberantagan Tindak Pidana Korupsi yang divbah dengan UU
Mo, 20 Tahun 2001 {(UU PTPK). Dalam hal kegiatan penyidikan dan
penuntutan perkara tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (KPK), dilakukan berdasarkan KUHAP, UU
PTPK dan UU No. 3¢ Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Kompsi {(ULJ KPK) sebagaimana diatur dalam ketentuan
Pasal 39 ayat {1). Sedangkan berkaitan dengan proses penuntutan pada
tahap pemerikspan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,
dilakukan dengan tetap mengacu berdasarkan KUHAP dan UU PTPK
(Pasal 62 UU KPK). Meskipun terbilang sumir, proses penuntutan
terhadap korporasi telah diatur dalam UU PTPK.

Proses pemuntutan pidana terhadap subyek tindak pidana korporasi pada
dasarnya berlaku sama dengan proses penanganan perkara tindak pidana
. korupsi pada subyek tindak pidana perorangan. Meski demikian, dalam
penelittan ini ditemuokan hal-hal yang berbeda, diantaranya :

a. Meagenai Perwskilan Korporasi )
Proses penuntuten pidana tethadap korporasi  tetap  harus
memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagl kerporasi.
Pada korporesi vang berbentak perseroan, mekaaisme penunjukan
mengenai perwakilan korporasi untuk mewakili korporasi di dalam
pengadilan  merupaekan  wusan  infem  dari korporssi | yang
bersangkutan.

b. Mengenal Identitas Tersangka/Terdakwa
Pencantuman  identifas  tersanpkaefterdabrwa  dalam  administrasi
peradilan (berkas perkara, berkas acara pemeriksaan, surat dakwaan,
surat putusan pengadilan) penting untuk membedakannya dalam
kedudukan sebagai pribadi perorangan atau sebagai pengurus yang
mewakili korporasi sebagai tersangka/terdakwa. Hal ini terutama
berkaitan dengan  syarat formal surat dakwaan  dan
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pertangpungjawaban pidananya. Dalam praktik peradilan pidana
{kasus PT NMR), pengadilan tclah menerima pencantuman identitas
pengurus schagal pihak yang mewakilt korporast. Namai demikion,
sepatutnya dalam hal korporasi sebagai terdakwa, maka vang harus
dicantumkan dalam admintrasi peradilan adalah identitas korporasi.
Dengan demikian menjadi jelas siapa yang dituntut {korporasi atau

perorangan) dan kepada siapa pelaksanaan putusan dapat dilakukan.

¢. Mengenai Surat Dakwaan
Dalarmn prakiik peradilan pidana, penyusunan konstruksi surat
dakwaan terhadap korporasi teryata bervardasi. Hal ini berimplikasi
terhadap penjatuhan pidana bagi korporasi. Dalam hal korporass
didakwa secars sendind (terpisah daf pengurusnya) membawa
konsckuenst mermungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana yang
ditujukan khusus kepada korporasi,

d. Mengenai pelaksanaan putusan pidana denda

Tidak diaturnya altemnatif sanksi lain sebagai pengganti apabila
terdapat keadaan korporasi tidak membayar pidana denda merupakan
salah satu kelemehan UU PTPK. Hal ini berskibat sanksi pidana
vang dijatuhkan hakim kepada korporasi menjadi tdak berasti
Artinya, Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengeksekusi putusan
pemidanaan tersebut apabila terdapat keadaan terpidana korporasi itu
tidak mempunyai kemampuan membayar pidana dendanya. Lebih-
lebih lagi jika korporasi tersebut beritikad tidak mau membayarrya.
Eksekutor tidak dapat memaksakan agar terpidana melakukan
pembayaran dendanya.

3. Penegakan hukwmn pidana terhadap korporasi dalarm perkara tindak
pidana korupsi ternyata belum pernah dilakaken, Berkaitan dengan hal
ini, hasil penclitisn menemukan kendala dan wpava mengatasinya
sebagai bertkut :
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A. Kendala
1. Faktor Hukum.
a. Belom adanya peraturan pelaksansan yang sangat dibutubhkan

untuk menerapkan undang-undang,
Tata cara mengenai penyidiken, penunivian, pemeriksaan di
sidang maupun pelaksanaan putusan lerhadap korporasi yang
melakukan tindak pidana korupsi tidak diatur dalom KUHAP,
Pengaturan mengenat prosedur tersebut dapat ditemukan dalam
Ul PTPK. Namun demikian, pengaturannya yang terbilang
sumir ity ternyvata masih menimbulian permasalahan pada
praktiknya,
Bertglak  dari  pembahasan  kasvs-kasus, menunjukkan
diperlukannya peraturan pelaksanaan yang lebih jelas dan detail
mengensi pengativan fata cara penuntutan pidana terhadap
korporasi vang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Hal ini
penting agar tidak menimbulkan keragouan bagi aparat pepegak
hukum untuk melakukan penuntutan pidana tethadap korporasi

b, Ketidakjelgsan arti kata-kata di dalam undang-undang yang

mengakibatkan kesimpangsiuran dif dalam  penafsiran  serta
penerapannya,
Sistern sanksi ancaman pidana veng dirumuskan pada pasal-pasal
tindak pidana korupsi dalam UU PTPK berbentuk kumulatif dan
alternatif. Peromusan berbertuk kumulatif dapat menimbulkan
masalah apabila  diterapkan  terhadap korporasi.  Sistem
perumusan demikian menimbulkan keraguan bagi penyidik dan
penuntut vrmum berkaitan dengan pertanyaan, apakah ketentuan
pasal-pasal yang ancaman pidananya berbentvk kumulatif dapat
diterapkan kepada korporasi.

2. Faktor Penegak Hukum.
Aparat penegak hukum kelihatannys belum siap menerima korporasi
schagai tersangka dan terdakwa di sidang pengadilan. Di samping
disebabkan karena sebagian besar penegak hukum, baik penyidik,
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Jaksa/Penuntit  Umum  mazopun hakim  kurang  memahami
pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapsat kesulifan untuk
raembuktikan kesalahan (kesengajasn atau kelalaian) korporasi,

Kendala lain adalah belum berubahnya pola pikir den pole tindak
aparat penegak hukum yang masih berorientas: kepada penanganan
perkara tindak pidana korupsi yang masih berorientast kepada

subyek tindak pidana perorangan.

B. Upaya Mengatasi Kendala
1. Faktor penegak hukum sangat memegang peranan penting dalam
upaya penegakan hukum pidana terhadap korporssi, fermasuk
dalam penanganan perkara tindek pidana kerupsi. Meskipun
disadari dalam UU PTPK terdapal kekurangan dan kelemahan,
namun sangst penting terobosan hukum oleh dilakukan oleh
aparat penegak hukum dalam melskukan penuntutan pidana
terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana  korupsi.
Penuntutan pidana korporasi dapat dilakukan apabila aparat
penegak hukumﬁ(penyidjk, penuntut umum dan hakim) tidak
hanya berorientasi kepada subyek tindak pidana perorangan

melainkan jups korporasi, Dengan demikian, aparat penegak -

hukum mesti melakukan perubahan pola pikir dan pola tindak
dalam penanganan perkara tindsk pidana korupsi. Untuk hal ind,
kecusli diperlukan ketrasppilen dan profesionalitas  dalam
penanganan perkara lindak pidana korupsi, penfingnya upaya
penyamaan persepsi diantara aparat penegak hukum mengenai
pertanggungjawaban pidana korporasi,

2. Pentingnya upaya pembaharuan hukam, terutama yang berkaitan
dengan pemmiutan pidana terhadap korporasi, termasuk
peraturan tindak pidana koropsi. Pembaharuan hukum itv

meliputi :
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a. revisi mengenai Hukum Acara Pidana yang berorientast tidak
hanya kepada subyek tindak pidana perorangan tetapi juga
korporasi. Revisi tersebut melipoti seiak proses pada tahap
penyidiken hingga tahap pelaksanaan puiusan pidana bagi
korporasi.

b, revisi materi peraturan  Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Kelemahan-kelemahan berkaitan dengan penuntutan
pidana terhadap korporasi, diantaranya meliputi sistem
perumusan ancaman pidana pads pasal-pasal tindak pidana
korupsi, pengaturan jenis sanksi terhadap korporasy,

pengaturan alternafif sanksi pengganti pidana denda.

4, Pengensan ancaman pidana denda {sekalipun sangat tinggi nilzinya)
hanya efektif dikenakan kepada korporasi dalam skala kecil dan
menengah, Sedangkan bagi korporasi-korporasi yang memiliki aset
kekayaan tergolong besar, sangat mungkin ancaman pidana demikian
bukaniah menjadi persoalan. Keadaan ini bisa menimbulkan peluang
’i::agfi kemungkinan ferjadinys pengulangan lindak pidana korupsi oleh
korporasi demikian. Dalam kondisi tersebut, sanksi pidana denda
terhadap korporasi dapat dianggap belum cukup memadai. Oleh karena
itu, menjadikan sanksi pidana denda sebagal satu-satunya sanksi yang
dapat dijatuhkan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana
korupsi perlu dievaluasi lagi. Oleh karenanya, masih diperfukan sanksi
lsin schingga tujuan pernidansan terhadap korporasi, terutama dalam
tindak pidana korupsi dapat tercapai, Di samping itu, masih terdapainys
perdebatan mengenat konsep pemidanaan terhadap i;arpmasi dalam UU
PTPK juga dapat dilihat sebagai bentk kelemahan yang dapat
mempengaruhi  efektifitasnya dalam tahap pelaksanaan. Mengingat
potensi akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi akan
berdampsk sangat besar, konsep double track system juga dapat
diterapkan terhadap korporasi yang terbukti melakukan tindak pidans
korupsi,
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42 SARAN

Berkaitan dengan pembshasan hasil penelitian tesis ini, maka dapat

disarankan scbhagat berikat :

1.

Pentingnys perubahan pola pikir dan pola tindak aparat penegak hukum
{penyidik, jakse/penuntu! umum dan hakim) terkait kemungkinan
melakukan  penuntutan  pidana terhadap korporasi (terpissh dan
pengurusnya) delem perkara tindak pidana korupsi.

Dalam jangka pendek, Mahkamzah Agung (MA) perlu mengeluarkan
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) mengenai hukum acera
peruntutan terhadap Korporasi.

Melakukan revist materi peraturan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20
Tabhun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Revisi
fersebut meliputl perumusan ancaman pidana yang berbentuk alternatif
pada pasal-pasal tindak pidana korupsi, pengaturan sanksi lain (di
samping pidana denda) terhadap korporasi, pengaturan alternatif sankst
schagat pengganti pidana denda dalam hal korporasi tidak mempunyai
kzmamguan membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya.
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